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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen Program 
Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PPLBK) di Desa 
Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. Desa Jendi merupakan satu dari 
18 desa di seluruh Indonesia yang terpilih menjadi lokasi uji coba Program 
PLPBK periode pertama. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. 
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan study 
dokumentasi (telaah dokumen) dengan teknik pemilihan informan menggunakan 
purposive sampling. Validitas data menggunakan teknik pengujian triangulasi 
data, yaitu triangulasi sumber. Analisa data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen Program PLPBK meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan secara umum sudah 
dilaksanakan. Perencanaan yang dilakukan dalam Program PLPBK menggunakan 
pendekatan gabungan top down dan bottom up dimana masyarakat dan pemerintah 
sama-sama berperan aktif dalam perencanaan program. Pengorganisasian program 
PLPBK dibedakan dalam dua bentuk komunikasi yaitu garis koordinasi dan garis 
komando. Kolaborasi dalam Program PLPBK yang melibatkan berbagai elemen 
(stakeholders) baik dari Pemda maupun dinas-dinas terkait, kecamatan, perangkat 
desa, BKM dan jajarannya, kelompok peduli, investor, sampai dengan 
masyarakat, telah dilakukan sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain 
dapat saling bersinergi. Penggerakan dilakukan melalui dua cara yaitu pemberian 
motivasi dan penetapan strategi pelaksanaan. Upaya penggerakan paling utama 
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adalah dengan adanya kepemimpinan informal yang diperankan oleh KSM selaku 
tangan panjang dari Tim Inti PLPBK. Pengawasan dilakukan secara kolektif oleh 
berbagai pihak antara lain masyarakat, pemerintah yang berwenang, konsultan 
atau fasilitator dan pengawas dari pihak luar. Pengawasan dilakukan pada seluruh 
tahapan kegiatan program PLPBK, sejak tahap persiapan, perencanaan 
partisipatif, pemasaran, pelaksanaan pembangunan, bahkan sampai pada 
pemeliharaan hasil pembangunan. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam 
pelaksanaan PPLBK antara lain kesulitan menentukan waktu sosialisasi pada 
masyarakat, menentukan kawasan prioritas karena terlalu banyaknya masalah 
yang ada, kurangnya partisipasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) secara 
kolektif, kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah karena kesibukan personil 
masing-masing, kejenuhan masyarakat akan proses PLPBK yang dirasakan terlalu 
lama dan kebijakan pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan MoU yang dibuat 
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Sub-Distric Wonogiri Distric). Thesis. Public Administration Program. 




Jendi Village is one of 18 villages across Indonesia chosen as a trial location for 
Community Based Neighbourhood Development Program (PLPBK) for the first 
period. The aim of this study is to know the management of the PLPBK program 
at Jendi Village. This research is a qualitative-descriptive study. Data was 
collected through observation, interviews and documentation study (document 
analysis) using sampling technique of purposive sampling. Data analysis was 
done through three phases namely data reduction, data display and conclusion or 
verification. 
The result of the study showed that the management of PLPBK program 
that include planning, organizing, actuating, and controlling generally has been 
implemented. Planning was done in the PLPBK program used a combined 
approach of top down and bottom up approach where communities and 
governments alike actively participate in planning program. Organizing of 
PLPBK was implemented in two forms of communication that are coordination 
and command line. Collaboration in PLPBK program that involves many 
elements (stakeholders), both from government and relevant agencies, district, 
village, BKM and staff, care groups, investors, up to the community, have done so 
between the parties with each other can be mutually synergy. Actuating was done 
through two ways that are providing motivation and determination of the 
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implementation strategy. Most major mobilization effort is the existence of 
informal leadership played by KSM as the long hand of the Core Team PLPBK. 
Controlling was done collectively by various stakeholders including communities, 
government authorities, consultants or facilitators and supervisors from outside 
parties. Controlling was conducted in all phases of the activities of PLPBK 
program, from the preparation, participatory planning, marketing, construction 
phase, even to the maintenance of the development. Obstacles encountered in 
implementing the PLPBK program include the difficulties of finding an 
appropriate time for socialization activities to the community, determining the 
priority areas due to the wide-range of problems, lacking of collective 
participation in community of self-reliance agency (BKM), the lack of awareness 
of local government due to the business of  the government personnel in touch 
with the program, apathetic of the community because of the long process of the 
PLPBK Program and central government policies that inconsistent with the MoU 
which created the Local Government and society 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas (PLPBK) atau sering disebut Neighbourhood Development (ND) 
merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti 
program penangulangan kemiskinan di perkotaan. Program PLPBK 
merupakan hadiah atau reward yang diberikan oleh pemerintah bagi desa atau 
kelurahan yang memiliki Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
berkualifikasi sebagai BKM mandiri. BKM sendiri merupakan lembaga 
perwakilan masyarakat dengan kepemimpinan kolektif dari tingkat kelurahan 
yang dibentuk sebagai wadah aspirasi masyarakat. Selain itu desa atau 
kelurahan tersebut harus telah melaksanakan PAKET (Penanggulangan 
Kemiskinan Terpadu) dan Chanelling program. Sumber dana Program 
PLPBK berasal dari bantuan Bank Dunia (World Bank). Tujuan utama dari 
program PLPBK adalah untuk mendukung upaya pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan serta 
penghidupan masyarakat, khususnya peningkatan kualitas lingkungan 
permukiman. 
Sebelum adanya program PLPBK, terdapat beberapa program 
pemerintah untuk menanggulangi dampak krisis, terutama mengadapi kondisi 
perekonomian masyarakat saat ini. Berbagai proyek sektoral mengembangkan 
1 
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pendekatan pemberdayaan masyarakat, seperti proyek pembangunan prasarana 
pedesaan berbantuan Bank Dunia, yang dikembangkan menjadi Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK). Program lainnya adalah Program Prasarana 
Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) yang kemudian disesuaikan menjadi 
Pembangunan Prasarana Pedesaan (P2D). Selain itu terdapat Program 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau yang sekarang disebut 
PNPM Mandiri.  
Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat atau 
pemberdayaan masyarakat telah banyak digunakan dalam berbagai program 
pembangunan di Indonesia. Salah satunya adalah program PLPBK yang 
melibatkan partisipasi dari masyarakat, untuk mengelola sendiri 
perkembangan pembangunan di wilayahnya. Manfaat yang diperoleh dari 
penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya 
kesadaran serta rasa tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan. 
Pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun 
merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat.  
Penawaran Program PLPBK sangat menggiurkan karena dana yang 
dialokasikan untuk program pada setiap kelurahan atau desa sangat besar yaitu 
sebesar satu milyar rupiah. Dana untuk program PLPBK lebih besar 
dibandingkan dengan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada 
program PNPM Mandiri Perkotaan (regular). Besar dana PNPM  Mandiri 
bervariasi di setiap daerah yaitu berkisar 200-450 juta rupiah. Tujuan dari 
Program PLPBK sesuai dengan Pedoman Teknis PLPBK adalah untuk 
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mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan 
lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, berjatidiri dan lestari. Dalam 
pelaksanaannya terdapat empat tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: 
(1) Tahap persiapan, (2) Tahap perencanaan partisipatif, (3) Tahap pemasaran 
kawasan prioritas, (4) Tahap pelaksanaan pembangunan.  
Pelaku program PLPBK di Indonesia adalah kolaborasi antara 
Pemerintah Kabupaten atau Kota, Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan 
jajarannya, serta Kelompok peduli. Kolaborasi pelaku program PLPBK 
tersebut kemudian membentuk Tim atau disebut Tim Inti PLPBK. Dalam 
pelaksanaan tahapan kegiatan terdapat beberapa organisasi pengelola kegiatan 
yang terdiri dari Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Tim Pemasaran 
(TP), Tim Pelaksana Pembangunan (TPP), termasuk di dalamnya Kelompok 
Kerja-Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pengendali substansi dan Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksanan kegiatan di lapangan. Dalam 
melaksanakan kegiatan Tim Inti PLPBK didampingi oleh fasilitator yang 
terdiri dari Koordinator Kota atau Kabupaten P2KP Advanced beserta 
jajarannya. 
Pada tahap perencanaan partisipatif dibentuk Tim Inti Perencanaan 
Partisipatif (TIPP) yang anggotanya terdiri dari kolaborasi antara Pemerintah 
Kabupaten atau Kota, Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan jajarannya, 
serta Kelompok peduli. Pada tahap Pemasaran dibentuk Tim Pemasaran (TP) 
oleh BKM dan Perangkat Kelurahan atau Desa secara partisipatif, dengan 
melibatkan masyarakat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
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(TKPKD) dan Tim Koordinator Kabupaten atau Kota. Pada tahap pelaksanaan 
pembangunan dibentuk Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) yang anggotanya 
terdiri dari Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan jajarannya serta KSM-
KSM. 
Dilihat dari susunan Tim Inti PLPBK, BKM terlibat langsung dalam 
setiap tahapan kegiatan program PLPBK. BKM berperan penuh sebagai pusat 
pelayanan yang menggerakkan pelibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan 
atau Desa. Melalui program PLPBK diharapkan dapat membentuk BKM 
menjadi manager pengelola pembangunan Kelurahan atau Desa pada masa 
mendatang.  Dalam menjalankan tugas dan perannya, BKM dibantu oleh 
Tenaga Ahli Pendamping dan Pokja-Pokja PLPBK. 
Di Indonesia pelaksana uji coba program PLPBK tahun 2008-2011 
adalah 18 desa terpilih. Kedelapan belas desa dimaksud adalah sebagaimana 










TABEL 1 Lokasi Terpilih untuk Uji Coba Program PLPBK  
Sumber : Berita Acara hasil penilaian akhir Tim Penilai, No. 01/TIM-PLP 
BK/VI/2008. 
Dari tabel 1 diatas, dapat diketahui bahwa lokasi uji coba Program 
PLPBK tersebar dalam 8 propinsi yang meliputi 18 desa atau kelurahan. Dapat 
diketahui pula bahwa Propinsi Jawa Tengah merupakan propinsi dengan 
perolehan lokasi terbanyak yaitu 6 desa sebagai lokasi program PLPBK.  
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Dalam pelaksanaan suatu program pemerintah terhadap upaya 
pembangunan pro rakyat, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dan 
BKM tidak mudah. Pemerintah Desa dan BKM harus memiliki kekuatan 
manajemen dalam pelaksanaan program. Manajemen merupakan kekuatan 
utama dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan demi tercapainya 
tujuan yang diharapkan. Manajemen dibutuhkan untuk mengkoordinir sumber 
daya manusia dan manajerial dalam suatu organisasi. Dalam manajemen 
dilakukan empat tindakan utama menurut T. Hani Handoko (2003:8), yaitu 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan. Tindakan-
tindakan manajemen tersebut bersifat universal yaitu sama dimana saja, dalam 
seluruh organisasi dan pada waktu kapan saja. Tindakan utama dalam 
manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat 
didalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan 
kegiatan untuk mencapai tujuan.  
Manajemen sangat diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan suatu 
program atau kegiatan. Hal ini dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2003:6-
7), bahwa alasan diperlukannya manajemen antara lain ialah untuk  mencapai 
tujuan organisasi dan pribadi. Selain itu manajemen juga dibutuhkan untuk 
menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-
kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam organisasi. Manajemen juga dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan 
efektivitas suatu program.  
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Program PLPBK pada prinsipnya dirancang dalam rangka upaya 
pembangunan masyarakat. Mengingat PLPBK merupakan suatu program yang 
menitikberatkan pada kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan 
masih tergolong baru, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 
manajemen program PLPBK yang dilakukan di desa Jendi Kecamatan 
Selogiri Kabupaten Wonogiri ditinjau dari aspek perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Pemilihan lokasi penelitian 
di desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dilakukan oleh penulis 
berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain, bahwa desa Jendi merupakan 
satu-satunya lokasi uji coba program PLPBK di Propinsi Jawah Tengah yang 
berada di kawasan eks-Karesidenan Surakarta. Selain itu dalam pemilihan 
lokasi penelitian penulis juga memperhitungkan keterjangkauan biaya dan 
waktu dalam pelaksanaan penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen program 
Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di desa Jendi 
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari paparan latar belakang diatas, masalah dalam penelitian ini 
dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana manajemen Program Pengembangan 
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Jendi Kecamatan 
Selogiri Kabupaten Wonogiri ditinjau dari aspek perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan? 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen 
Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di 
Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri ditinjau dari aspek 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.    
D. Manfaat Penelitian 
1. Masukan bagi pemerintah khususnya, Pemerintah Desa dan Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM) mengenai Program PLPBK. 
2. Menambah perbendaharaan khasanah ilmu pengetahuan sosial dalam 
aspek manajemen dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
3. Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar kesarjanaan pada 
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 






E. Tinjauan Pustaka 
1.  Manajemen dan Tindakan Utama dalam Manajemen 
Manajemen merupakan kekuatan utama dalam organisasi untuk 
mengkoordinir sumber daya manusia dan material. Pada umumnya 
manajemen didefinisikan sebagai fungsi yang berhubungan dengan 
memperoleh hasil tertentu melalui orang lain. Pengertian tentang 
manajemen mempunyai batasan yang beragam antara ahli yang satu 
dengan ahli yang lain.  
Seperti dikutip dari Jurnal Internasional Study on the Innovational 
Function of the Management Vol 4. No. 6 disebutkan bahwa “Four 
functions such as planning, organizing, leading and controlling in the 
management are the mainline in the management theory all along (Empat 
fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan 
mengendalikan dalam manajemen adalah merupakan garis utama dalam 
teori manajemen selama ini)”. (Yun Zhang; 2009: 147). George R. Terry 
(dalam Winardi, 1993:4), mengemukakan bahwa: 
“manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari 
tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta 
mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 




Paul Hersey dan Kanneth H. Blanchard yang diterjemahkan oleh 
Agus Dharma (1990:3), menyatakan bahwa manajemen adalah proses 
kerja sama dengan dan melalui orang-orang dan kelompok untuk 
mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut P.I. Oey Liang Lee 
(dalam Manullang 2001:2), manajemen diartikan sebagai seni dan ilmu 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 
pengontrolan ‘human and natural reseources’ (terutama human resources) 
untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal senada 
dikemukakan oleh, James A. F. Stoner (dalam T. Hani Handoko 2003:8), 
bahwa :  
“manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 
dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar 
mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.”  
 
Manajemen diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk 
melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena 
semua manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus 
mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling 
berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses 
tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. James A. F. Stoner  
(dalam T. Hani Handoko 2003:8), 
Secara garis besar, berdasar pada pendapat para ahli diatas 
manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk 
menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi 
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dengan pelaksanaan tindakan-tindakan perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) dan pengawasan 
(controlling). Melalui manajemen diharapkan proses dalam pencapaian 
tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien melalui pembagian 
tugas dan wewenang yang jelas.  
Dapat dipahami bahwa manajemen dalam suatu program 
mempunyai kedudukan yang sangat penting. Manajemen merupakan kunci 
keberhasilan pencapaian tujuan program sesuai dengan yang direncanakan. 
Tiga alasan utama diperlukannya manajemen menurut  T. Hani Handoko  
(2003: 6-7) adalah : 
1. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan 
pribadi. 
2. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 
tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang 
saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan 
dalam organisasi. 
3. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang 
berbeda. Sebagai salah satu cara pada umumnya adalah 
efisiensi dan efektifitas. 
Dari paparan mengenai pengertian manajemen berkaitan diatas, 
empat tindakan utama dalam manajemen adalah perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan 
(controlling). 
a. Perencanaan 
Perencanaan merupakan fondasi atau dasar dari tindakan-
tindakan manajemen lainnya. Perencanaan merupakan aspek yang 
paling utama dan pertama kali yang harus dilakukan dalam 
manajemen. Dalam perencanaan terdapat proses pemanfaatan fakta-
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fakta dan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan masa yang akan 
datang guna merumuskan langkah-langkah yang perlu diambil yang 
ditetapkan dalam rangka untuk mencapai tujuan.  
Pengertian perencanaan menurut Harold Koortz dan Chiril O’ 
Donnel (dalam Ibnu Syamsi 1994: 5), adalah salah satu fungsi 
manajemen yang berkaitan dengan pemilihan satu diantara berbagai 
alternative untuk mencapai tujuan, melaksanakan kebijakan, prosedur 
dan program. Pengertian lain mengenai perencanaan dikemukakan 
oleh Soewardi (1986: 25), adalah:  
“suatu proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan 
membuat dan menggunakan asumsi yang berhubungan 
dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan 
merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh 
keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaki.”  
 
Pengertian perencanaan menurut Frement E. Kast dan James 
E. Rosenzweig (2002: 685-686) adalah : 
“proses memutuskan di depan, apa yang akan dilakukan dan 
bagaimana melakukannya. Perencanaan meliputi penentuan 
keseluruhan missi, identifikasi hasil-hasil kunci, dan 
penetapan tujuan tertentu disamping pengembangan 
kebijaksanaan, program, dan prosedur untuk mencapai tujuan 
dan sebagainya. Perencanaan memberikan kerangka untuk 
memadukan berbagai system yang kompleks mengenai 
keputusan-keputusan yang saling berkaitan dengan masa 
depan”.  
Lebih lanjut dikemukakan bahwa pada dasarnya rencana 
memiliki 3 ciri-ciri yaitu: mengenai masa depan, menyangkut 
tindakan, dan ada unsur identifikasi atau penyebab 
(causation) pribadi atau organisasi-organisasi, artinya jalan 
tindakan di masa depan akan diambil oleh perencana atau 
oleh orang lain yang ditunjuk dalam oganisasi.  
 
Hal tersebut sesuai dengan pendapat George R. Terry (dalam 
Winardi, 1993: 163), yang mengemukakan bahwa: 
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“perencanaan meliputi tindakan: memilih dan 
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta 
menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan 
datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-
aktivitas yang diusulkan dan dianggap perlu untuk mencapai 
hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti menentukan 
sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara 
melakukannya.”  
 
Dengan demikian  perencanaan merupakan serangkaian 
keputusan yang diambil sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-
tindakan untuk masa yang akan datang. Perencanaan bersifat vital dan 
merupakan pondasi awal dalam bidang manajemen. Perencanaan akan 
berpengaruh pada terealisasinya tujuan organisasi atau kelompok. 
Perencanaan juga berfungsi sebagai gambaran mengenai langkah-
langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.  
b. Pengorganisasian 
Pengorganisaian merupakan pernyatuan dan pengelompokan 
orang-orang yang dapat digunakan sebagai satu kesatuan, sesuai 
dengan rencana yang telah dirumuskan untuk kemudian direlasikan 
guna mencapai tujuan yang telah diciptakan. Tindakan manajemen ini 
menjadikan manusia sebagai sasaran utama dalam organisasi. 
Tindakan pengorganisasi menciptakan struktur formal dimana 
pekerjaan ditetapkan dalam bagian-bagian dan dikoordinasikan. 
Pengorganisasian dapat dikatakan sebagai proses penyusun struktur 
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang 
dimiliki serta lingkungan sekitar yang mempengaruhi. 
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Pengertian pengorganisasian menurut George R. Terry 
(dalam Winardi, 1993: 233) adalah: 
“tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang 
effektif antara orang-orang, hingga mereka dapat bekerja 
sama secara effisien dan demikian memperoleh kepuasan 
pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam 
kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau 
sasaran tertentu.”  
 
Menurut Malaya S.P. Hasibuan (2005:20) mengemukakan 
pengertian pengorganisasian adalah : 
“suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan 
bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan, menempatkan orang-orang pada aktivitas ini, 
menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 
wewenang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu 
yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.” 
 
T. Hani Handoko (2003: 17), menjelaskan makna 
pengorganisasian sebagai : 
”penentuan suber daya manusia dan kegiatan-kegiatan yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaaan, 
dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja 
yang akan dapat membantu hal-hal tersebut kearah tujuan, 
penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian 
mendelegisikan wewenang yang diperlukan kepada individu 
untuk melaksanakan tugasnya.”  
 
Pendapat lainnya yaitu dari GR Terry dan L.W Rue (1991: 
82), menyatakan bahwa : 
“organizing adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan 
untuk mencapai tujuan dan penugasan setiap kelompok 
kepada seorang manajer, yang mempunyai kekuasaan, yang 
perlu untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. 
Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan 
mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk 
manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat 
dilaksanakan dengan berhasil.”  
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Berdasarkan paparan tetang pengertian pengorganisasian  
diatas dapat disimpulkan bahwa, pengorganisasian merupakan suatu 
rencana yang telah ditentukan dan ditetapkan sebagai tindakan 
perencanaan, yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang 
tergabung dalam unit-unit atau satuan-satuan kerja guna mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berperan penting dalam 
pelaksanaan berbagai kegiatan yang merupakan tugas pokok maupun 
tugas penunjang masing-masing unit agar terlaksana dengan efektif, 
efisien dan produktif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
c. Penggerakan 
Penggerakan (actuating) merupakan tindakan-tindakan yang 
menyebabkan suatu organisasi menjadi “berjalan”. George R. Terry 
(dalam Winardi, 1993: 313), mendefinisikan penggerakan sebagai 
berikut: 
“penggerakan merupakan usaha untuk menggerakan anggota-
anggota kelompok demikian rupa sehingga mereka 
berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran 
perusahaan yang bersangkutan dan sasaran-sasaran anggota-
anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu 
ingin mencapai sasaran-sasaran itu.”  
 
Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Sondang P. 
Siagian (1992: 113), yang menyatakan penggerakan sebagai 
keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan 
sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi 
tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Pendapat 
senada dikemukakan oleh Malaya S. P. Hasibuan (2005: 21), yang 
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menyatakan bahwa: penggerakan adalah mengarahkan semua bawahan 
agar mau bekerjasama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggerakan 
meliputi kegiatan pemberian motivasi kerja dalam bentuk pengarahan 
dan bimbingan tentang pelaksanaan tugas masing-masing bidang agar 
kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. Penggerakan (actuating) merupakan bagian yang 
sangat penting dalam proses manajemen sebab tanpa penggerakan 
maka perencanaan dan pengorganisasian tidak dapat direalisasikan 
dalam kenyataan. 
d. Pengawasan 
Dalam pelaksanaan tindakan manajemen tidak akan efektif 
tanpa  tindakan pengawasanan (controlling). Menurut Harold Koontz 
dan Cyril O’ Donnel dalam (Sarwoto, 1979: 96), bahwa: pengawasan 
merupakan penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang 
dilakukan oleh bawahan untuk menjamin tujuan perusahaan dan 
rencana yang digunakan untuk mencapainya dapat dilaksanakan. 
Pernyataan ini diperjelas oleh George R. Terry (dalam Winardi, 1993: 
395), mengartikan pengawasan sebagai berikut : 
“pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah 
dilaksanakan,  maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan 
apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif 
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.”  
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Ahli manajemen lain Robert J. Mockler (dalam T. Hani 
Handoko, 2003:360), memberikan batasan pengertian pengawaasan 
yang pada intinya sama, yaitu: 
“pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk 
menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 
perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, 
membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah 
ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 
penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan 
koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua 
sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling 
efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan 
persahaan.”  
 
Dalam suatu program kegiatan, tindakan pengawasan penting 
untuk dilakukan. Pentingnya tindakan pengawasan menurut T. Hani 
Handoko (2003: 26), pada dasarnya mencakup empat unsur yaitu: 
penetapan standar pelaksanaan, penentuan ukuran-ukuran pelaksanaan, 
pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 
standar yang telah ditetapkan, dan pengambilan tindakan koreksi yang 
diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. Menurut Buku 
Pedoman Teknik Program PLPBK, 2010 manfaat dari pengawasan 
adalah: untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan kegiatan, sebagai 
input untuk evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan program dan 
sebagai dasar pembinaan atau dukungan teknis kepada pelaku program 
dan masyarakat.  
Dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah 
mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. 
Pengawasan menjamin agar semua pekerjaan yang telah direncanakan 
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menjadi kenyataan, serta dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kegiatan pengawasan diperlukan 
adanya pelaporan untuk memantau pelaksanaan program. Pelaporan 
menurut Pedoman Pelaksanaan Program PLPBK tahun 2010,  
merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai 
perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan 
program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan 
pencapaian dari sasaran atau tujuan program. 
Dalam kegiatan pengawasan didukung dengan pembuatan 
laporan sebagai bentuk peranggungjawaban pelaksanaan program. 
Sistem laporan dibuat sesederhana mungkin. Materi laporan berupa 
data atau informasi yang benar dan akurat lebih diutamakan daripada 
bentuk laporannya. Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan 
informatif, maka materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 
6 (enam) hal penting sesuai dengan Pedoman Teknis PLPBK Tahun 
2010, yaitu : 
a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan 
b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang 
dilaksanakan 
c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan 
dibuat 
d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan 
e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak 
lanjutnya 
f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan program. 
 
Dengan demikian pengawasan merupakan proses untuk 
mengetahui sampai seberapa jauh tingkat pencapaian atau tingkat 
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penyelesaian dari suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Selain itu pengawasan juga berusaha mengetahui dan 
menghindarkan kemungkinan kesalahan dikemudian hari dan mencari 
upaya-upaya untuk mencegahnya. Semua fungsi manajerial akan 
menjadi tidak efektif apabila tidak ada pengawasan, karena didalamnya 
terdapat kegiatan menemukan cara dan alat untuk meyakinkan bahwa 
apa yang direncanakan dapat dicapai dengan efektif. 
  
2. Pembangunan Berbasis Komunitas 
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terus-
menerus dilakukan ke arah yang dikehendaki. Pembangunan merupakan 
masalah pokok bagi bangsa-bangsa terutama bangsa yang sedang 
berkembang. Pelaksanaan pembangunan sangat perlu untuk dilakukan 
berkenaan dengan kebebasan dan kemampuan bangsa, untuk meraih masa 
depan yang lebih baik. Michael P. Todaro (2003: 28) menyatakan bahwa:  
“Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad 
suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui 
serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional 
demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.” 
 
Sebagai suatu proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, 
pembangunan tidak lepas dari aspek perencanaan yang menjadi acuan 
utama dalam pelaksanaannnya. Menurut Jurnal Pembangunan Masyarakat 
Islam Vol. 4 No. 1 disebutkan bahwa pada rezim Orde Baru paradigma 
yang berkembang mengacu pada perencanaan pembangunan dengan 
pendekatan top down. (Zamhariri, 2008: 104). David C. Korten (1981) 
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mengemukakan pendekatan perencanaan top down merupakan bentuk blue 
print strategy yaitu pendekatan yang bersumber pada pemerintah, 
sementara masyarakat hanya sebagai sasaran obyek pembangunan saja. 
(http://scribd.com). Namun dalam pendekatan top down memiliki 
kelemahan seperti yang diungkapkan dalam Jurnal Pembangunan 
Masyarakat Islam Vol. 4 No. 1 (Zamhariri, 2008: 104) bahwa  
pembangunan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antar 
pemerintah dan rakyat melalui community power-nya, sehingga tidak akan 
terjadi pengklaiman bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab 
pembangunan. Pembangunan yang didesain oleh pemerintah selama orde 
baru, pada dasarnya mengingkari konsep ideal pembangunan itu sendiri. 
Menurut (Suparjan, 2003 : 20), sentralistik dan uniformalitas yang 
dibangun oleh rezim orde baru telah menyebabkan lumpuhnya partisipasi 
dan kreatifitas masyarakat bawah. 
Lebih lanjut dalan Jurnal Pembangunan Masyarakat Islam Vol. 4 
No. 1 (Zamhariri, 2008: 104) menyatakan bahwa pada era reformasi 
terjadi pergeseran paradigma perencanaan pembangunan dimana peran 
pemerintah bukan lagi sebagai penyedia tetapi sebagai fasilitator.  
Masyarakat diberikan peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah 
dan dituntut berkreativitas dalam mengelola potensi daerah serta 
memprakarsai pelaksanaan pembangunan daerah.. Hal ini yang 
menyebabkan munculnya perencanaan pembangunan dengan pendekatan 
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bottom up. Menurut David C. Korten (1981) perencanaan pembangunan 
berpendekatan bottom up adalah:  
“pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat 
pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses 
perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini 
sering disebut juga dengan people centered development.” 
(http://scribd.com)  
 
Namun dalam pendekatan bottom up juga terdapat kelemahan 
seperti yang diungkapkan oleh Mudrajad Kuncoro (2004:58) bahwa pada 
kenyataannya banyak daerah yang belum sepenuhnya mengakomodasi 
aspirasi lokal, karena  proposal berdasarkan aspirasi lokal tersingkir oleh 
proposal yang diajukan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.  
Ginanjar Kartasasmita (1997: 114-115) membedakan aspek 
perencanaan pembangunan dalam dua pendekatan menurut proses atau 
hierarki penyusunannya yaitu perencanaan dari atas ke bawah (top down) 
dan perencanaan dari bawah ke atas (bottom, up). Secara rinci mengenai 
kedua aspek perencanaan pembangunan tersebut dikemukakan sebagai 
berikut: 
”Perencanaan dari atas ke bawah (top down) merupakan 
pendekatan perencanaan yang menetapkan cara penjabaran rencana 
induk yang berada diatas. Sedangkan perencanaan dari bawah 
keatas (bottom up) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang 
seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada 
kebutuhn nyata. Pandangan ini timbul karena perencanaan dari 
bawah ke atas (bottom up) dimulai prosesnya dari mengenali 
kebutuhan ditingkat masyarakat yang secara langsusng terkait 
dengan pelaksanaan dan mendapat dampak dari kegiatan 
pembangunan yang direncanakan.”  
 
Dalam perkembangan selanjutnya, model perencanaan 
pembangunan tidak hanya mencakup dua pendekatan diatas. Menurut 
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Samodra Wibawa (2005:353) gabungan antara bottom up planning dan top 
down planning yaitu dengan mempertemukan arus bawah dengan arus 
atas, tentu saja sangat ideal. Namun sayangnya pertemuan ini tidaklah 
setara, sehingga arus ataslah yang selalu menang. Pernyataan senada 
dikemukakan oleh Agus Purbathin Hadi (2005) bahwa : 
”Perencanaan pembangunan juga dapat dilakukan dengan 
gabungan dari top-down dan bottom up. Model perencanaan 
gabungan top down dan bottom up secara konsepsual telah 
mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin, dan 
mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat (bottom up 
planing) dengan perencanaan Dinas atau Instansi sektoral (top 
down planning). (http://suniscome.50webs.com) 
 
Sejalan dengan perkembangan demokrasi saat ini, perencanaan 
pembangunan di Indonesia lebih banyak didominasi oleh model 
perencanaan dengan pendekatan bottom up dan gabungan antara top down 
dan bottom up. Hal ini dimungkinkan dengan semakin terbukanya akses 
masyarakat untuk berpartisispasi dalam sektor pembangunan. Melalui 
kedua pendekatan tersebut partisipasi masyarakat dalam proses 
pembanguanan memegang peranan penting. Menurut Diana Conyers 
(1991:154) partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan 
pembanguanan pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan 
individu, kelompok serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka 
sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi 
kebutuhan mereka. Dengan demikian, perencanaan partisipatif dalam 
proses pembangunan akan turut menentukan keberhasilan pembangunan 
tersebut. 
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Perencanaan partisipatif menurut Alexander Abe (2002:81) adalah 
perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan 
dalam prosesnya melibatkan rakyat baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Tiga alasan utama partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang 
sangat penting dalam pembangunan, menurut Diana Conyers (1991:154-
155) yaitu : 
1) Partisipasi masyarakat merupakan suatau alat guna 
memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap 
masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program 
pembanguanan serta poyek-proyek akan gagal. 
2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan 
dan perencanaannya, karena akan mengetahui seluk beluk 
proyek dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 
tersebut. 
3) Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena 
timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila 
masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka 
sendiri. 
 
Perencanaan partisipatif menjadi sangat penting dalam pelaksanaan 
pembangunan yang berbasis komunitas (community development). 
Pembangunan berbasis komunitas atau berbasis masyarakat masyarakat 
bertujuan untuk menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya.  Dalam 
pembangunan berbasis komunitas, masyarakat diharapkan akan menjadi 
pelaku utama dalam pembangunan. Pembangunan berbasis masyarakat 
(community development) menurut PBB (dalam Diana Conyers, 1991:175) 
diartikan sebagai metode atau pendekatan yang menekankan adanya 
partisipasi umum dan keterlibatan langsung penduduk dalam proses 
pembangunan. Hal tersebut senada dengan pernyataan David C. Korten 
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dan George Carner (1988:261) yang mengemukakan bahwa pembangunan 
berbasis rakyat adalah suatu pendekatan pembangunan yang memandang 
inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama 
dan memandang ksejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan 
yang ingin dicapai oleh proses pembangunan.    
Pembangunan masyarakat melibatkan berbagai jenis kegiatan yang 
dibuat guna menaikkan standar hidup serta mengembangkan taraf hidup 
pada suatu masyarakat. Pemilihan bentuk kegiatan dan cara pelaksanaan 
kegiatan tersebut merefleksikan metode pendekatan tertentu ke arah 
pembangunan yang secara implisit sudah ada dalam konsep pembangunan 
masyarakat sendiri. Diana Conyers (1991: 176-177) mengemukakan 
bahwa terdapat tiga komponen pendekatan dalam pembangunan 
masyarakat yaitu: 
1) Adanya penekanan yang diarahkan pada fungsi kemandirian, 
termasuk sumber-sumber dan tenaga setempat serta 
kemampuan organisasi dan manajemen lokal. 
2) Penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan  
3) Keyakinan umum mangenai situasi dan arah perubahan sosial 
serta masalah-masalah yang ditimbulkannya. 
 
Pada umumnya pembangunan berbasis komunitas juga akan 
melibatkan beberapa input luar yang masuk dalam suatu komunitas. Input 
semacam itu dapat berasal dari lembaga pemerintah, komunitas lokal dan 
pengguna sumber daya, lembaga non-pemerintah dan kelompok 
kepentingan lain. Dalam proses inilah diperlukan suatu kolaborasi yang 
baik guna mendukung berjalannya suatu program. Pengertian kolaborasi 
menurut ecopedia adalah:  
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“bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang 
terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat 
secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan 
manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah 
tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, 
saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis 
masyarakat.” (http://ecopedia.wordpress.com/) 
 
Lebih lanjut Diana Conyers (1991: 179-180) menyatakan bahwa 
program-program dalam pembangunan berbasis komunitas 
diklasifikasikan dalam dua tipe  yaitu: 
1) Tipe pertama, adalah jenis program pembangunan masyarakat 
yang dikoordinasi oleh suatu departemen dan kementerian 
pemerintah yang khusus bertanggung jawab atas masalah 
pembangunan masyarakat. 
2) Tipe kedua, adalah kegiatan pembanguan masyarakat 
melibatkan proyek khusus khusus yang hanya mencakup suatu 
daerah yang sangat terbatas. 
 
Berdasar paparan diatas dapat dipahami bahwa pembangunan 
berbasis komunitas merupakan pendekatan yang menekankan pada 
keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan. 
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan berbasis komunitas sangat terkait 
dengan aspek perencanaan partisipatif yang menekankan keterlibatan 
masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan karena 
masyarakat merupakan subyek sekaligus objek dari pembangunan itu 
sendiri. Salah satu perwujudan pelaksanaan pembanguan di Indonesia saat 
ini yang menggunakan pendekatan gabungan yaitu top-down dan bottom 
up  adalah Program Pengembangan Lingkungan Pemukiman Berbasis 
Komunitas. 
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3. Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas 
(PPLPBK) 
Pengertian tentang Program PLPBK atau Neighbourhood 
Development (ND) menurut Pedoman Pelaksanaan PLPBK tahun 2010  
adalah proses membangun dan mengembangkan tatanan sosial, budaya, 
ekonomi dan lingkungan dengan dilandasi oleh visi yang dibangun secara 
bersama-sama oleh rakyat.  Program PLPBK merupakan program rintisan 
baru yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2008.  
Pada tahap transformasi, proses pengembangan dimulai dari 
pelaksanaan P2KP atau PNPM Mandiri yang dimulai sejak tahun 1999. 
Pada tahap pelaksanaan P2KP dilaksanakan pendampingan awal yang 
berorientasi untuk membangun kondisi masyarakat berdaya. Pada tahap 
berikutnya dilakukan program PAKET dan Chanelling program (program 
kemitraan dengan berbagai pihak) untuk membangun transformasi menuju 
masyarakat mandiri. Selanjutnya transformasi dari masyarakat mandiri 
menuju masyarakat madani yang dilakukan melalui program PLPBK. 
Diharapkan dengan program PLPBK masyarakat dapat belajar mengelola 
pembangunan permukiman di wilayahnya masing-masing. Berikut bagan 
proses transformasi sosial masyarakat : 
 
Gambar 1 : Transformasi Kondisi Sosial  Masyarakat 
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Sumber :  Buku Pedoman Pelaksanaan, 2010: 3   
Pengertian Program PLPBK tidak hanya sebatas pembangunan 
fisik, tetapi tercipta kegiatan masyarakat yang berencana dan membangun 
tatanan kehidupan warganya berdasarkan visi masa depan yang dibangun 
bersama. Dengan demikian lingkungan fisik yang sehat, tertib, selaras dan 
lestari merupakan wujud dari budaya maju masyarakatnya. Tujuan dari 
Program PLPBK yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan PLPBK 
secara umum adalah untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat 
yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, selaras, 
berjatidiri dan lestari. Sedangkan secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah 
mewujudkan: 
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a. Masyarakat yang sadar pentingnya tinggal di permukiman yang tertata 
selaras dengan lingkungan yang lebih luas dan tanggap bencana. 
b. Masyarakat yang berbudaya sehat, bersih, dan tertib pembangunan. 
c. Masyarakat yang mampu secara kreatif dan inovatif melakukan 
perencanaan, dan pengelolaan pembangunan lingkungan permukiman 
mereka. 
d. Tata kelembagaan kelurahan yang efektif dan efisien dalam 
menerapkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). 
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program PLPBK yang 
ingin dicapai di suatu kelurahan atau desa adalah : 
a. Rencana pengembangan permukiman (RPP) kelurahan yang 
didalamnya mencakup rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) 
kawasan prioritas yang disusun secara partisipatif oleh masyarakat 
bersama pemerintah. 
b. Aturan tertulis tentang pembangunan atau pengelolaan permukiman 
yang tanggap bencana yang disepakati masyarakat bersama pemerintah 
sebagai komitmen bersama; 
c. Kelembagaan pembangunan atau unit pengelola pembangunan SEL 
(sosial, ekonomi dan lingkungan) yang andal dan mampu berperan 
sebagai pusat pelayanan masyarakat (community services) dalam 
memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. 
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d. Terwujudnya atau terlaksananya pembangunan fisik kawasan prioritas 
yang dilakukan oleh masyarakat dengan bimbingan pemerintah dan 
dukungan berbagai pihak dengan berbagai sumber daya 
Sasaran kelompok dan sasaran lokasi penerima Program PLPBK 
berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan, yaitu:  
1. Sasaran Lokasi 
a. Kota atau Kabupaten yang akan menjadi lokasi Program adalah 
Kota atau Kabupaten yang telah melaksanakan program PAKET 
atau Program Replikasi dan atau Channeling Program dengan baik 
dan benar. 
b. Kelurahan yang dapat diusulkan untuk menjadi lokasi sasaran 
Program adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) Memiliki BKM yang memenuhi kualifikasi BKM Berdaya 
menuju mandiri atau BKM Mandiri. 
2) Diutamakan telah melaksanakan kegiatan dengan program 
PAKET dan atau Channeling Program dan atau Kemitraan 
dengan pihak lain dengan baik dan benar. 
2. Sasaran Kelompok 
a. Masyarakat atau BKM: Masyarakat desa atau kelurahan utamanya 
kelompok miskin dengan BKM yang memenuhi kriteria berdaya 
menuju mandiri atau mandiri. 
b. Pemerintah daerah: Perangkat pemerintahan dari tingkat kota atau 
kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, khususnya yang terkait 
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dengan penataan ruang, pembangunan permukiman, penataan 
bangunan dan lingkungan, pertanahan serta mitigasi bencana 
bersama masyarakat. 
c. Para Pihak terkait lainnya: Pihak terkait (pemangku kepentingan) 
di luar kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan perangkat 
pemerintahan seperti: sektor swasta, perbankan, LSM, perguruan 
tinggi, asosiasi profesi dan usaha sejenis, dan lain-lain. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Program PLPBK atau Neighbourhood Development (ND) adalah 
kegiatan pengembangan lingkungan permukiman berbasis komunitas, dimana 
masyarakat berencana dan membangun tatanan kehidupan warganya 
berdasarkan visi masa depan yang dibangun bersama. Program PLPBK 
dilaksanakan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan serta penghidupan 
masyarakat, khususnya peningkatan kualitas lingkungan permukiman. 
Kegiatan PLPBK melibatkan partisipasi dari masyarakat untuk mengelola 
sendiri perkembangan pembangunan di wilayahnya. Manfaat dari penerapan 
pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kesadaran serta rasa tanggung 
jawab dari masyarakat terhadap pembangunan.  
Mengacu pada pentingnya manajemen dalam pelaksanaan suatu 
program, maka dalam pelaksanaan PLPBK pun tidak lepas dari penerapan 
tindakan-tindakan manajemen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan 
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kegiatan demi tercapainya tujuan. Tindakan-tindakan utama dalam manajemen 
tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai 
dengan pengawasan. Dalam upaya pencapaian tujuan, tidak lepas dari 
hambatan-hambatan yang harus dialalui demi terlaksananya suatu program. 
Hal inilah yang menjadi kerangka pemikiran penulis dalam pelaksanaan 
penelitian mengenai program PLPBK. Secara lebih detail digambarkan dalam 
skema sebagai berikut : 

























 METODE PENELITIAN DAN DESKRIPSI LOKASI 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Menurut M. Burhan Bungin (2008: 68) penelitian deskriptif kualitatif 
adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 
berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial 
yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Tahap berikutnya 
berupaya menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 
model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 
tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif bersifat mendalam dan ”menusuk” 
sasaran penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah Desa Jendi Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri. Alasan dipilihnya lokasi penelitian adalah : 
a. Desa Jendi merupakan satu dari 18 desa di seluruh Indonesia yang 
terpilih sebagai lokasi uji coba PLPBK periode pertama. 
b. Sebagai suatu program rintisan baru, ingin diketahui pelaksanaan 
manajemen program di desa terpilih tersebut.  
c. Memungkinkan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan sesuai 
dengan permasalahan yang diteliti. 
32 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data mengenai manajemen program PLPBK di 
desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, data yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. 
a. Observasi 
Observasi dilakukan untuk mengumpulkan bahan keterangan 
tentang kenyataan yang berhubungan dengan Manajemen Program 
Pengembanga Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa 
Jendi Kecamatan Selogori Kabupaten Wonogiri. Teknik observasi 
digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa 
peristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar (H. B. 
Sutopo, 2002: 64). Observasi dilakukan dengan mengamati dan 
mengikuti beberapa kegiatan yang berkaitan dengan program PLPBK 
antara lain kegiatan sosialisasi warga di kelurahan, pertemuan Tim 
PLPBK dengan PKK kelurahan, dan sebagainya.  
b. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan yang sistematis dan 
terorganisasi yang dilakukan antara peneliti sebagai pewawancara 
(interviewer) dengan sejumlah orang sebagai responden yang 
diwawancarai, untuk mendapatkan sejumlah informasi yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti (Ulber Silalahi, 2009: 312). 
Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.  
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Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu dan kondisi yang dianggap 
tepat, guna mendapatkan kejelasan yang berkaitan dengan Manajemen 
Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis 
Komunitas di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri. 
c. Studi Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 
menelusuri data historis (M. Burhan Bungin, 2008: 122). Studi 
dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dan mengolah data dari 
dokumen dan literatur sebagai pelengkap informasi yang diteliti. 
Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan memepelajari dokumen-
dokumen yang terkait dengan Manajemen Program Pengembangan 
Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Desa Jendi 
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, antara lain: 
a) Pedoman Pelaksanaan PLPBK 
b) Pedoman Teknik PLPBK 
c) Arsip-arsip lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
4. Sumber Data 
Sumber data sangatlah penting alam penelitian ini sehingga data-
data yang dibutuhkan akan diperoleh dengan cepat dan mudah. Untuk itu 
penliti menggunakan sumber data sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara 
peneliti dengan informan atau narasumber terpilih. Informan atau 
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narasumber yang dimaksud adalah pelaku program PLPBK Desa Jendi 
Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari kolaborasi 
berbagai elemen antara lain pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, 
pemerintah desa, BKM dan jajarannya, konsultan, kelompok peduli 
dan masyarakat. Selain itu data primer juga diperoleh dari observasi 
atau pengamatan terhadap peristiwa (aktivitas) dan kegiatan yang 
berhubungan dengan manajemen program PLPBK khususnya di BKM 
Ngudi Mulyo. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 
langsung melalui telaah atau studi dokumen, laporan, peraturan 
perundang-undangan, serta melalui media internet yang berkaitan 
dengan program PLPBK Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten 
Wonogiri. Pada penelitian ini juga menggunakan data dari arsip dan 
dokumen resmi mengenai manajemen di BKM Ngudi Mulyo dalam 
melaksanakan program PLPBK. 
5. Teknik Pemilihan informan 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Informan menurut (Burhan Bungin, 
2003:89) adalah subyek penelitian yang mana dari mereka data penelitian 
dapat diperoleh. Dalam purposive sampling menurut (Ulber Silalahi, 2009: 
273), peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian atas karakteristik 
anggota sampel yang dari sampel tersebut diperoleh data yang sesuai 
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dengan yang dimaksud oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memilih 
para pelaku PLPBK yang terdiri dari masyarakat, konsultan atau 
fasilitataor, Tim Inti PLPBK dan BKM serta jajarannya sebagai informan 
karena dianggap benar-benar memahami mengenai Program PLPBK. 
6. Validitas Data 
Untuk menguji ketepatan dan keabsahan data penulis 
menggunakan teknik pengujian triangulasi data. Triangulasi data 
mengarahkan peneliti agar dalam mengumpulkan data, menggunakan 
beragam sumber data yang berbeda. Dengan demikian data yang diperoleh 
dari sumber yang satu, bisa lebih teruji kebenarannya bilamana 
dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang 
berbeda. 
Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
triangulasi sumber Teknik pengujian triangulasi sumber memanfaatkan 
jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis 
(H.B. Sutopo, 2002: 79). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan 
dengan menggali data sejenis dan informasi lebih lanjut dari sumber lain 
yaitu masyrakat sebagai penerima manfaat program dan konsultas 
program. Konfirmasi dari berbagai sumber tersebut dilakukan untuk 





7. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 
kualitatif. Analisis data dalam riset kualitatif kebanyakan dilakukan di 
lapangan pada waktu pengumpulan data. Menurut Mattew B. Millis dan A. 
Michael Huberman (1992:16-20), terdapat 3 komponen pokok tahapan 
analisis data, yaitu : 
a. Reduksi Data: merupakan proses pemilihan, pemfokusan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan dan transformasi data 
“kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Ringkasan atau 
uraian singkat, menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas. 
b. Penyajian Data : sekumpulan informasi-informasi tersusun yang 
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
tindakan. 
c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi : mencari arti benda-benda 
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 
yang mungkin, alur sebab akibat dan preposisi. 
Mengacu pada tiga tahapan analisis diatas, dalam penelitian ini 
diawali dengan proses reduksi data dimana peneliti pengumpulan data-data 
dan informasi di lapangan kemudian meringkas, mengklasifikasikan, 
memfokuskan, membuang yang tidak perlu, serta mengarahkan data. 
Selanjutnya data tersebut dikumpulkan dan disusun dalam penyajian data 
yang digunakan untuk membuat kesimpulan terhadap fenomena yang ada. 
Kesimpulan sementara yang dihasilkan kemudian diperinci untuk 
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mendapatkan kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir kemudian diverifikasi 
dengan mengadakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau 
menguji kembali kebenaran dan kecocokannya, sehingga hasil akhir 
kesimpulan menjadi valid. 
 
B. Deskripsi Lokasi 
1. Gambaran Umum Desa Jendi 
Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa 
Tengah, memiliki Sembilan (9) dusun yang terdiri dari Dusun Jetak, 
Dusun Kadipaten, Dusun Bendungan, Dusun Nglenggong, Dusun Bulu, 
Dusun Geran, Dusun Ceperan, Dusun Tenongan, Dusun dan Dusun Ngelo. 
Desa ini terletak di bagian barat kecamatan Selogiri, yang berjarak 8 Km 
kearah utara dari pusat Kota Wonogiri, memiliki dataran dan pegunungan 
yang memiliki luas wilayah 508.1270 ha dengan ketinggian 250 m di atas 
permukaan laut beriklim tropis  
Jumlah Penduduk Desa Jendi sebesar 7778 yang terdiri 3509 pria 
dan 4269 wanita. Sedangkan jumlah penduduk dewasa sebanyak 6139 
yang terdiri dari 3648 pria dan 2491 wanita. Pekerjaan dan Mata 
pencaharian utama penduduk adalah petani, pedagang, penambang emas, 
industri kecil, buruh dan pegawai negeri sipil Jumlah penduduk miskin di 




a. Letak Geografis dan Administrasi 
Kawasan desa Jendi terletak di sebelah Utara sekitar 5 Km 
dari pusat kota Wonogiri dan tepatnya di daerah Kecamatan Selogiri, 
dan berada pada jalan penghubung antara kota Sukoharjo dengan kota 
Wonogiri,  secara ekologis wilayah desa Jendi sebagian besar 
merupakan daerah pertanian, dimana secara keseluruhan luas kawasan 
desa Jendi sekitar 508,1270  Ha,  menurut data yang terdapat di desa 
Jendi tahun 2007  pemanfaatan lahan kering diantaranya adalah 
bangunan dan pekarangan 133,8225 Ha, Sawah 124,7304 Ha, lahan 
kosong 2,5152 Ha, selain itu Hutan rakyat sekitar ±50 Ha. 
Secara Administratif kawasan desa Jendi ini terdiri dari 9 
dusun dengan 32 RT, untuk tiap-tiap RT rata-rata penduduk ada sekitar 
50-60 KK, kemudian desa Jendi ini berbatasan dengan desa-desa di 
sekitarnya, berikut ini adalah desa-desa yang berbatasan dengan desa 
Jendi : 
Sebelah Timur  : Desa Singodutan 
Sebelah Barat : Desa Kepatihan 
Sebelah Selatan  : Desa Keloran 

























 Ganbar 4  :  Peta Desa Jendi Tahun 2007 
Sumber :Pemdes Jendi 
 
b. Kondisi Fisik Lingkungan 
Kondisi fisik secara umum di wilayah desa Jendi dalam 
pembahasan berikut meliputi topografi dan kemiringan lahan, 
hidrologi, curah hujan, geomorfologi dan jenis tanah, potensi 
sumberdaya mineral, selain itu juga kerawanan bencana. 
1) Kondisi Topografi dan Kemiringan Lahan 
Secara umum wilayah desa Jendi merupakan daerah yang 
landai, berbukit, dan memiliki karakteristik daerah pertanian 
sehingga dalam pengembangan daerah berupa Rencana Tata 
Bangunan dan Lingkungan berbasis komunitas dan Mitigasi 
Bencana sangat erat sekali dengan berbagai kajian mengenai 
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kondisi kawasan setempat. Menurut data statistik yang ada di 
Pemerintahan desa Jendi ketinggian kawasan desa berada sekitar 
±250 m diatas permukaan air laut. 
Pada kondisi kemiringan lahan di kawasan desa Jendi 
pada umumnya memiliki kemiringan <15% (relatif datar), tetapi 
ada beberapa daerah yang memiliki kemiringan tanah sekitar >30% 
(perbukitan). Kondisi perbukitan sekitar 30% dari luas total desa 
sehingga membutuhkan beberapa penanganan dan kajian khusus 
mengenai dampak longsoran tanah. Dengan mengetahui berbagai 
dampak yang terjadi didalamnya akan mengetahui sejauh mana 
pengembangan permukiman dimasa yang akan datang. 
2) Kondisi Hidrologi 
Kondisi Hidrologi suatu kawasan sangat ditentukan oleh 
kondisi geologi dan iklim, termasuk banyaknya curah hujan yang 
terjadi dalam suatu wilayah. Kondisi hidrologi memiliki peran 
penting dalam kaitanya dengan pengembangan suatu wilayah, 
khususnya dalam penentuan kebutuhan dan kapasitas air tersedia 
dalam suatu wilayah. 
Kawasan desa Jendi merupakan salah satu daerah 
pertanian, sehingga memiliki potensi yang besar dalam 
pengembangan kawasan kearah agrobisnis atau agropolitan dimana 
suatu daerah menjadi pusat dari kegiatan pertanian di suatu 
kawasan. Dari sini diperlukan suatu pengembangan untuk 
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menunjang pertanian selain itu juga diperhatikan juga mengenai 
kondisi hidrologi penunjang kawasan perumahan dan permukiman. 
Kawasan desa Jendi memiliki profil sungai sebagai 
potensi dalam pengairan di pertanian penduduk, selain itu juga 
dipergunakan sebagai sumber air bersih penunjang perumahan dan 
permukiman desa. Akan tetapi dalam perkembangannya desa Jendi 
belum memiliki sistem persampahan yang layak sehingga banyak 
warga yang membuang sampah ke daerah aliran sungai. Apabila 
dibiarkan begitusaja akan berpotensi pada kondisi lingkungan. 
3) Kondisi Penggunaan Lahan 
Kawasan desa Jendi memiliki luas lahan ±508 Ha, 
diketahui bahwa pemanfatan lahan sebagian besar adalah untuk 
pertanian, sedangkan pemanfaatan yang lain berupa bangunan, 
pekarangan, tegalan dan lainya. 
Tabel 2 :  Jenis Penggunaan Lahan desa Jendi Tahun 2009 










2. Persawahan 225,745 





Termasuk hutan rakyat seluas 
± 50 Ha 







4. Pemakaman 1,0275 
tidak 
produktif 
Hak guna Pemerintah 
desa 
5. Perkantoran 0,2980 
tidak 
produktif 
Hak guna Pemerintah 
desa 
6. Prasarana Umum lain 16,0973 
tidak 
produktif 
Hak guna Pemerintah 
desa 
Luas kesluruhan 508,1278    
Sumber : Data Pemdes Desa Jendi 2009 
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Tabel 3  :  Penggunaan lahan menurut irigasi 
No Jenis Tanah Sawah Luas (Ha) 
1. Sawah irigasi teknis 40 
2. Sawah irigasi hujan 185,7495 
Luas Keseluruhan 225,7495 
Sumber: Data Desa Jendi 2009  
Tabel 4  :  Luas Tanah Kering desa Jendi 
No. Jenis Tanah Kering Luas (Ha) 
1. Ladang 1,4160 
2. Pekarangan dan bangunan 142,3902 
Luas Keseluruhan 143,8062 
Sumber : Data Desa Jendi 2009 
 
4) Klimatologi 
Kondisi kawasan desa Jendi dipengaruhi oleh dua musim, 
yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan merata 
berkisar 0,6 – 12,3 mm selama musim kemarau dan 50,0 – 350 mm 
selama musim hujan. Rata-rata hujan pertahun adalah 2500 mm, 
kemudian iklim di desa Jendi merupakan iklim Ekuatorial dan 
memiliki suhu rata-rata perbulan sekitar 25 ‘C. 
5) Vegetasi 
Kondisi vegetasi yang ada di daerah desa Jendi 
merupakan areal pertanian maupun areal perkebunan, karena 
daerah di desa tersebut merupakan areal yang cocok Jendi sudah 




2. Gambaran Umum Kondisi Non Fisik Permukiman 
Kondisi non fisik secara umum di wilayah desa Jendi dalam 
pembahasan berikut meliputi kondisi latar belakang sosial, budaya dan 
ekonomi daerah kawasan desa Jendi. 
a. Asal Usul 
Penduduk dari desa Jendi sebagian besar telah turun menurun 
mendiami rumah sebagai tempat tinggal, tetapi pada beberapa tempat 
di lain dusun telah mengalami banyak perubahan dikarenakan 
banyaknya pendatang, para pendatang ini biasanya tinggal dan 
menetap di desa Jendi karena hubungan kekeluargaan dengan 
penduduk setempat maupun karena ingin bertempat tinggal di daerah 
Jendi karena dekat dengan pekerjaannya. 
Yang di maksudkan dengan penduduk asli disini adalah 
penduduk yang sejak lahir telah tinggal dalam desa tersebut sejak 
kawasan desa ini mulai adanya pertumbuhan, dan secara turun temurun 
mendiami lahan yang ada, dimana alasan mereka tinggal adalah karena 
mereka telah tinggal selama ini sejak daerah ini mulai terdapat 
pertumbuhan, rumah warisan, ikatan kekeluargaan, letak strategis dan 
aksesbilitas dan juga sebagai tempat untuk mencari makan. 
Yang dimaksud dengan pendatang adalah penduduk yang 
dari luar daerah dan berangsur-angsur datang dan mendiami rumah 
tinggal mereka yang baru, dimana alasan mereka merasa betah tinggal 
di tempat yang baru selain itu juga karena di akibatkan kedekatan 
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keluarga dengan penduduk asli, adapula dikarenakan karena kedekatan 
dengan lokasi pekerjaan. 
b. Jumlah Penduduk 
Komposisi penduduk berdasarkan monografi di desa Jendi 
Kec. Selogiri dapat dilihat melalui tabel di bawah, dengan jumlah 9 
Dusun dengan rata-rata tiap RT terdiri dari 100 KK, berikut ini tabel 
komposisi penduduk menurut umur : 
Tabel 5 : Jumlah penduduk Tahun desa Jendi tahun 2005-2009 
Tahun Laki-laki Perempuan Total 
2005 3532 3403 6932 
2007 3577 3433 7010 
2009 3611 3461 7872 
Sumber : data desa dan data PS-2009 
Pertumbuhan jumlah penduduk desa Jendi dalam kurun 
waktu 2 (dua) tahun mulai tahun 2005-2009 tidak mengalami 
pertumbuhan yang cukup signifikan. Nilai pertumbuhan penduduk 
hanya sekitar 1% dari keseluruhan jumlah penduduk. (Sumber: 
Proposal ND Desa Jendi) 




Laki-laki Perempuan Jumlah 
0-19 815 826 1641 
20-49 1886 1760 3648 
>49 808 1683 2491 
Sumber : data desa Jendi dan data PS-2009 
 
c. Mata Pencahariaan 
 92 
Gambaran pola kehidupan suatu kelompok masyarakat desa 
dapat dilihat dari jenis-jenis mata pencahariaanya, pada umumnya 
penduduk desa Jendi ini memiliki mata pencahariaan sebagai petani 
dan buruh tani karena memang kondisi geografis yang memungkinkan 
untuk bercocok tanam ataupun pertanian. 
Kondisi sosial, budaya dan ekonomi suatu daerah ini sangat 
bergantung pada pola mata pencaharian karena pertumbuhan suatu 
kawasan tidak lepas dari penduduk itu sendiri, dimana semakin kuat 
tingkat sosial dan ekonomi suatu kawasan akan mengakibatkan 
tingginya tingkat peradaban suatu kawasan.  
Sedangkan mata pencahariaan yang lain meliputi, buruh 
bangunan, pensiunan, ABRI, swasta, pedagang, PNS, dan guru, 
adapun data tentang mata pencahariaan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 7 :  Komposisi Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa Jendi 












§ Petani Pemilik 
§ Buruh Tani 
§ Pedagang/Pengusaha 
§ Buruh Bangunan / 
Pertukangan 
§ Migran / Kerja Luar Daerah 

















Jumlah Total 485 
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Sumber Monografi Pemdes Jendi Tahun 2007 
Pada tabel diatas diatas dapat terlihat bahwa ketergantungan 
perekonomian di kawasan Desa Jendi pada kondisi alam di 
wilayahnya, kondisi wilayah yang merupakan wilayah pertanian ini 
berkembang dengan baik karena musim di daerah kabupaten Wonogiri 
yang cenderung menguntungkan untuk bercocok tanam, selain itu juga 
didukung oleh sistem pengairan yang baik dan ditunjang oleh waduk 
gajah mungkur, dalam setahun biasanya penduduk desa Jendi ini 
melakukan kegiatan memanen padi sekitar 3 kali, sedang sisanya untuk 
dipergunakan sebagai tanaman palawija. 
d. Aktifitas Penduduk 
Kondisi alam pada suatu kawasan akan mempengaruhi 
struktur permukiman dan aktifitas masyarakat yang ada dan tumbuh di 
kawasan tersebut, kawasan daerah penelitian di desa Jendi ini 
merupakan daerah pertanian dengan tanah yang subur dan memiliki 
pasir gunung merapi yang sangat cocok untuk pertanian, sebagian 
besar sumber pendapatan dari warga setempat adalah bercocok tanam 
baik itu tanaman padi dan palawija. Selain sebagai petani maupun 
buruh tani banyak diantara penduduk di desa Jendi juga mempunyai 
profesi sebagai buruh bangunan atau tukang. 
Adapun ciri khas aktifitas warga desa Jendi adalah sebagai 
berikut : 
1) Penduduk sebagian besar berprofesi sebagai petani, buruh tani, 
buruh bangunan maupun tukang, kemudian ada juga yang 
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berprofesi sebagai pedagang dan industri kecil yaitu tahu, tempe, 
rambak, makanan kecil dan anyaman dari bambu. 
2) Ketrampilan dan kebiasaan yang melekat di masyarakat desa Jendi 
ini berkaitan dengan pertanian, pertambangan dan pertukangan. 
3) Pola kekerabatan didalam kawasan daerah penelitian ini terdapat 
kelompok-kelompok hunian yang dipengaruhi oleh ikatan 
kedaerahan, ikatan mata pencahariaan, ikatan agama, ikatan 
kondisi, kemudian pola kepemimpinan. 
Untuk kegiatan yang bersifat sosial diadakan rutin tiap 
bulanya mengadakan pertemuan-pertemuan antara warga desa dalam 
satu kelurahan membicarakan mengenai kelangsungan hidup mereka, 
perkembangan desa mereka, kemudian permasalahan-permasalahan 
yang ada di desa mereka. Selain itu diadakan juga kegiatan gotong 
royong rutin tiap minggunya secara bergantian menurut dusun yang 
ada untuk mengadakan kegiatan bersih-bersih desa. 
Untuk kegiatan sosial yang sifatnya non formal dilakukan 
antar warga masyarakat setiap harinya ketika berbincang dengan 
tetangganya sehari-hari, kemudian pada saat melakukan aktifitas 
pekerjaan maupun acara keagaman. 
Selain itu juga ada bermacam kegiatan sosial yang lainya 
seperti pertemuan antar warga yang peduli terhadap permasalahan 
kemiskinan dan perkembangan perkotaan melalui kegiatan PNPM-
P2KP (Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program 
 95 
Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan) disini membahas 
permasalahan-permasalahan seputar kemiskinan yang ada di daerah 
Jendi beserta program-program sebagai penanggulanganya. Dan dari 
program PNPM-P2KP inilah transfer ilmu yang berkaitan dengan cara-
cara berkehidupan yang layak juga di berikan, kemudian arahan untuk 
penataan daerah mitigasi bencana. 
3. Gambaran Umum Kondisi Fisik Permukiman 
a. Kondisi Fisik Dasar Permukiman 
Pada kawasan desa Jendi secara umum untuk kondisi 
perumahan dan permukiman yang ada dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 
macam, yaitu kondisi rumah permanen, kondisi rumah semi permanen, 
maupun kondisi rumah tidak permanen (rumah tradisional yang terbuat 
dari papan maupun bambu). Berikut ini adalah tabel kondisi tempat 
tinggal desa Jendi: 
Tabel 8 : Kondisi Tempat tinggal Desa Jendi 







§ Semi Permanen 
§ Tidak Permanen 
§ Lantai Keramik 






Sumber Monografi Pemdes Jendi Tahun 2007 
 
Berikut ini adalah identifikasi secara umum kondisi fisik 
dasar perumahan dan permukiman di desa Jendi : 
1) Luas Pekarangan dan Fungsi Pekarangan 
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Pada pekarangan rumah yang terdapat di desa Jendi pada 
umumnya memiliki luas pekarangan yang cukup lebar dan luas 
berkisar 30-80% dari luas kepemilikan lahannya.  
Sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan tambahan 
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, misalnya sebagai kandang 
ternak maupun sebagai tempat penjemuran hasil panen maupun 
tempat parkir untuk distribusi hasil panennya. 
2) Luas Bangunan dan Kondisi Bangunan 
Pada umumnya luas bangunan rumah penduduk yang ada 
di desa Jendi relatif sama sekitar kurang dari 200m², sedangkan 
untuk penduduk yang sosial ekonominya lebih tinggi memiliki luas 
bangunan yang lebih besar dari 200m² dan ini juga sebagai  salah 
satu indikator kondisi status sosial di masyarakat.  
Pada kawasan desa Jendi kondisi bangunan pada umunya 
tradisional joglo dan memiliki konsep cluster village dimana 
tempat tinggal berkelompok dan sekelilingnya adalah sumber 
penghidupan kesehariannya berupa lahan pertanian. Umumnya 
pemahaman mengenai permukiman yang manusiawi belum dapat 
di terapkan di lingkungan permukiman desa Jendi, karena memang 
budaya warga setempat yang pada umumnya belum meperhatikan 
lingkungan permukimannya. dapat dilihat lebih dalam lagi 
mengenai kelayakan kondisi bangunan di desa Jendi yang rata-rata 
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belum terdapat sarana dan prasarana dasar permukiman, seperti 
jamban keluarga maupun pengelolaan sampah terpadu. 
3) Struktur Bangunan 
Kawasan desa Jendi pada umunya belum memperhatikan 
struktur bangunan yang baik ataupun layak pada daerah yang 
berbasis mitigasi bencana, artinya pada kondisi gempa bumi 
diperkirakan belum mampu untuk menyelamatkan warganya dalam 
menghadapi bencana gempa bumi dimasa yang akan datang karena 
mengingat daerah kab wonogiri merupakan daerah yang rawan 
bencana gempa bumi. 
Perlu disadari juga kurangnya tranformasi ilmu 
pengetahuan berkaitan dengan tata bangunan dan tata ruang dari 
pemerintah kepada masyarakat khususnya desa Jendi, jadi 
diharapkan nantinya pengembangan Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan mengarah kepada penyadaran kritis mengenai struktur 
ataupun yang berkaitan dengan pemahaman permukiman yang 
layak dan manusiawi. 
b. Kondisi Elemen Pembentuk Tata Ruang dan Tata Bangunan 
Terbentuknya tata ruang di lingkungan kawasan desa Jendi 
merupakan wadah fungsional yang dilandasi oleh aktifitas penghuni 
serta pengaruh setting yang baik yang bersifat fisik maupun non fisik. 
Tata ruang lingkungan yang ada di desa tersebut ada yang terbentuk 
secara terencana maupun tidak terencana, lingkungan permukiman 
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menggunakan pola permukiman dimana masyarakatnya hidup dan 
tinggal secara bergerombol membentuk suatu kelompok dan terpusat 
(The Cluster Village) kemudian tempat aktifitas kesehariannya. 
Identifikasi elemen-elemen pembentuk tata ruang pada lingkungan 
permukiman di daerah desa Jendi adalah sebagai berikut : 
1) Tata Guna Lahan 
Pemanfaatan lahan berdasarkan identifikasi dan 
pengamatan pada daerah lingkungan permukiman desa Jendi, 
sebagian besar dipergunakan sebagai lahan pertanian, permukiman, 
penunjang ekonomi seperti penyemaian padi dan kandang ternak 
selebihnya merupakan daerah atau kawasan yang belum 
dimanfaatkan secara optimal. 
Belum adanya penataan tata guna lahan yang baik, 
sehingga kedepan memiliki potensi yang mengakibatkan 
kerusakan. Dimana sekarang banyak lahan yang seharusnya 
produktif terbengkalai begitu saja, kemudian daerah yang 
merupakan konservasi digunakan untuk daerah pertambangan emas 
yang limbahnya belum maksimal untuk pengolahan limbah 
merkurinya sehingga menyebabkan pencemaran dan menggangu 
ekosistem yang ada di daerah jendi tersebut. 
Pengelolaan tata guna lahan yang optimal dan dengan 
perencanaan yang matang melalui Rencana Tata bangunan dan 
lingkungan (RTBL) diharapkan kedepan bisa memberikan suatu 
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penataan yang memberikan harapan dan jaminan untuk 
mendapatkan kemakmuran bagi warga di desa Jendi pada 
khususnya dan juga kawasan desa sekitarnya. 
2) Bentuk dan Masa Bangunan 
Bentuk bangunan pada lokasi desa Jendi secara umum 
hampir sama. Kesamaan ini dilihat dari bentuk joglo dan orientasi 
dari bangunan yang masih mempertahankan adat jawa yaitu arah 
hadap utara dan selatan perwujudan dari kekuatan gunung merapi 
dan pantai selatan jawa. 
Pada masa sekarang ini pola penataan bangunan yang ada 
di daerah desa Jendi masih belum mengalami perubahan dan 
mempunyai persoalan yang berdampak pada lingkungan 
permukiman karena masih luasnya lahan yang tersedia untuk 
bangunan dan pekarangan. Tetapi apabila kedepan tidak adanya 
penataan dan peraturan desa yang kuat pada masa yang akan 
datang bisa mengakibatkan pola penataan bangunan yang kurang 
manusiawi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 
Perubahan permukiman dari tidak permanen ke arah semi 
permanen, adalah salah satu bentuk perbaikan lingkungan 
permukiman dan sudah banyak dilakukan pada saat 
dilaksanakannya kegiatan PNPM-P2KP secara partisipatif. 
Walaupun masih belum dapat menyentuh secara keseluruhan 
penerima manfaat warga KK miskin. Harapanya dalam perbaikan 
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kondisi bangunan ini adalah agar masyarakat di desa Jendi 
memperhatikan lingkungan yang bersih, sehat dan tertata dengan 
baik. 
3) Pola Sirkulasi dan Jalur Pejalan Kaki 
Pada elemen pola sirkulasi sebagai salah satu aspek yang 
kuat dalam membentuk struktur lingkungan permukiman tidak 
banyak berubah, tetapi terdapat perbaikan maupun peningkatan 
kualitas dari jalan sebagai elemen sirkulasi dan transportasi di 
kawasan desa Jendi yang tadinya merupakan jalan rabat beton 
meningkat menjadi jalan yang beraspal dan yang tadinya tanah 
meningkat menjadi jalan rabat beton. 
Perubahan-perubahan peningkatan kualitas jalan tersebut 
merupakan hasil bantuan dari pemerintah melalui program PNPM-
P2KP maupun bantuan dari lembaga donor yang ikut peduli pada 
perkembangan desa Jendi, selain itu juga yang paling utama adalah 
jerih payah warga masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan 
kualitas jalan sebagai pemenuhan sarana transportasi yang baik 
melalui swadaya masyarakat. 
Tabel 9 : Kondisi Jalan dan sarana infrastruktur jalan 
Prasarana Jalan ( Km ) 




1 Jetak  3 2     2,65       1,00  
2 Kadipaten  5 2     3,60       1,00  
3 Bendungan 5 2     1,20       1,50  
4 Nglenggong  6 2     1,00       2,00  
5 Geran  3 3     4,00       1,00  
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6 Bulu  2 1     1,60       1,20  
7 Ceperan  1 4     1,80       0,50  
8 Ngelo  5 3     4,20       2,00  
9 Tenongan  6 2     3,00       2,00  
  J u m l a h 36 21 23,05 12,2 
Sumber Monografi Pemdes Jendi Tahun 2007 
Pola jaringan di kawasan Desa Jendi ini dilihat dari fungsi jalan 
dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 
a. Jaringan jalan utama 
Jaringan jalan yang berfungsi sebagai pencapaian ke hunian-
hunian dan tempat-tempat perekonomian masyarakat selain itu 
juga sebagai pencapaian ke daerah pemerintahan dan pendidikan. 
Ciri jaringan utama adalah bisa dilalui kendaraan roda dua dan 
roda empat atau lebih, terbuat dari aspal maupun rabat beton. 
b. Jaringan jalan pendukung 
Jaringan jalan pendukung ini berfungsi sebagai sirkulasi antar 
hunian maupun ke daerah areal persawahan maupun menuju 
sarana penunjang di masyarakat, adapun ciri-ciri jaringan 
pendukung adalah bisa dilalui roda dua dan roda empat kemudian 
terbuat dari rabat beton maupun hanya tanah. 
Pada kawasan permukiman Desa Jendi untuk jalur pejalan 
kaki belum disediakan khusus karena memang belum menjadikan 
perencanaan yang sangt prioritas, akan tetapi dalam perkembanganya 
perlu dipikirkan perencanaan untuk jalur pejalan kaki yang khusus. 
Bisa dengan penetapan garis sempadan bangunan, yang nantinya bisa 
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4) Ruang Terbuka 
Dalam pengamatan dan pengumpulan data dilapangan, 
ruang-ruang terbuka pada kawasan permukiman di desa Jendi 
terbentuk secara organis oleh benda-benda yang membatasinya, 
yaitu konfigurasi bangunan rumah yang berdiri diatas permukiman. 
Biasanya ruang terbuka ini dimanfaatkan sebagai sarana olah raga, 
kebun pribadi, kandang ternak, areal penjemuran hasil panen dan 
juga sebagai sarana umum seperti taman. 
Pentingnya pemanfaatan ruang terbuka di desa Jendi pada 
masa yang akan datang karena ruang terbuka bisanya bersifat 
sebagai tempat komunikasi sosial di lingkungan permukiman, 
kemudian sebagai tempat sarana ruang terbuka hijau sebagai 
pengembangan lingkungan yang sehat dan bersih. Berikut ini 
adalah data mengenai pemanfaatan ruang terbuka di kawasan desa 
Jendi. 
Tabel 10  : Ruang terbuka di kawasan desa Jendi  
Prasarana ruang terbuka publik atau hijau (RTH) 
(unit) 





Makam Taman atau 
kebun 
1 Jetak 1 1 1 5 
2 Kadipaten 2 0 1 2 
3 Bendungan 0 1 1 1 
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4 Nglenggong 1 1 3 5 
5 Geran 0 0 1 0 
6 Bulu 1 0 2 0 
7 Ceperan 1 1 1 1 
8 Ngelo 1 1 1 1 
9 Tenongan 0 0 2 0 
 J u m l a h 7 5 13 15 
Sumber : Pemdes Jendi tahun 2007  
 
5) Pendukung Aktifitas 
Kegiatan atau aktifitas yang berlangsung di wilayah Desa 
Jendi sangat erat kaitanya dengan fasilitas-fasilitas ruang-ruang 
umum dalam membentuk karakter sutu kota permukiman, adapun 
sarana-sarana yang ada sebagai aktifitas pendukung di desa Jendi 
adalah adanya sarana beribadat berupa masjid, dan mushola 
kemudian sarana kesehatan seperti puskesmas sedangkan untuk 
posyandu bersifat permanen juga ada yang temporer dan secara 
rutin tiap minggunya keliing secara bergantian di tiap-tiap RT pada 
dusun yang ada di wilayah desa Jendi. 
Sarana MCK (mandi cuci kakus), sarana pendidikian 
berupa TK (taman kanak-kanak) maupun SD (sekolah dasar), 
untuk sarana pemerintahan yaitu kantor desa. Sedangkan sarana 
pendukung untuk kegiatan sosial berupa ruang-ruang pertemuan 
warga hanya memanfaatkan ruang balai desa sebagai ruang 
pertemuan desa tersebut. 
Untuk prasarana yang ada di kawasan desa Jendi dan 
mendukung aktifitas penduduk di wilayah tersebut hanya jaringan 
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jalan, jaringan listrik, dan jaringan komunikasi, sedangkan untuk 
jaringan air bersih belum mencapai kawasan tersebut karena 
membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan biasanya kebutuhan 
air bersih ini berupa sumur pribadi itupun yang memiliki hanya 
penduduk yang mampu sedangkan penduduk yang kurang mampu 
biasanya menumpang saja, selain itu juga warga yang kurang 
mampu memanfaatkan sarana umum seperti MCK dan Air Bersih 
bantuan dari program-program pemerintah melalui P2KP (program 
penanggulangan kemiskinan di perkotaan) dan itupun jauh dari 
harapan masyarakat karena belum sebanding dengan jumlah 
penduduk yang memanfaatkanya.  
Sarana dan prasarana yang terdapat di lokasi desa Jendi 
secara kualitas dan kuantitas belum memadai sebagai salah satu 
pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana yang baik dan 
bersifat memanusiakan selain itu persebaranya juga kurang merata 
di setiap desa. Secara umum untuk data-data mengenai pendukung 
aktifitas permukiman desa Jendi dan sarana prasarana terekap 
dalam lampiran di proposal ini sebagai data pendukung. 
6) Simbol dan Tanda 
Di kawasan desa Jendi sebagai daerah desa jendi terdapat 
adanya simbol-simbol maupun tanda yang menunjukkan 
kekhususan dari daerah tersebut pada gapura masuk dan adanya 
prastasti yang menunjukkan lokasi desa Jendi adalah daerah 
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wilayah program PNPM-P2KP. Adapun bentuk dan karakter 
rumah tinggal di desa Jendi ini pada umumnya berbentuk rumah 
Tradisional (Joglo) perpaduan antara kebudayaan dari Jogyakarta 
maupun Klaten, baik itu berupa rumah permanen maupun tidak 
permanen, ini bisa dilihat dari bentuk rumah yang arah hadap atau 
orientasi bangunananya menghadap ke selatan dan di dalam rumah 
terdapat soko guru sebagai tiang pancang dari rumah-rumah 
tersebut dan untuk penataan ruang yang ada biasanya menurut 
kebudayaan yang ada yaitu adanya, sentong tengah, sentong kiri, 
sentong kanan, gandok dan juga serambi. 
7) Konservasi dan Preserfasi 
Kegiatan konserfasi dan preserfasi di Desa Jendi ini 
ditujukan untuk memperbaiki kualitas hidup dan lingkungan 
mereka yang sangat jauh dari kebutuhan dasar akan sarana dan 
prasarana permukiman yang memanusiakan. Selain itu penataan 
ruang yang mengkhususkan sebagai ruang pertanian dan 
menjadikan konsep agropolitan yang mempertahankan kualitas 
lingkungan hidup. 
Dalam upaya konservasi dan preserfasi tidak lepas dari 
persoalan dalam pengembangan pengelolaan lingkungan hidup di 
desa Jendi. Persoalan ini di tunjukkan pada beberapa kegiatan 
penambangan emas yang berada di daerah kawasan hijau desa 
Jendi. Sehingga kedepan apabila tidak ada penanganan yang 
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Pembagian tugas pokok, fungsi dan peran setiap pelaku menurut 
Pedoman Teknis Program PLPBK Tahun 2010, disusun sebagai berikut:  
1. Pelaku Di Tingkat Kabupaten atau Kota 
a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 
Kabupaten atau Kota. 
Tugas TKPKD Kabupaten atau Kota  adalah: 
1) Melakukan koordinasi dengan  Komunitas Belajar Perkotaan 
(KBP), Tim Teknis Pemda untuk PLPBK dan Koordinator 
Kabupaten atau Kota dalam memberikan arahan dan masukan 
kepada Tim Inti Perencanaan PLPBK dalam menjalankan 
setiap tahapan kegiatan (Perencanaan Partisipatif, Pemasaran 
atau Promosi dan Pelaksanaan Pembangunan) berdasarkan 
tahapan rencana kerja PLPBK. 
2) Mengajukan usulan dinas-dinas teknis kepada Tim Koordinasi 
Pelaksanan Program (TKPP) Kabupaten atau Kota yang akan 
ditugaskan untuk memberikan bimbingan atau pelayanan teknis 
bagi Tim Inti PLPBK 
3) Melakukan pengendalian pelaksanaan program PLPBK. 
4) Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi proses 
pencairan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PLPBK yang 
diajukan oleh  Penanggung Jawab Operasional Kecamatan 
(PJOK). 
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5) Melaporkan tingkat pencapaian dan hasil-hasil  pelaksanaan 
kegiatan, termasuk tingkat penyerapan anggaran pelaksanaan 
program PLPBK diwilayah kerja TKPKD, kepada TKPP 
Kabupaten atau Kota atau Kepada Bupati atau Walikota yang 
ditembuskan kepada Lurah atau Kepala Desa, PJOK 
Kecamatan, Koordinator Kabupaten atau Kota dan Satuan 
Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) 
Provinsi. 
b. Tim Teknis Pemda Untuk PLPBK.  
Tim Teknis Pemda adalah tim kerja yang dibentuk oleh pemerintah 
daerah, beranggotakan unsur-unsur dinas yang terkait dengan 
perencanaan pembangunan dan pengembangan ekonomi, 
lingkungan permukiman dan pemberdayaan masyarakat. Secara 
umum Tim Teknis Pemda berfungsi sebagai fasilitator, 
dinamisator, serta nara sumber, yang mempertemukan antar pihak 
masyarakat (didukung oleh Tim Inti PLPBK) dengan Pemda. Hal-
hal yang perlu di fasilitasi dan di mediasi oleh Tim Teknis Pemda 
ini setidaknya adalah hal-hal yang terkait dengan kebijakan 
pemerintah daerah, teknis penyusunan rencana masyarakat, serta 
kedudukan hasil-hasil kesepakatan masyarakat terhadap peraturan-
peraturan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
Tugas utamanya, adalah: 
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1) Mengajukan usulan staf dinas teknis yang memenuhi syarat 
untuk dilibatkan secara intensif dalam Tim Inti Perencanaan 
Partisipatif (TIPP) kepada Kepala Dinas atau TKPP Kabupaten 
atau Kota. 
2) Melakukan koordinasi dan membagi tugas perangkat dari 
Dinas-dinas teknis yang terlibat dan berperan aktif dalam 
memberikan bimbingan dan pelayanan teknis, pengadaan data 
dan peta yang dibutuhkan Tim Inti Perencanaan PLPBK. 
3) Membantu BKM dan perangkat Kelurahan atau Desa dalam 
melakukan perekrutan Tenaga Ahli Pendamping PLPBK. 
4) Melakukan sosialisasi, penjelasan dan pemahaman kepada Tim 
Inti PLPBK, tentang isi kebijakan-kebijakan, program-program 
dan isi dokumen perencanaan pembangunan yang akan 
mempengaruhi perkembangan pembangunan Kelurahan atau 
Desa. 
5) Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinator Kabupaten 
atau Kota untuk memantau dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas Tim Inti PLPBK pada setiap tahapan kegiatan 
perencanaan partisipatif pada tingkat Kabupaten atau Kota dan 
Kelurahan atau Desa, agar proses perencanaan tersebut dapat 
berlangsung tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai rencana kerja 
PLPBK 
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6) Menindaklanjuti hasil kesepakatan perencanaan partisipatif dari 
Tim Inti PLPBK, kepada Pemerintah Kabupaten atau Kota, 
sebagai dasar untuk merevisi kebijakan pembangunan yang ada 
atau merumuskan kebijakan pembangunan baru dan 
melembagakan pola-pola perencanaan partisipatif dari 
pelaksanaan program PLPBK. 
7) Melaporkan secara berkala, terhadap hasil-hasil pelaksanaan 
tugas Tim Teknis pada setiap tahapan pelaksanaan PLPBK, 
kepada Kepala Dinas dan TKPP atau Kepada Bupati atau 
Walikota yang ditembuskan Kepada Tim Inti PLPBK.  
c. Koordinator Kabupaten atau Kota dan Jajarannya 
1) Tugas Pokok Koordinator Kabupaten atau Kota (Korkab atau 
Kotkot) 
a) Melaksanakan tugas-tugas koordinasi, pendampingan dan 
fasilitasi berdasarkan rencana kerja (master schedule), 
dibawah koordinasi Tim PLPBK KMW (Konsultan 
Manajemen Wilayah) dan KMP (Konsultan Manajemen 
Pusat) P2KP 
b) Melakukan seleksi dan memilih calon-calon lokasi PLPBK 
diwilayah dampingannya, sesuai arahan Tim PLPBK KMW 
dan KMP P2KP. 
c) Melakukan fasilitasi Pemerintah Kabupaten atau Kota 
untuk melakukan sosialisali pelaksanaan program PLPBK 
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diwilayah kerjanya, dibawah koordinasi Tim PLPBK 
KMW 
d) Melakukan penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten atau 
Kota (TKPKD dan Tim teknis PLPBK yang terdiri dari 
dinas-dinas teknis Pemerintah Daerah) dibawah koordinasi 
Tim Pelatih KMW dan KMP. Penguatan kapasitas tersebut, 
difokuskan pada  konsep dasar, rencana kerja, strategi 
pelaksanaan dan peran pelaku  PLPBK. 
e) Memfasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK), Tim Teknis Pemerintah Daerah dan Tim Inti 
PLPBK, untuk merumuskan action plan setiap tahapan 
pelaksanaan program PLPBK (tahap persiapan, 
perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan 
pembangunan) 
f) Memfasilitasi TKPKD Kabupaten atau Kota dan Tim 
Teknis untuk membantu BKM dan Perangkat Kelurahan 
atau Desa dalam membentuk  Tim Inti PLPBK. Tugas 
lainnya adalah membantu proses Perekrutan Tenaga Ahli 
Pendamping  PLPBK. 
g) Memfasilitasi TKPP dan TKPKD Kabupaten atau Kota 
 untuk menunjuk dan menugaskan Tim Teknis Dinas-Dinas 
Pemerintah Daerah yang diperlukan memberikan 
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bimbingan dan pelayanan teknis, pengadaan data dan peta 
sesuai kebutuhan Tim Inti PLPBK. 
h) Memfasilitasi TKPKD dan Kepala Dinas Teknis 
Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk memilih, menunjuk 
dan menugaskan staf Dinas-dinas teknis yang memenuhi 
syarat, untuk dilibatkan secara intensif dalam Tim Inti 
PLPBK. 
i) Memfasilitasi dan menggalang Lembaga Pemerintah dan 
Non Pemerintah untuk terlibat dan berperan aktif dalam 
setiap tahapan pelaksanaan PLPBK 
j) Menugaskan Askorkot Mandiri Advance untuk melakukan 
koordinasi, pendampingan,  dan fasilitasi Tim teknis Pemda 
dan Tim Inti PLPBK dalam melaksanakan setiap tahapan 
kegiatan, sesuai rencana kerja PLPBK  pada tingkat 
Kabupaten atau Kota. Tahapan kegiatan tersebut, antara 
lain, meliputi: tahap Persiapan, Perencanaan Partisipatif dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
k) Menugaskan Senior Fasilitator PLPBK, untuk memfasilitasi 
dan mendampingi Tim Inti PLPBK dalam melaksanakan 
setiap tahapan kegiatan PLPBK pada tingkat Kelurahan 
atau Desa dan Tingkat Warga. 
 96 
l) Melakukan diskusi dan konsultasi dengan Tim PLPBK, 
KMW dan KMP P2KP, untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan   yang dapat menghambat pelaksanaan PLPBK. 
m) Memeriksa data dan laporan kegiatan pengendalian PLPBK 
yang diajukan oleh askorkot mandiri Advance dan Senior 
fasilitator PLPBK. 
n) Melaporkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan PLPBK 
diwilayah dampingannya. Laporan tersebut dilengkapi data-
data yang dapat dipertanggungjawabkan 
o) Pembuatan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) 
untuk melengkapi proses administrasi pencairan dana 
PLPBK, sesuai alokasi dana yang ditetapkan. 
2) Tugas Pokok Askorkot Mandiri Advance 
a) Membantu Koordinator Kabupaten atau Kota melakukan 
koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi pelaksanaan setiap 
tahapan PLPBK (Persiapan, Perencanaan Partisipatif, 
Pemasaran dan Pelaksanaan Pembangunan), pada tingkat  
Kabupaten atau Kota, sesuai rencana kerja (master 
schedule) PLPBK 
b) Melaksanakan tugas Koordinator Kabupaten atau Kota, 
dalam melakukan seleksi calon-calon lokasi sasaran 
PLPBK. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Askorkot 
Mandiri Advance perlu berkoordinasi dengan tim askorkot 
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lainnya, Senior Fasilitator PLPBK dan tim fasilitator 
Kelurahan atau Desa, 
c) Berkoordinasi dengan tim askorkot lainnya, untuk 
melakukan penguatan kapasitas tim teknis Pemda, dibawah 
koordinasi Korkot atau Korkab 
d) Melakukan koordinasi dan fasilitasi serta mendorong Tim 
Teknis Pemda untuk memberikan bimbingan dan pelayanan 
teknis kepada Tim Inti PLPBK, sesuai kebutuhan dan 
rencana kerja. 
e) Memfasilitasi Tenaga Ahli Pendamping, untuk 
merumuskan strategi pelaksanaan dan action plan PLPBK, 
sebagai rujukan bagi Tim Inti melaksanakan setiap tahapan 
kegiatan PLPBK (Tahap persiapan, perencanaan 
partisipatif, pemasaran, dan pelaksanaan pembangunan) 
f) Melakukan koordinasi, pendampingan dan fasilitasi  
Tenaga Ahli Pendamping, dalam melaksanakan kegiatan 
PLPBK, sesuai kebutuhan dan rencana kerja 
g) Melakukan pengendalian  tugas Tenaga Ahli Pendamping 
dalam setiap tahapan kegiatan PLPBKP, agar Tenaga ahli 
yang bersangkutan dapat menyelesaikan tugas-tugas 
perencanaan, secara  tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai 
rencana kerja PLPBK 
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h) Memberikan advis, pertimbangan teknis dan masukan-
masukan kepada Tim Inti dalam melaksanakan setiap 
tahapan PLPBK, seperti: pemahaman terhadap rencana-
rencana pembangunan Kabupaten atau Kota, standar-
standar perencanaan, peraturan-peraturan terkait PLPBK. 
Pengadaan peta sesuai standar dan kebutuhan, pelaksanaan 
Pemetaan swadaya,  mencermati persoalan, permasalahan 
dan potensi diwilayah perencanaan, perumusan visi, 
penggunaan metode-metode analisis secara partisipatif dan 
bagaimana merumuskan rencana pengembangan 
lingkungan permukiman berbasis komunitas serta 
pertimbangan teknis lainnya. 
i) Melakukan diskusi dan konsultasi secara intensif dengan  
Senior Fasilitator PLPBK Tenaga Ahli pendamping, dan 
Tim Inti PLPBK untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang dapat menghambat pelaksanaan program PLPBK  
j) Melaporkan   hasil capaian setiap tahapan pelaksanaan 
PLPBK, kepada koordinator Kabupaten atau Kota. Laporan 
tersebut dilengkapi data-data yang dapat dipertanggung 
jawabkan                 
3) Tugas Pokok Senior Fasilitator PLPBK  
a) Membantu Koordinator Kabupaten atau Kota melakukan 
koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi pelaksanaan setiap 
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tahapan PLPBK (Persiapan, Perencanaan Partisipatif, 
Pemasaran dan Pelaksanaan Pembangunan), pada tingkat  
Kelurahan atau Desa dan Tingkat Warga, sesuai rencana 
kerja (master schedule) PLPBK 
b) Memfasilitasi perangkat Kelurahan atau Desa dan BKM 
untuk melakukan sosialisasi pelaksanaan program PLPBK 
diwilayah kerjanya. 
c) Berkoordinasi dengan Askorkot Urban Planner (Mandiri 
Advance) dan tim fasilitator Kelurahan atau Desa, dalam 
melakukan seleksi calon-calon lokasi sasaran PLPBK, 
dibawah koordinasi koordinator Kabupaten atau Kota dean 
Tim PLPBK KMW. 
d) Bersama Askorkot Urban Plannner (Mandiri Advance) dan 
Tenaga Ahli Pendamping, melakukan penguatan kapasitas 
perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan UP-UPnya dan 
Pokja-pokja PLPBK, dibawah koordinasi Koordinator 
Kabupaten atau Kota 
e) Melakukan koordinasi dan fasilitasi, untuk mendorong 
Perangkat Kecamatan, Perangkat Kelurahan, BKM dan 
Pokja-Pokja PLPBK terlibat dan berperan aktif dalam 
setiap tahapan pelaksanaan PLPBK, sesuai rencana kerja 
dan sesuai kebutuhan 
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f) Melakukan koordinasi, pendampingan dan fasilitasi  
Tenaga Ahli Pendamping (Perencanaan, Pemasaran dan 
Pelaksanaan Pembangunan) dalam melakukan kegiatan 
rembug-rembug warga, sesuai rencana kerja dan sesuai 
kebutuhan. Upaya kordinasi ini ditujukan untuk 
memastikan pelaksanaan program PLPBK menerapkan 
prinsip partisipatif. 
g) Melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping 
dan askorkot Mandiri Advance, dalam melakukan kegiatan 
pengendalian pelaksanaan setiap tahapan PLPBK, agar 
dapat berlangsung tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai 
rencana kerja PLPBK 
h) Melakukan diskusi secara intensif dengan Askorkot 
Mandiri Advance, Tenaga Ahli Pendamping dan Tim Inti 
PLPBK lainnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang dapat menhambat pelaksanaan program PLPBK 
i) Melakukan koordinasi dengan Askorkot Mandiri Advance, 
untuk bersama-sama menyusun rancangan Best Practis 
Pelaksanaan Program PLPBK diwilayah dampingan. 
j) Melaporkan   hasil capaian setiap tahapan pelaksanaan 
PLPBK pada tingkat Kelurahan atau Desa, kepada 
koordinator Kabupaten atau Kota. Laporan tersebut 
dilengkapi data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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d. Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah (dukungan kelompok 
peduli) 
Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah adalah kelompok peduli 
(relawan) dari Lembaga Pemerintah (termasuk BAPENAS atau 
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, beberapa 
Departemen dan Lembaga Penelitian) dan Lembaga Non 
Pemerintah (LSM dan Lembaga lainnya) yang difasilitasi oleh 
pelaku-pelaku PLPBK, untuk terlibat dalam kegiatan perencanaan 
partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan 
atau Desa penerima program PLPBK. Lembaga Pemerintah dan 
Non Pemerintah tersebut, menunjuk staf ahlinya atau para Pakar, 
untuk memberikan bimbingan teknis, kepada Tim Inti PLPBK, 
yang terkait hal-hal, sebagai berikut: 
1) Memberikan advis dan atau pertimbangan teknis kepada tim 
inti perencanaan partisipatif dalam menilai kebutuhan 
pengembangan dan penataan lingkungan permukiman 
diwilayah Kelurahan atau Desa  PLPBK 
2) Memberikan informasi model-model perencanaan partisipatif 
yang baik dan pernah dilakukan kelompok peduli kepada tim 
inti perencanaan partisipatif 
3) Menanamkan kreatifitas dan inovasi kepada tim inti dalam 
menangani persoalan dan permasalahan dalam pengembangan 
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lingkungan permukiman diwilayah sasaran PLPBK, 
berdasarkan pengalaman kelompok peduli 
4) Memberikan penguatan kapasitas tim inti perencanaan 
partisipatif, yang terkait langkah-langkah penyadaran kritis 
masyarakat yang pernah dilakukan kelompok peduli, Langkah-
langkah tersebut dilengkapi contoh-contoh lokasi kegiatan 
5) Memberikan informasi dan bantuan teknologi tepat guna dan 
murah, untuk menangani persoalan persoalan dan memenuhi 
kebutuhan pengembangan prasarana dasar diwilayah sasaran 
PLPBK, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih, pengelolaan 
sampah lingkungan dan lain-lain.       
2. Pelaku Di Tingkat Kecamatan  
a. Penanggung Jawab Operasional Kecaman (PJOK) 
Tugas utamanya, adalah: 
1) Melakukan sosialisasi atau pemasyarakatan pelaksanaan 
program PLPBK Kepada Perangkat Kecamatan (Camat dan 
jajarannya) dan Perangkat Kelurahan atau Desa diwilayah 
kerjanya. 
2) Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 
program PLPBK diwilayah kerjanya, sesuai tahapan dan 
rencana kerja 
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3) Mengarahkan perangkat kelurahan dan forum BKM Kecamatan 
untuk berkoordinasi dan memberikan dukungan yang kuat 
dalam melaksanakan program PLPBK. 
4) Mengarahkan dan dan mendorong terjadinya koordinasi dan 
konsolidasi antara perangkat kelurahan dan BKM penerima 
program PLPBK dengan perangkat Kelurahan dan BKM 
 diwilayah yang berbatasan, dalam rangka menyelaraskan dan 
mengintegrasikan kebutuhan perencanaan pembangunan 
Kelurahan atau Desa. 
5) Mengarahkan BKM dan Perangkat Kelurahan atau Desa, untuk 
mewujudkan proses perencanaan dan pembangunan partisipatif 
diwilayah kerjanya. 
6) Berkoordinasi dengan, Tim Teknis Pemda, askot urban planner, 
senior fasilitator PLPBK dan tim fasilitator lainnya untuk 
mendukung kelancaran tugas Tim Inti PLPBK. 
7) Membantu BKM dan Perangkat Kelurahan atau Desa dalam 
menyelesaian kelengkapan administrasi proses pencairan dana 
BLM PLPBK. Khususnya  dalam hal pembuatan Surat Perintah 
Penyaluran Bantuan (SPPB) setiap tahapan pencairan BLM 
PLPBK. 
8) Membuat laporan bulanan yang terkait pelaksanaan tugas 
setiap bulan kepada Bupati atau Walikota. Laporan 
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ditembuskan kepada Lurah dan BKM penerima Program 
PLPBK.    
b. Forum BKM Kecamatan dan Kelompok Peduli (relawan) 
Dukungan forum BKM dan kelompok peduli tingkat kecamatan 
kepada BKM penerima program PLPBK amat diperlukan dalam 
melaksanakan setiap tahapan kegiatan perencanaan partisipatif, 
pemasaran dan pelaksanaan program PLPBK, yaitu: 
1) Terlibat aktif dalam kegiatan sosialisai atau pemasyarakatan 
 program PLPBK kepada masyarakat diwilayahnya 
2) Berperan aktif dalam forum diskusi atau pembahasan yang 
diadakan Tim Inti Perencanaan PLPBK, dalam rangka 
mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan 
pembangunan antar wilayah Kelurahan atau Desa dan atau 
antar kawasan potensial. 
3) Berpartisipasi dalam kegiatan pemasaran program PLPBK 
4) Mendukung prinsip kebersamaan dan menghindari munculnya 
konflik dari pelaksanaan program PLPBK diwilayahnya.  
3. Pelaku Di Tingkat Kelurahan atau Desa  
a. BKM Dan Jajarannya  
BKM dan Jajarannya diharapkan dapat berperan sebagai pusat 
pelayanan yang menggerakkan pelibatan masyarakat dalam proses 
perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan 
Kelurahan atau Desa. Melalui program PLPBK diharapkan dapat 
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membentuk BKM menjadi manager pengelola pembangunan 
Kelurahan atau Desa pada masa mendatang.  Dalam menjalankan 
tugas dan perannya BKM, dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping 
dan Pokja-Pokja PLPBK. 
Tugas pokoknya, adalah: 
1) Memahami pedoman pelaksanaan, pedoman teknis, rencana 
kerja, strategi pelaksanaan program dan peran pelaku  PLPBK, 
melalui kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Tim konsultan 
(Korkot atau Korkab dan Tim Pelatih KMW) 
2) Melakukan sosialisasi perencanaan partisipatif kepada 
masyarakat, yang didampingi dan difasilitasi oleh Senior 
Fasilitator PLPBK 
3) Melakukan proses perekrutan Tenaga Ahli Pendamping, yang 
difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot atau Korkab dan Tim 
Pelatih KMW) dengan melibatkan TKPKD, PJOK dan 
perangkat dinas-dinas terkait. 
4) Penangung jawab dan pelaksana pembayaran Tenaga Ahli 
Pendamping, sesuai  alokasi anggaran yang disepakati 
5) Penanggung jawab pengelolaan dana BLM PLPBK, sesuai 
alokasi anggaran yang ditetapkan.  
6) Menugaskan Tenaga Ahli Pendamping untuk merumuskan 
rencana kerja rinci Tim Inti Perencanaan Partisipatif, sesuai 
dengan rencana kerja (master schedule) PLPBK. Dalam 
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menjalankan tugas tersebut, Tenaga Ahli pendamping dibantu 
dan difasilitasi oleh  Tim Teknis PLPBK dan Tim Konsultan 
(Korkot atau Korkab dan Tim Pelatih KMW) 
7) Menugaskan Tenaga Ahli Pendamping untuk melaksanakan 
dan mengendalikan pelaksanaan setiap tahapan kegiatan 
PLPBK, sesuai rencana kerja rinci perencanaan partisipatif 
yang telah disepakati 
8) Melakukan pembentukan Pokja-Pokja PLPBK dan KSM-KSM 
Pembangunan Kelurahan atau Desa, yang difasilitasi oleh 
Senior Fasilitator PLPBK dengan melibatkan sebanyak-
banyaknya warga. 
9) Terlibat aktif dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan 
partisipatif. 
10) Fasilitator bagi warga, agar dapat terlibat dan berpartisipasi 
akatif dalam berbagai kegiatan musyawarah atau rembug warga 
untuk menyepakati setiap proses perencanaan  partisipatif. 
11) Meningkatkan peran Unit-Unit Pelaksana BKM, yaitu: 
a) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) diharapkan mampu 
berperan sebagai pusat etika pembangunan lingkungan, 
pengemban pelayanan masyarakat dean sarana permukiman 
b) Unit Pengelola pembangunan Sosial (UPS), diharapkan 
dapat berperan menjadi pusat pembangunan sosial, 
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pengembangan pelayanan sosial komunitas dan kontrol 
sosial 
c) Unit Pengelola Keuangan (UPK) diharapkan dapat 
berperan  sebagai pusat pengembangan ekonomi 
bersama/rakyat, jaring produksi dan pemasaran serta 
pelayanan modal produksi              
12) Melakukan penggalangan kelompok peduli, untuk terlibat 
dalam proses perencanaan partisipatif. 
13) Membuat berita acara setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, 
sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana BLM 
PLPBK 
14) Bersama Lurah atau Kepala Desa, melakukan Uji Publik, hasil-
hasil perencanaan partisipatif dengan melibatkan sebanyak-
banyaknya masyarakat, melalui kegiatan Bazar, Pameran, 
Workshop dan lain-lain.  
15) Melaporkan pelaksanaan kegiatan perencanaan partisipatif, 
termasuk laporan pertanggung jawaban pengelolaan dana BLM 
PLPBK kepada masyarakat, PJOK, TKPKD yang ditembuskan 
kepada Tim Koordinator Kabupaten atau Kota. 
b. Perangkat Kelurahan atau Desa 
Dalam perencanaan partisipatif ini, diharapkan perangkat 
kelurahan dan BKM dapat bekerja sama dan  bersinergi dalam 
melaksanakan setiap tahapan perencanaan. 
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Tugas pokok Lurah atau Kepala desa dalam kegiatan perencanaan 
partisipatif, adalah: 
1) Melakukan pemahaman pedoman-pedoman PLPBK, melalui 
kegiatan pelatihan yang difasilitasi oleh Tim konsultan 
2) Melakukan sosialisasi pelaksanaan perencanaan partisipatif 
diwilayah kerjanya, yang difasilitasi oleh Senior Fasilitator 
PLPBK 
3) Memastikan Tim Inti PLPBK dapat melaksanakan setiap 
tahapan kegiatan PLPBK dilapangan, sesuai dengan rencana 
kerja PLPBK. 
4) Bersama BKM, mendorong partisipasi warga (termasuk 
pelibatan remaja,  perempuan dan kelompok rentan) dalam 
kegiatan rembug-rembug warga atau musyawarah, yang terkait 
penyadaran kritis, menemukenali persoalan, permasalahan dan 
potensi, merumuskan visi, kebutuhan dan rencana 
pembangunan sertamerumuskan aturan-aturankesepakatan 
5) Bersama BKM, melakukan koordinasi dengan perangkat 
kelurahan yang berbatasan, dalam rangka menyelaraskan dan 
menyepakati hasil-hasil perencanaan partisipatif, atas dukungan 
dan persetujuan Camat. Kegiatan ini difasilitasi oleh Askot 
Urban Planner dan Senior Fasilitator PLPBK 
6) Memantau tugas-tugas dan kegiatan Tenaga Ahli Pendamping 
dalam  menjalankan setiap tahapan perencanaan partisipatif 
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7) Mempersiapkan ruang koordinasi atau sekretariat PLPBK di 
Kantor Kelurahan atau Desa 
8) Penangung jawab pemberian Surat Kontrak Kerjasama Tenaga 
Ahli Pendamping perencanaan partisipatif, atas persetujuan 
BKM dan TKPKD Kabupaten atau Kota. 
9) Penanggung jawab pemberian surat penugasan bagi Tim Inti 
perencanaan partisipatif yang akan menjalankan tugas-tugas 
dilapangan 
10) Memberikan informasi kepada Tim Perencanaan Partisipatif, 
yang terkait status kepemilikan tanah dan bangunan diwilayah 
kerjanya 
11) Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan 
Kelurahan atau Desa, agar pelaksanaan pembangunan tersebut 
sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif dan sesuai 
kebutuhan warga. Dalamkegiatan pengendalian ini perangkat 
Kelurahan atau Desa didampingi oleh BKM dan fasilitator 
teknik. 
12) Bersedia menetapkan aturan-aturan kesepakatan menjadi Surat 
Keputusan Pemerintah Desa. 
13) Melaporkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan perencanaan 
partisipatif diwilayah kerjanya, Kepada Pemerintah Kecamatan 
untuk ditindaklanjuti   kepada Pemerintah Kabupaten atau 
Kota. 
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c. Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP)  
Tim Inti Perencanaan  merupakan kolaborasi: Pemerintah 
Kabupaten atau Kota, Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan 
jajarannya, Kelompok peduli dan dibantu oleh Tenaga Ahli 
Pendamping Perencanaan Partisipatif dan Pokja-pokja PLPBK. 
Dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan  PLPBK, Tim Inti 
perencanaan akan didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan 
(Korkot atau Korkab dan Tim KMW) dan secara berkala akan 
mendapat bimbingan  atau bantuan teknis dari Tim Teknis (Dinas-
dinas teknis) Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan Non 
Pemerintah (Perguruan Tinggi, LSM dan Kelompok peduli 
lainnya), sesuai kebutuhan. Adanya dukungan dari berbagai pihak, 
diharapkan kolaborasi Tim Inti Perencanaan PLPBK dapat 
menjalankan tugas-tugas perencanaan partisipatif,  secara tepat 
waktu dan tepat sasaran 
Tugas pokok Tim Inti Perencanaan Partisipatif adalah: 
1) Melakukan perumusan rincian rencana kerja pelaksanaan 
perencanaan partisipatif, sesuai rencana kerja PLPBK, yang 
didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot atau 
Korkab dan Tim KMW) dan Tim Teknis Pemda untuk PLPBK. 
2) Melakukan pertemuan dan diskusi internal, untuk menyepakati 
dan menugaskan Tenaga ahli pendamping sebagai pengarah 
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dan pengendali Tim Inti Perencanaan Partisipatif dalam 
melaksanakan setiap tahapan perencanaan partisipatif 
3) Memastikan pelaksanaan perencanaan partisipatif dapat 
melibatkan sebanyak-banyaknya warga sebagai pengambil 
keputusan dan kesepakatan. Upaya ini difasilitasi dan 
didampingi oleh Senior fasilitator PLPBK 
4) Berperan aktif dalam melaksanakan setiap tahapan perencanaan 
partisipatif, sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati 
5) Mendorong Tim Teknis Pemda dan kelompok peduli, untuk 
memberikan bimbingan dan pelayanan teknis PLPBK, sesuai 
kebutuhan. Upaya ini difasilitasi dan didampingi oleh Askorkot 
Mandiri Advance. 
6) Melakukan pertemuan internal tim inti perencanaan, untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat menghambat 
proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan Tim Teknis 
Pemda dan Tim Konsultan (Korkot atau Korkab dan Tim 
KMW) 
7) Menyusun laporan setiap tahapan kegiatan dan aturan-aturan 
kesepakatan warga, sebagai output kegiatan perencanaan 
partisipatif  PLPBK 
8) Melakuan evaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai dari 
setiap tahapan perencanaan partisipatif 
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9) Melaporkan hasil-hasil capaian kegiatan perencanaan 
partisipatif,kepada PJOK  Kecamatan dan TKPKD yang 
ditembuskan kepada TKPP Kabupaten dan Tim Konsultan 
pendamping. Laporan tersebut dilengkapi data-data, peta 
rencana dan aturan-aturan kesepakatan warga yang dapat 
dipertanggung jawabkan.  
d. Tim Pemasaran (TP)  
Tim Pemasaran PLPBK adalah: BKM. Perangkat Kelurahan atau 
Desa, Pemerintah Daerah, kelompok peduli dan Tenaga Ahli 
Pendamping Pemasaran. Tim Pemasaran dibentuk oleh BKM dan 
Perangkat Kelurahan atau Desa secara partisipatif, dengan 
melibatkan masyarakat, TKPKD dan Tim Koordinator Kabupaten 
atau Kota. Dalam menjalankan tugas dan perannya, Tim 
Pemasaran perlu melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Tim 
Inti Perencanaan partisipatif.  Serta mendapatkan bimbingan teknis 
dan proses pendampingan pelaksanaan kegiatan pemasaran dari 
Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan (Korkot atau Korkab dan 
KMW). 
1) Tim Pemasaran PLPBK tersebut berperan sebagai: 
a) Penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 
pemasaran hasil-hasil perencanaan partieipatif dan 
memastikan hasil-hasil perencanaan tersebut terpasarkan 
kepada stakeholder pemerintah dan swasta 
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b) Pengarah BKM, Perangkat kelurahan, Pemerintah daerah 
dan kelompok peduli yang akan terlibat dalam kegiatan 
pemasaran hasil-hasil perencanaan partisipatif 
c) Fasilitator bagi Tim Inti Perencanaan Partisipatif untuk 
merumuskan rencana-rencana pembangunan Kelurahan 
atau Desa yang potensial dipasarkan kepada Stakeholder 
Pemerintah dan SwastaSedangkan 
2) Tugas Tim Pemasaran PLPBK adalah : 
a) Memahami rencana kerja dan strategi kegiatan pemasaran 
kawasan prioritas,  melalui kegiatan pelatihan yang 
difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot atau Korkab dan 
Tenaga Ahli Channelling KMW & KMP) 
b) Memahami Peraturan-peraturan Pemerintah, tentang: 
Kemitraan dan Kerjasama Pemerintah, Swasta dan 
Masyarakat dalam melaksanaan pembangunan dan 
Ketentuan-ketentuan atau kebijakan Pemerintah Daerah 
dalam memberikan Insentif dan Disinsentif kepada pihak 
Swasta atau stakeholder lainnya. Proses pemahaman 
tersebut diperoleh melalui bimbingan teknis dari Tim 
Teknis Pemda. 
c) Melakukan sosialisasi warga, terhadap kegiatan pemasaran 
kawasan prioritas. Kegiatan sosialisasi tersebut difasilitasi 
oleh Tim Konsultan 
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d) Menyusun rencana kerja rinci dan strategi pemasaran serta 
mempersiapkan perlengkapan (tools) pendukung kegiatan 
pemasaran (ditingkat Kelurahan atau Desa, Kabupaten atau 
kota, Provinsi dan skala nasional), yang dibantu dan 
difasilitasi oleh Tim Koordinator Kabupaten atau Kota, Tim 
Pemasaran KMW & KMP (Tenaga Ahli Channelling) dan 
Dinas-dinas Pemerintah Daerah 
e) Merumuskan pola kerjasama Pemerintah, Swasta dan 
Masyarakat (termasuk aturan pemberian insentif dan 
disinsentif) dalam melaksanakann rencana-rencana 
pembangunan kawasan prioritas diwilayah sasaran PLPBK. 
Dalam kegiatan perumusan tersebut, Tim Pemasaran akan 
dibantu dan didampingi oleh Tim Teknis Pemda dan Tim 
konsultan.  
f) Melakukan penguatan kapasitas perangkat Kelurahan atau 
Desa, BKM dan Tim Inti Perencanaan Partisipatif, agar 
memiliki kemampuan melakukan kegiatan pemasaran hasil-
hasil rencana pembangunan Kelurahan atau Desa, yang 
didampingi oleh Tim Koordinator Kabupaten Kota, Tim 
pemasaran KMW dan KMP P2KP 
g) Merumuskan agenda kegiatan pemasaran dan strategi 
publikasi yang kuat terhadap hasil perencanaan  PLPBK, 
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ditingkat Kelurahan atau Desa, Kecamatan, Kabupaten atau 
Kota, Provinsi dan skala nasional 
h) Mendorong pelaku-pelaku pemasaran ditingkat Kelurahan 
atau Desa, Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi dan 
Pusat, untuk melaksanakan agenda pemasaran yang 
didukung publikasi yang kuat dengan harapan mendapatkan 
dana investasi pembangunan yang cukup dan sesuai 
rencana pengembangan lingkungan permukiman Kelurahan 
atau Desa. Kegiatan pemasaran tersebut dapat dilakukan, 
melalui kegiatan Pameran, Bazar, Lokakarya, workshop 
dan lain sebagainya. 
i) Melakukan evaluasi setiap kegiatan pemasaran, dengan 
melibatkan Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan 
j) Melaporkan capaian hasil kegiatan pemasaran Kepada 
PJOK Kecamatan, TKPKD dan Tim Komsultan (Korkot 
atau Korkab)  
e. Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) 
Tim Pelaksanaan Pembangunan, adalah: Perangkat Kelurahan atau 
Desa, BKM dan jajarannya dan KSM-KSM,  yang didampingi oleh 
Tim Teknis Dinas PU Kabupaten dan Tim Konsultan Pendamping 
(Tenaga Ahli Infrastruktur KMW, Korkot atau Korkab, Askorkot 
Infrastruktur, fasilitator teknik dan fasilitator lainnya) 
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Tugas pokok, Tim Pelaksana Pembangunan (TPP) Kawasan 
Prioritas, adalah: 
1) Memahami Pedoman-pedoman teknis dan Peraturan-peraturan 
Pemerintah yang mendukung proses Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan Prioritas, melalui bimbingan teknis 
dari Tim Teknis Pemda dan melalui kegiatan pelatihan yang 
difasilitasi oleh TIM konsultan (Tenaga Ahli Infrastruktur 
KMW dan Tim Korkot atau Korkab) 
2) Memahami pelaksanaan teknis setiap tahapan pelaksanaan 
pembangunan kawasan prioritas (Persiapan, Pelaksanaan 
Konstruksi dan Pemeliharaan atau Paska Konstruksi), termasuk 
pemahaman pengelolaan anggaran pembangunan. Proses 
pemahaman tersebut diperoleh melalui kegiatan pelatihan yang 
difasilitasi oleh Tim Konsultan 
3) Mempersiapkan bengkel-bengkel konstruksi, untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan dan kegiatan 
prioritas 
4) Melakukan sosialisasi kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik 
kawasan dan sub kawasan ditingkat masyarakat, yang 
didampingi dan difasilitasi oleh Tim Konsultan 
5) Membentuk KSM-KSM sebagai pelaksana dan pengelola 
pembangunan sub kawasan prioritas, secara partisipatif. 
Penanggung jawab pembentukan KSM-KSM tersebut adalah 
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BKM dan Perangkat Kelurahan atau Desa. Proses pembentukan 
KSM difasilitasi oleh Tim Konsultan. 
6) Melakukan penguatan kapasitas KSM-KSM, dalam hal: 
penyusunan proposal kegiatan, penghitungan estimasi anggaran 
pembangunan (RAB), tata cara pengawasan dan pemeliharaan 
bangunan dan tata cara pengelolaan anggaran pembangunan 
serta tata cara penyusunan laporan pertanggung jawaban 
pelaksanaan pembangunan atau konstruksi. Dalam melakukan 
pengutan kapasitas KSM-KSM, Tim Pelaksana pembangunan 
didampingi dan difasilitasi oleh Tim teknis Pemda dan Tim 
konsultan 
7) KSM-KSM mengajukan Proposal pembangunan sub kawasan 
prioritas, kepada Tim Teknis Pemda dan Tim konsultan untuk 
di verifikasi. 
8) Melaksanakan kegiatan pembangunan atau konstruksi sub 
kawasan, berdasarkan proposal yang telah disepakai 
9) Melakukan monitoring dan atau pengawasan pelaksanaan 
pembangunan konstruksi, agar sesuai dengan kualitas 
bangunan yang direncanakan. 
10) Melakukan sosialisasi kegiatan pemeliharaan bangunan (paska 
Konstruksi) dengan melibatkan sebanyak-banyaknya warga. 
Kegiatan sosialisasi tersebut difasilitasi oleh Tim konsultan dan 
Tim teknis Pemda 
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11) Melaporkan hasil-hasil capaian setiap tahapan pelaksanaan 
pembangunan kawasan prioritas, termasuk laporan pertanggung 
jawaban pengelolaan anggaran pelaksanaan konstruksi, kepada 
PJOK Kecamatan, TKPKD Kabupaten atau kota, Tim teknis 
Pemda, Tim Konsultan (Korkot atau Korkab)  BKM dan 






A. Kegiatan PLPBK di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri 
Kegiatan PLPBK di Desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten 
Wonogiri dalam hal ini akan dipaparkan dalam dua kategori yaitu mengenai 
tahapan pelaksanaan dan pendanaan.   
1. Tahapan Pelaksanaan PLPBK  
Mengacu pada pedoman pelaksanaan PLPBK,  kegiatan PLPBK di 
Desa Jendi dalam empat tahapan pelaksanaan yaitu  Tahap Persiapan, 
Tahap Perencanaan Partisipatif, Tahap Pemasaran dan Tahap Pelaksanaan 
Pembangunan. 
a. Tahap Persiapan 
Tahap persiapan dilakukan terhadap para pelaku dan 
pendukung utama  dalam pelaksanaan PLPBK, yang akan 
melibatkan tiga unsur utama yaitu: 
1) Masyarakat atau BKM: Masyarakat desa atau kelurahan utamanya 
kelompok miskin dengan BKM sebagai salah satu Organisasi 
Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada, disamping 
LKM organisasi lainnya seperti: LPM, Kelompok PKK, Karang 
Taruna, dan sebagainya. 
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2) Pemerintah Daerah: Perangkat pemerintahan dari tingkat kota atau 
kabupaten, kecamatan hingga kelurahan, khususnya Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan penataan ruang, 
pembangunan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, 
pertanahan serta mitigasi bencana bersama masyarakat. 
3) Para Pihak terkait lainnya: Pihak terkait (pemangku kepentingan) 
di luar kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan perangkat 
pemerintahan seperti: sektor swasta, perbankan, LSM, perguruan 
tinggi, asosiasi profesi dan usaha sejenis, dan lain-lain. 
Pelaksanaan tahap persiapan dilakukan melalui kegiatan 
sosialisasi baik terhadap pemerintah di daerah maupun terhadap 
masyarakat. Sosialisasi di tingkat pemerintah di daerah meliputi 
pemerintah kota atau kabupaten, kecamatan dan desa melalui kegiatan 
Lokakarya Orientasi. Sosialisasi pada masyarakat berupa sosialisasi 
awal tingkat masyarakat desa. 
Lokakarya Orientasi PLPBK tingkat pemerintah daerah 
merupakan salah satu upaya memperkenalkan Program PLPBK bagi  
Pemerintah Kota atau Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, badan 
perwakilan masyarakat kelurahan atau desa serta tokoh kelompok 
strategis kelurahan atau desa. Pada akhirnya diharapkan terjadi 
pemahaman dan persamaan persepsi tentang PLPBK agar terjadi 
dukungan fasilitasi dan pelayanan kepada masyarakat, diperolehnya 
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kesepakatan integrasi serta terbentuknya sinkronisasi program di 
daerah dengan program PLPBK. 
Terkait dengan sosialisasi awal pada masyarakat kelurahan 
atau desa, dilakukan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 
1) Pengkondisian Masyarakat: Kegiatan pengkondisian masyarakat 
dilakukan oleh fasilitator sebelum pelaksanaan rembug warga 
sosialisasi di tingkat  desa. Dalam kegiatan ini fasilitator akan 
melakukan orientasi lapangan untuk mengenal kondisi sosial 
masyarakat desa serta peta pelaku (stakeholder) kunci yang ada di 
wilayah dampingannya. Dalam kegiatan pengkondisian masyarakat 
juga dilakukan sosialisasi secara informal melalui kegiatan 
penyebaran media informasi tentang kegiatan, yang akan 
disosialisasikan dan didiskusikan secara informal dengan pihak 
pemerintah desa, pengusaha dan tokoh-tokoh masyarakat. 
2) Rembug Warga Sosialisasi  Awal Program PLPBK : Setelah 
melakukan pengkondisian masyarakat dan mendapatkan gambaran 
kondisi masyarakat desa, selanjutnya dilaksanakan sosialisasi awal 
dalam sebuah forum rembug warga (ditingkat basis).   
Pada tahap persiapan ini, kegiatan sosialisasi dilakukan 
melalui berbagai media dengan penekanan pada lokakarya orientasi 
kegiatan secara berjenjang di daerah. Kegiatan ini didukung dengan 
keterlibatan Tim Teknis Pemda Tingkat Kota atau Kabupaten serta 
keterlibatan Tim Inti PLPBK di tahap perencanaan, pemasaran dan 
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pelaksanaan pembanguanan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 
oleh PJOK Kecamatan Selogiri, sebagai berikut : 
“Sebenarnya inti  atau tujuan dari diadakannya lokakarya 
sendiri adalah untuk, satu sosialisasi kepada masyarakat dan 
pihak-pihak terkait, yang kedua untuk pembentukan tim.” 
(hasil wawancara tanggal 10 April 2010) 
 
Pernyataan diatas diperkuat oleh Asisten Koordinator Kota 
atau Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur yang dulunya 
menjadi Senior Fasilitator PLPBK desa Jendi, sebagai berikut: 
“Pada tahap persiapan kegiatan perencanaan yang dilakukan 
khususnya di desa Jendi berarti kan mulai dari pembentukan Tim 
teknis pemda sama TIPP. Untuk tim teknis pemda dibentuk 
pemda sendiri setelah lokakarya kabupaten, kalo TIPP dibentuk 
oleh BKM dan Kades melalui pertemuan antar warga, perwakilan 
Pemda, ada dari kecamatan juga instansi luar (kelompok peduli). 
Tepatnya sudah dari tahun 2008.” (hasil wawancara tanggal 6 
Mei 2010) 
 
Pada pelaksanaan kegiatan PLPBK Tim Teknis Pemda berperan 
sebagai penyambung antara pemerintah daerah dan masyarakat, agar apa 
yang nantinya akan direncanakan oleh masyarakat tidak bertentangan 
dengan kebijakan diatasnya atau kebijakan pemerintah. Hal ini sesuai 
dengan pernyataan Koordinator Kota atau Kabupaten P2KP, sebagai 
berikut: 
“Tim Teknis Pemda itu kalo diistilahkan sebagai ‘wasit’ dalam 
pertandingan, jadi fungsinya memberi masukan kepada 
masyarakat supaya apa yang akan direncanakan nantinya tidak 
bertentanagan dengan aturan diatasnya atau aturan dan kebijakan 
Pemerintah daerah.” (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
Tim Inti PLPBK merupakan tim kerja yang dibentuk oleh 









Pemerintah Kabupaten atau Kota, Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM 
dan jajarannya, serta Kelompok peduli. Tim Inti PLPBK berfungsi 
menjembatani kepentingan masyarakat kelurahan atau desa dengan 
pemerintah daerah dan institusi swasta yang berkompeten (minimal 
masing-masing unsur diwakili oleh satu orang yang tetap selama 
pelaksanaan PLPBK). 
Tim Inti PLPBK terdiri atas Tim Inti Perencanaan Partisipatif 
(TIPP), Tim Pemasaran (TP), dan Tim Pelaksana Pembangunan (TPP). 
Tim Inti tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan waktu 
pelaksanaan kegiatan oleh masyarakat. Setiap Tim Inti akan didukung oleh 
kelompok kerja-kelompok kerja (pokja) yang disesuaikan dengan 
kebutuhan tiap kegiatan. 
b. Tahap Perencanaan Partisipatif 
Perencanaan partisipatif merupakan bagian dari kegiatan PLPBK 
yang fokus pada proses penyusunan rencana pengembangan lingkungan 
permukiman Desa, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (BKM 
dan UP-UP), pokja-pokja PLPBK, Perangkat Desa, Tim Teknis Pemda 
untuk PLPBK, Tim Inti PLPBK, yang didukung oleh PJOK Kecamatan, 
TKPKD dan TKPP Kabupaten, Tim Konsultan Pendamping (Korkot atau 
Korkab, KMW dan KMP)  Kelompok pemerhati dan pemangku 
kepentingan lainnya. Kegiatan perencanaan partisipatif dilakukan supaya 
antara berbagai pihak (masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha atau 
swasta) dapat saling terbuka berbagi informasi, melakukan dialog, 
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konsultasi dan bersepakat terhadap arahan pembangunan lingkungan 
permukiman, serta aturan dan pokok-pokok perencanaan pembangunan. 
Hasil dari perencanaan partisipatif tidak hanya mencakup penataan fisik 
lingkungan semata, namun harus menggerakkan potensi ekonomi lokal 
yang didukung pelayanan sosial yang baik serta pembangunan institusi 
yang mendukung penataan lingkungan permukiman dalam rangka 
perubahan perilaku masyarakat.  
Tahap perencanaan partisipatif dibagi menjadi empat kelompok 
kegiatan sebagai berikut: 
a. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 
b. Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif 
c. Perencanaan Lingkungan Makro yang termasuk penyusunan aturan 
bangunan setempat sebagai dasar pencanaan pengembangan 
permukiman kelurahan dan penataan bangunan serta lingkungan 
kawasan prioritas berbasis komunitas, dan  
d. Perencanaan Lingkungan Mikro 
Tahap dalam kegiatan perencanaan partisipatif desa Jendi dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
1) Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 
Kegiatan Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat 
dilakukan melalui kegiatan sosialisasi PLPBK kepada masyarakat 
(desa dan basis) serta Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif. 
PLPBK merupakan program yang memerlukan partisipasi aktif 
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masyarakat supaya terjadi sinergi yang baik antara Pemerintah Daerah, 
BKM dan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan proses sosialisasi 
lebih lanjut di tingkat masyarakat khususnya masyarakat desa sasaran. 
Upaya mensosialisasikan program PLPBK kepada 
masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain kegiatan 
yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Kegiatan yang 
dilakukan antara lain: sosialisasi yang dilakukan cluster tingkat 
RT/RW, sosialisasi di tingkat dusun serta sosialisasi melalui 
pertemuan-pertemuan warga seperti PKK, Karang taruna dan lain-lain. 
Berbagai kegiatan lain juga diselenggarakan sesuai dengan kreatifitas 
panitia pelaksana sosialisasi seperti: menyelenggarakan berbagai 
kegiatan lomba dan jalan santai bertemakan “Harapan ke Depan 
Desaku”. 
Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Koordinator 
BKM Ngudi Mulyo sekaligus anggota TIPP dan TP, bahwa: 
“Sosialisasi yang dilakukan dulu kita mengadakan kegiatan 
jalan santai melibatkan warga desa, disana diadakan acara 
lomba menggambar untuk anak-anak tentang desa impian 
mereka, lomba mengarang untuk remaja, lomba poster bagi 
remaja, lomba jalan sehat untuk umum dan macam-macam 
kegiatan lain. Semua bertujuan untuk mengetahui harapan 
mereka tentang desa impian mereka itu seperti apa. Misalnya 
anak-anak dari gambar yang dibuat kepengen ada halaman 
tempat bermain di depan rumahnya, yah pokoknya macem-
macem lah.” (hasil wawancara tanggal 10 April 2010) 
 
Kegiatan sosialisasi juga dimaksudkan untuk memotivasi 
masyarakat dan melibatkan masyarakat secara aktif untuk membangun 
desa. Hasil yang ingin dicapai antara lain: masyarakat memahami 
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pentingnya program PLPBK, agar masyarakat terlibat dan sekaligus 
menggali potensi serta keinginan kedepan tentang desa impian warga. 
Dari kegiatan tersebut terlihat antusias masyarakat yang akan 
mendukung proses pembangunan kelurahan serta adanya minat turut 
serta sebagai relawan dalam PLPBK. Seperti yang diungkapkan oleh 
sekretariat BKM Ngudi Mulyo sekaligus anggota TIPP dan TP sebagai 
berikut: 
”Pas kegiatan itu ramai, banyak yang ikut padahal itu 
bersamaan dengan kunjungan Bupati Pak Begug juga tapi 
lebih ramai jalan santainya...” (hasil wawancara tanggal 10 
April 2010) 
 
Setelah program PLPBK tersosialisasi dengan baik kepada 
masyarakat desa maka langkah berikutnya adalah pembentukan Tim 
Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP). Pembentukan TIPP dilaksanakan 
melalui pertemuan yang melibatkan berbagai unsur baik dari 
pemerintah tingkat daerah, kecamatan, kelurahan atau desa, 
masyarakat dan kelompok peduli. TIPP adalah tim khusus yang 
dibentuk untuk melaksanakan proses perencanaan partisipatif dan 
bertugas melaksanakan setiap tahapan kegiatan perencanaan 
partisipatif, sesuai rencana kerja dan jadwal pelaksanaan program 
PLPBK. TIPP  beranggotakan kolaborasi antara: Pemerintah 
Kabupaten atau Kota, Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan 
jajarannya, serta Kelompok peduli. Dalam melaksanakan tugas 
nantinya TIPP akan dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping 
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Perencanaan Partisipatif dan kelompok kerja-kelompok kerja (pokja-
pokja) PLPBK, seperti tersaji pada gambar : 
 
Gambar 5 : Kolaborasi Tim Perencanan  
(sumber data: Buku Pedoman Teknis PLPBK.) 
 
Pada setiap tahapan kegiatan  PLPBK, TIPP didampingi dan 
difasilitasi oleh Tim Konsultan (Korkot atau Korkab dan Tim KMW) 
dan secara berkala akan mendapat bimbingan  atau bantuan teknis dari 
Tim Teknis (dinas-dinas teknis) Pemerintah Daerah, Lembaga 
Pemerintah dan Non Pemerintah (Perguruan Tinggi, LSM dan 
Kelompok peduli lainnya), sesuai kebutuhan. TIPP diharapkan dapat 
menjalankan tugas-tugas perencanaan partisipatif secara tepat waktu 
dan tepat sasaran dengan dukungan berbagai pihak. 
2) Persiapan Proses Perencanaan Partisipatif 
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Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan dimulai dari 
perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP), dilanjutkan 
dengan kegiatan perekrutan  relawan oleh Pemerintah desa dan BKM. 
Pada proses prekrutan relawan, tim konsultan pendamping  KMW 
P2KP bersama BKM, melakukan identifikasi dan sekaligus menjaring 
relawan atau pelaku pembangunan yang akan dilibatkan dalam 
kegiatan perencanaan. Setelah proses perekrutan relawan kemudian 
dibentuk pokja-pokja yang dibutuhkan untuk membantu TIPP dalam 
melaksanakan tugasnya. Pembentukan pokja disesuaikan dengan 
kebutuhan di setiap wilayah sasaran program PLPBK. Idealnya pokja 
yang terbentuk terdiri dari: 
a. Pokja Tata ruang  
b. Pokja kegiatan ekonomi 
c. Pokja Jaringan Jalan, drainase dan jembatan 
d. Pokja air bersih dan sanitasi 
e. Pokja peningkatan pelayanan 
f. Pokja Kelembagaan  
Di desa Jendi terdapat tujuh pokja yaitu Pokja Kelembagaan, 
Tata Ruang, Air Bersih, Drainase, Jalan dan Jembatan, Ekonomi dan 
Pelayanan Publik. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh 
Senior Fasilitator PLPBK desa Jendi sebagai berikut: 
“Jendi mempunyai tujuh pokja yaitu: Kelembagaan, Tata 
ruang, air bersih, drainase, jalan dan jembatan, ekonomi dan 





orang di setiap dusun.” (hasil wawancara tanggal 10 Mei 
2010) 
 
3) Perencanaan Lingkungan Makro  
Setelah pokja terbentuk kemudian diadakan pelatihan 
relawan atau pokja oleh TIPP didampingi oleh Tim Fasilitator. 
Kegiatan berikutnya adalah Pemetaan Swadaya yang merupakan 
proses pembelajaran untuk mengetahui kebutuhan riil di setiap wilayah 
desa Jendi. Melalui kegiatan pemetaan swadaya dapat terkumpul data-
data mengenai kondisi suatu wilayah yang nantinya akan menjadi 
bahan masukan bagi TIPP dalam menentukan kawasan prioritas.  
Dalam proses Pemetaan Swadaya, fasilitator PLPBK 
bersama-sama dengan TIPP dan Pokja mengumpulkan berbagai hal 
yang terkait dengan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, 
pengelolaan air bersih dan sanitasi serta pengembangan jaringan jalan 
dan saluran, peningkatan pelayanan sosial atau publik, kelembagaan 
pengelolaan pembangunan kelurahan,  dan menggali informasi 
kebijakan dan rencana-rencana pembangunan pemerintah Kota atau 
Kabupaten. Paparan tersebut sesuai dengan keterangan yang diperoleh 
dari Ketua TIPP, bahwa: 
“Pemetaan swadaya sendiri adalah proses masyarakat 
menemukenali potensi, masalah-masalah dan penanganan 
masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Sedangklan 
pelaku dari Pemetaan Swadaya itu TIPP dibantu oleh pokja-
pokja yang ada di setiap wilayah basis.” (hasil wawancara 
tanggal 6 Mei 2010) 
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Pernyataan diatas dilengkapi oleh anggota TIPP sekaligus 
wakil dari DPU, sebagai berikut: 
“PS itu seperti mengumpulkan data-data, masalah-masalah, 
potensi-potensi yang ada di setiap wilayah basis. Data yang 
dikumpulkan berkaitan dengan pokja-pokja yang telah 
dibentuk sebelumnya. Nantinya dari sekian banyak data 
masalah yang terkumpul kemudian akan dipilih mana yang 
akan memenuhi syarat untuk dikembangkan. Dari hasil 
pemetaan swadaya kemudian akan menjadi bahan untuk 
penemuan atau penggalian visi dan misi.” (hasil wawancara 
tanggal 6 Maei 2010) 
 
Keterangan lebih lanjut diperoleh dari Asisten Koordinator 
Kota atau Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur, bahwa: 
“Nanti dari hasil PS akan didapatkan input berupa data-data 
dari pokja atau relawan yang kemudian akan dirumuskan 
oleh BKM, TIPP, TAPP dan pokja-pokja menjadi RPP dan 
AB.” (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
Setelah kegiatan Pemetaan Swadaya dilakukan, kemudian 
hasil dari pemetaan swadya tersebut dimusyawarahkan atau 
diplenokan oleh TIPP beserta pokja-pokja dan kelompok peduli 
setempat. Hasil dari kegiatan musyawarah pemetaan swadaya akan 
menghasilkan dokumen pemetaan swadaya yang akan menjadi bahan 
bagi Tenaga Ahli Perencanaa Partisipatif (TAPP) untuk membuat 
perencanaan makro. Dari bahan dokumen pemetaan swadaya tersebut 
TAPP kemudian mengkompilasikannya, selanjutnya hasilnya akan 
disosialisasikan lagi kepada masyarakat guna memperoleh tanggapan 
atau umpan balik dari masyarakat sebagai bahan masukan TAPP 
menyusun Rencana Pengembangan Permukiman (RPP) dan Aturan 




Kegiatan berikutnya adalah penyusunan RPP dan AB oleh 
TIPP, BKM, Relawan atau pokja-pokja, dan kelompok peduli. Pada 
tahap ini kemudian diadakan proses konsultasi publik mengenai 
Rancangan RPP dan AB. RPP akan berisi informasi dasar yang terkait 
dengan aspek lingkungan seperti penataan ruang, pengelolaaan dan 
pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, aspek sosial berupa 
kondisi pelayanan sosial masyarakat dan kelembagaan pelayanan 
publik, serta aspek ekonomi  yang akan menggali potensi dan komoditi 
ekonomi yang sejalan dengan kebutuhan prasarana pendukung dan 
lembaga pengelolanya. Sedangkan AB berisi tentang aturan-aturan 
bersama yang telah disepakati oleh berbagai pihak terkait dalam 
rangka pembangunan lingkungan permukiman di desa Jendi. 
 Konsultasi publik ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan 
Rancangan RPP dan AB kepada Pemda dan masyarakat desa Jendi. 
Kegiatan ini dilakukan melalui media konsultasi, presentasi serta 
melalui pameran. Melalui proses konsultasi publik kemudian 
didapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan 
rencana makro yang disusun.  
RPP dan AB harus disepakati oleh warga masyarakat dan 
kesepakatan tersebut disahkan oleh BKM, Tim Fasilitator PLPBK, 
serta TAPP PLPBK. Sebelum disahkan oleh ketiga pihak tersebut, 
RPP perlu dikonsultasikan dengan Dinas Tata Kota dan (Badan 
Pembangunan Daerah) Bappeda. Konsultasi ini dimaksudkan untuk 
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memastikan bahwa RPP tersebut telah selaras dan terintegrasi dengan 
rencana tata ruang dan rencana pembangunan kota atau kabupaten 
secara keseluruhan dan untuk mengelola lingkungan secara baik.  Hal 
ini sesuai dengan keterangan Senior Fasilitator PLPBK desa Jendi, 
sebagai berikut: 
“RPP dan AB itu nanti belum final, masih berupa rancangan 
dan masih harus disosialisasikan lagi atau namanya 
konsultasi publik kepada masyarakat dan pemda. Tujuannya 
supaya nanti kalo ada masukan atau mungkin yang dokumen 
yang tersusun tidak sesuai dengan kebijakan pemda misalnya, 
itu nanti bisa diadakan revisi lagi sampai benar-benar 
disepakati bersama kemudian baru disahkan” (hasil 
wawancara tanggal 10 Mei 2010) 
 
Ditambahkan lagi oleh Asisten Koordinator Kota atau 
Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur, bahwa: 
“Dari konsultasi publik kemudian akan didapatkan masukan 
dari TAPP dan masyarakat, dokumen PS diperbaiki lagi 
kemudian disosialisaikan lagi ke masyarakat dan pemda. 
Proses konsultasi publik ini bisa melalui konsultasi, 
presentasi atau lewat pameran.” (hasil wawancara tanggal 6 
Mei 2010) 
 
4) Perencanaan Lingkungan Mikro  
Dokumen RPP yang telah disahkan kemudian  akan menjadi 
bahan untuk membuat perencanaan mikro dalam bentuk penyusunan 
dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan). Dalam 
penyusunan dokumen RTBL terjadi proses penetapan kawasan 
prioritas. Perencanaan Mikro dimaksudkan untuk memutuskan secara 
bersama-sama mengenai rencana tindakan untuk penataan lingkungan 






dilakukan pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan 
pengembangannya.  Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari 
Asisten Koordinator Kota atau Kabupaten P2KP Advance Bidang 
Infrastruktur, sebagai berikut: 
“RPP adalah perencanaan yang dilakukan secara makro atau 
hanya berisi secara garis besarnya saja, misalnya dalam 
pembangunan rumah tidak boleh langsung mepet ke jalan 
harus ada jaraknya untuk badan jalan. Kalo perencanaan 
mikro isinya lebih ke aturan yang lebih detail lagi kayak 
ditentukan misalnya jarak jalan dengan pembangunan pagar 
itu harus 1,2 meter misalnya. Hal-hal yang lebih spesifik lah 
maksudnya.” (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
Selanjutnya menyusun Rencana Program Investasi Jangka 
Menengah (RPIJM) Pembangunan Kelurahan. Rencana ini merupakan 
tindak lanjut dari rencana tata bangunan dan lingkungan. Pada intinya  
berisi program-program investasi pembangunan kelurahan, sebagai 
penjabaran dari hasil perencanaan. Rencana program investasi ini 
disusun sesuai  jangka waktu perencanaan, yaitu selama 5 tahun (2008-
2013) dan dirinci kedalam rencana program investasi pembangunan 
tahunan. Keterangan ini diperoleh dari Bendahara TP sekaligus 
relawan PLPBK, sebagi berikut: 
“Selain menyusun RTBL juga manyusun Rencana Program 
Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pembangunan 
Kelurahan yang isinya program investasi pembangunan 
kelurahan dan penjabaran perencanaan. Jangka waktu RPIJM 
itu 5 tahun, jadi kalo dari tahun 2008 lima tahun ke depan ya 
sampai 2013.”  (hasil wawancara tanggal 10 Mei 2010) 
 
Rancangan dokumen RTBL yang telah tersusun akan 




Pada tahap konsultasi publik, hasil dari produk perencanaan PLPBK di 
atas perlu disebarluaskan keseluruh lapisan masyarakat, antara lain 
melalui kegiatan Bazar, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Produk 
rencana yang disebarluaskan antara lain, peta-peta dan gambar rencana 
tata ruang kelurahan dan rencana penataan bangunan dan lingkungan 
pada kawasan prioritas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan respon 
atau tanggapan, masukan, kritikan dan saran secara tertulis  
Dari perencanaan mikro tersebut kemudian akan dihasilkan 
dokumen RTBL dilengkapi dengan Detail Enginering Desain (DED) 
yang berisikan perhitungan teknis kegiatan dan perkiraan biaya yang 
akan diperlukan. Setelah semua dokumen tersusun (RPP, RTBL dan 
AB) maka akan diadakan sosialisasi lagi kepada masyarakat. Proses ini 
tidak hanya berhenti sampai sosialisasi RPP, RTBL dan AB pada 
masyarakat saja, TIPP juga melaksanakan review kembali mengenai 
perencanaan pelaksanaan kegiatannya. Finalisasi Rencana PLPBK 
merupakan tahap finalisasi produk perencanaan yang disempurnakan 
berdasarkan hasil masukan, tanggapan, kritikan dan saran dari 
masyarakat pada saat pelaksanaan uji publik.   
Hal ini ditambahkan Asisten Koordinator Kota atau 
Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur sebagai berikut: 
“Nantinya hasil akhirnya berupa rencana PLPBK ada RPP, 
AB, RTBL, RPIJM dan DED (detail Enginering Deain) yang 
merupakan perhitungan teknis keuangan dan berapa biaya 
yang diperlukan akan final setelah melalui review lagi.” 





3. Tahap Pemasaran Kawasan Prioritas 
Pada tahap pemasaran kawasan prioritas kegiatan yang 
dilakukan antara lain: Pembentukan Tim Pemasaran, Pelatihan dasar 
Tim Pemasaran, Perekrutan Tenagan Ahli pemasaran, penyusunan 
rencana kerja dan anggaran pemasaran dan pelaksanaan pemasaran 
kawasan prioritas. Hal ini sesuai dengan keterangan dari PJOK 
sekaligus anggota TIPP, bahwa:  
“Untuk saat ini Jendi sudah sampai pada pemasaran kawasan 
prioritas. Tenaga ahli pemasarannya juga sudah ada, yaitu 
dosen perempuan dari UMS.” (hasil wawancara tanggal 12 
April 2010) 
 
Dalam tahapan pemasaran kawasan prioritas dilakukan 
kegiatan pembentukan Tim Pemasaran (TP) yang anggotanya terdiri 
dari kolaborasi Pemerintah Kabupaten atau Kota, Perangkat Kelurahan 
atau Desa, BKM dan jajarannya, serta Kelompok peduli. TP dibentuk 
melalui pertemuan yang melibatkan berbagai unsur baik dari 
pemerintah tingkat daerah, kecamatan, kelurahan atau desa, 
masyarakat dan kelompok peduli. Dalam pelaksanaan tugasnya TP 
didampingi oleh Tenaga Ahli Pemasaran yang direkrut oleh BKM dan 
Kades. Tim Pemasaran bertugas menyusun rencana kerja dan anggaran 
pemasaran yang dibutuhkan untuk memasarkan RTBL yang telah siap 
dan disepakati bersama. Tim Pemasaran juga menyusun rencana 
kegiatan fisik skala kecil. Hal ini sesuai dengan keterangan yang 
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diperoleh dari Ketua 1 Tim Pemasaran sekaligus perwakilan dari LPM, 
sebagai berikut: 
“Sebenarnya TP sudah kita bentuk dan sudah mulai 
melaksanakan tugasnya membuat rencana pemasaran 
didampingi oleh tenaga ahli. Pembentukannya sudah dari 
beberapa waktu yang lalu malah, karena pada saat itu kita 
berasumsi bahwa RTBLnya sudah fix tapi ternyata masih 
revisi lagi. Tapi yang jelas kita sudah siap untuk tahap 
pemasaran kawasan prioritas.” (hasil wawancara tanggal, 12 
Mei 2010) 
 
Untuk desa Jendi sampai dengan saat ini baru sampai pada 
tahap pemasaran kawasan prioritas yaitu menyusun rencana kerja dan 
anggaran pemasaran. Hal ini dikarenakan sesuai dengan jadwal dalam 
pedoman pelaksanaan program PLPBK tahap pertama direncanakan 
baru akan selesai pada tahun 2011. Sesuai dengan perhitungan waktu 
perencanaan, pada bulan Mei 2010 desa Jendi baru sampai pada tahap 
pemasaran kawasan prioritas. 
4. Tahap Pelaksanaan Pembangunan 
Kegiatan pada tahap ini adalah proses pelaksanaan 
pembangunan fisik hasil perencanaan mikro (RTBL) sebagai bentuk 
penyelesaian permasalahan serta penggalian potensi yang dimiliki 
kelurahan. Tahapan ke empat ini, sesuai dengan jadwal kegiatan 
PLPBK di Desa Jendi, belum dilaksanakan pada saat dilakukan 
penelitian ini.  
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa terdapat empat 
tahapan pelaksanaan Program PLPBK yaitu tahap persiapan, tahap 







pelaksanaan pembangunan. Sampai dengan bulan Mei 2010, pada saat 
penelitian ini dilakukan, pelaksanaan program PLPBK di desa Jendi baru 
sampai pada tahap pemasaran kawasan prioritas. Hal ini dikarenakan 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan program PLPBK tahap pertama baru 
akan selesai pada tahun 2011. Dengan demikian, dari empat tahapan 
pelaksanaan PLPBK yang harus dilaksanakan, desa Jendi baru sampai 
pada tahap ketiga yaitu pemasaran kawasan priorirtas. 
2. Pendanaan 
Alokasi dana program PLPBK dibagi dalam tiga termin pencairan 
yang disebut Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang meliputi BLM 
termin pertama, kedua, dan ketiga. Pencairan dana BLM dilakukan pada 
setiap tahap pelaksanaan Program PLPBK. Pencairan BLM dimulai pada 
saat program PLPBK masuk pada tahap ke-2 yaitu tahap perencanaan 
partisipatif sampai pada tahap ke-4 yaitu tahap pelaksanaan pembangunan. 
Alokasi dana BLM untuk desa diinformasikan secara terbuka, sehingga 
dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Dana 
BLM yang telah dialokasikan untuk desa merupakan jumlah maksimum 
yang dapat dimanfaatkan. Jumlah pencairan yang sesungguhnya akan 
didasarkan pada kemampuan pengelolaan dan kesiapan BKM Mandiri di 
desa Jendi dalam melaksanakan ketentuan proyek.  
Berdasar pada buku Pedoman Pelaksanaan Program PLPBK Tahun 
2010, alokasi dana BLM untuk kegiatan PLPBK sesuai dengan detail 
peruntukannya, sebagai berikut : 
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a. Pencairan dana tahap 1 atau disebut dengan BLM 1 sebesar 200 juta, 
kemudian dialokasikan untuk biaya Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan 
Partisipatif sebesar 25 juta serta untuk dukungan proses perencanaan dan 
pemasaran sebesar 175 juta. Syarat pencairan dana BLM 1 antara lain: 
SPPB (Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan) telah ditandatangani dan 
diverifikasi oleh Korkot Advance atau Askot Mandiri Advance dan 
Rencana Kerja Kegiatan (termasuk RAB & Jadwal) Perencanaan 
disepakati dan diverifikasi Korkot atau Askot Mandiri Advance. 
b. Pencairan dana tahap 2 atau disebut dengan BLM 2 sebesar 500 juta 
rupiah, dialokasikan untuk biaya tenaga ahli pendamping pemasaran 
sebesar 20 juta, pelaksanaan pembangunan fisik sebesar 400 juta dan 
dukungan proses perencanaan dan pemasaran sebesar 75 juta. Syarat 
pencairan dana BLM 2 antara lain: RTBL telah selesai dan disepakati oleh 
warga dan pemerintah, rencana kerja tindak lanjut (termasuk RAB dan 
Jadwal) untuk pemasaran hasil perencanaan partisipatif telah disepakati 
dan diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri Advance. Bila terjadi 
sisa alokasi pemanfaatan kegiatan dukungan proses perencanaan dan 
pemasaran maka dapat dialihkan sebagai penambahan pelaksanan 
pembangunan fisik yang dikuatkan dengan Berita Acara yang diverifikasi 
Korkot Advance atau Askot Mandiri Advance. Pemanfaatan dana BLM 2 
dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya Dana BLM 1 telah 




keuangan memadai) serta diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri 
Advance. 
c. Pencairan dana tahap 3 atau disebut dengan BLM-3 adalah BLM yang 
digunakan untuk membiayai sebagian pembangunan fisik sebagai media 
belajar nyata. Jumlah dana yang dialokasikan sebagai BLM 3 adalah 
sebesar 200 juta rupiah yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 
fisik. Syarat pencairan dana BLM 3 antara lain: Laporan kemajuan 
pekerjaan dan rencana kerja pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang 
akan dilakukan dan diverifikasi Korkot, penggunaan dana untuk 
pelaksanaan kegiatan fisik sudah 100% dipertanggungjawabkan (laporan 
keuangan terkini) telah diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri 
Advance, dan laporan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan disertai dengan 
laporan pertanggungjawaban keuangan (dengan kinerja keuangan 
memadai), diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri Advance. 
Tambahan keterangan diperoleh dari Asisten Koordinator Kota atau 
Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur sebagai berikut: 
“Jadi aliran dana untuk PLPBK terdiri dari  tiga termin yang pertama 
200 juta, 500 juta, kemudian 300 juta. Aliran dana PLPBK masuk 
melalui rekening BKM kemudian harus dipindah ke rekening tersendiri 
yaitu rekening PLPBK. Untuk pencairan dana BLM sesuai kebutuhan 
harus dengan sepengetahuan faskel dan korkot.” (hasil wawancara 
tanggal 12 April 2010) 
 
Diharapkan dari dana stimulan yang diberikan dapat dikembangkan 
dengan adanya upaya lebih lanjut untuk menggalang dana swadaya dari 
masyarakat, Pemda dan kelompok peduli serta sumber daya dari berbagai 
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pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Korkot Bidang 
Keuangan, sebagai berikut: 
“Yang perlu diingat fasilitasi untuk dana ini bukanlah penyediaan 
dana untuk membiayai seluruh rencana pembangunan yang telah 
dibuat, melainkan merupakan dana stimulan saja sehingga masih 
diperlukan upaya lanjutan untuk menggalang dana dari pihak lain.” 
(hasil wawancara tanggal 12 April 2010) 
 
Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Program PLPBK yang sedang 
berlangsung di Desa Jendi yaitu tahap pemasaran kawasan prioritas, maka 
BLM yang diperguanakan hingga saat ini adalah BLM 2. Sehingga dari tiga 
termin pendanaan program PLPBK, desa Jendi baru sampai pada pencairan 
termin kedua atau BLM 2. 
 
B MANAJEMEN PROGRAM PLPBK 
1. Perencanaan 
Program PLPBK di desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten 
Wonogiri dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang diawali tahap 
perencanaan. Tahap perencanaan Program PLPBK di desa Jendi pada saat ini 
dimulai dari kegiatan sosialisasi sampai dengan tahap pengesahan dokumen 
RTBL dan review perencanaan. Berbagai kegiatan yang dilakukan pada tahap 
perencanaan antara lain: 
a. Sosialisasi Program PLPBK secara berjenjang dari tingkat Pemda atau  
Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan atau Desa. 
Sosialisaisi di tingkat pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan atau 
desa diselenggarakan melalui lokakarya. Pelaksana sosialisasi adalah 
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<#>Pencairan dana tahap 2 atau 
disebut dengan BLM 2 sebesar 500 
juta rupiah, dialokasikan untuk 
biaya tenaga ahli pendamping 
pemasaran sebesar 20 juta, 
pelaksanaan pembangunan fisik 
sebesar 400 juta dan dukungan 
proses perencanaan dan pemasaran 
sebesar 75 juta. Syarat pencairan 
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telah selesai dan disepakati oleh 
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perencanaan partisipatif telah 
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Advance. Bila terjadi sisa alokasi 
pemanfaatan kegiatan dukungan 
proses perencanaan dan pemasaran 
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penambahan pelaksanan 
pembangunan fisik yang dikuatkan 
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diverifikasi Korkot Advance atau 
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Pemanfaatan dana BLM 2 dapat 
dilakukan setelah sekurang-
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dimanfaatkan 50% dan sudah 
dipertanggungjawabkan (dengan 
kinerja keuangan memadai) serta 
diverifikasi Korkot Advance atau 
Askot Mandiri Advance.¶
<#>Pencairan dana tahap 3 atau 
disebut dengan BLM-3 adalah 
BLM yang digunakan untuk 
membiayai sebagian pembangunan 
fisik sebagai media belajar nyata. 
Jumlah dana yang dialokasikan 
sebagai BLM 3 adalah sebesar 200 
juta rupiah yang dialokasikan 
untuk pelaksanaan kegiatan fisik. 
Syarat pencairan dana BLM 3 
antara lain: Laporan kemajuan ... [1]
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Bappeda Kota atau Kabupaten dengan peserta  dinas atau instansi terkait 
kabupaten, PJOK, tokoh-tokoh kelompok strategis kabupaten. Bertindak 
sebagai nara sumber dalam lokakarya adalah satuan kerja provinsi dan 
pemerintah Kabupaten. Dalam kegiatan ini didampingi oleh fasilitator dari 
TKPKD  dan Tim Korkot atau Askot Mandiri Advance. 
Lokakarya bertujuan untuk mensosialisasikan program PLPBK pada 
elemen pemerintah baik di tingkat Pemda atau Pemkab, kecamatan dan 
kelurahan. Tujuan lain diselenggarakannya lokakarya adalah untuk 
mencapai pemahaman persepsi mengenai Program PLPBK.  
b. Sosialisasi Program PLPBK kepada masyarakat luas. 
Sosialisasi ini dilakukan oleh BKM dan Kepala Desa dengan didampingi 
oleh tim fasilitator. Bagi masyarakat kegiatan sosialisasi PLPBK diawali 
dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk menarik minat 
warga. Kegiatan yang dilaksanankan seperti sosialisasi ke dusun-dusun 
serta mengadakan berbagai lomba dengan tema “Harapan ke Depan 
Desaku” dan kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh kelompok 
masyarakat dari anak-anak hingga dewasa. Tujuan dari kegiatan tersebut 
adalah memotivasi masyarakat untuk memahami program PLPBK, agar 
masyarakat terlibat dalam program PLPBK, menggali potensi dan 
keinginan kedepan mengenai desa Jendi.  
c. Pembentukan TIPP 
Pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP) dilakukan oleh 
BKM dan Kepala desa dengan peserta dari berbagai pihak antara lain 
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Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BKM dan jajarannya, masyarakat 
luas dan Kelompok peduli. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari 
keterlibatan Tim Fasilitator dari Tim Korkot, Askot Mandiri Advance dan 
dinas-dinas terkait.  
d. Pelatihan TIPP 
Pelatihan TIPP dilakukan oleh BKM dan Kepala Desa dengan peserta 
yang terdiri dari: masyarakat luas, Pemerintah Kabupaten atau Kota, 
Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM dan jajarannya, serta Kelompok 
peduli. Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan TIPP dibantu oleh fasilitator 
yang terdiri dari: Tim fasilitator, tim Korkot atau Askot Mandiri Advance 
dan dinas-dinas terkait. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya pelatihan 
TIPP adalah anggota TIPP memahami tugas dan fungsinya pada proses 
perencanaan partisipatif. 
e. Perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif (TAPP) dan pelatihan 
TAPP. 
Kegiatan merekrut TAPP dan memberikan pelatihan pada TAPP 
dilaksanakan oleh BKM dan Kepala Desa. Peserta dalam perekrutan dan 
pelatihan TAPP antara lain anggota TKPD, PJOK, perangkat dinas atau  
instansi terkait. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh fasilitator 
yang terdiri dari: Tim Korkot atau Askot Mandiri Advance dan Tim 
Pelatih. Dari kegiatan perekrutan dan pelatihan TAPP hasilnya adalah 
kelurahan dan BKM mampu mengelola TAPP sehingga dapat medukung 
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program PLPBK sepenuhnya dan ditandatanganinya kontrak dengan 
TAPP. 
f. Perekrutan relawan dan pembentukan Pokja 
Kegiatan perekrutan relawan dan pembentukan pokja dilaksanakan oleh 
BKM dan Kepala desa dengan melibatkan peserta masyarakat kelurahan 
desa Jendi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini BKM dan Kepala desa 
didampingi oleh Tim Fasilitator. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedia 
sejumlah relawan masyarakat dan terbentuk tujuh pokja yang disepakati 
bersama. 
g. Pelatihan relawan 
Pelatihan relawan dilaksanakan oleh TIPP dengan melibatkan peserta dari 
Pokja dan relawan PLPBK. Dalam pelaksanaan pelatihan relawan ini TIPP 
didampingi oleh Tim Fasilitator. Hasil dari kegiatan pelatihan ini antara 
lain:  
1) Pokja tata ruang memahami cara menggali poteni dan masalah fisik 
kawasan melalui peta. 
2) Pokja Kegiatan Ekonomi memahami cara menggali potensi dan pola 
pengembangan sektor ekonomi warga. 
3) Pokja jaringan jalan, drainase & jembatan memahami cara menggali 
kondisi aktual dan manfaat jalan, drainase dan jembatan. 
4) Pokja air bersih dan sanitasi memahami cara mengenali kondisi, potnsi 
dan pola pelayanan yang diperlukan. 
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5) Pokja peningkatan pelayanan publik memahami cara mengenali 
kebutuhan sosial masyarakat dan pola pelayanannya. 
6) Pokja kelembagaan memahami cara peningkatan fungsi kelembagaan 
kelurahan, adat dan kelembagaan lainnya yang mendukung 
kelembagaan kelurahan dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan 
pembangunan di wilayah kelurahan. 
h. Pemetaan Swadaya 
Pelaksana kegiatan pemetaan swadaya adalah BKM dengan melibatkan 
peserta dari: masyarakat luas, TIPP dan Pokja-pokja, TAPP dan kelompok 
peduli atau relawan. Kegiatan Pemetaan Swadaya diarahkan untuk 
menggali potensi dan aset masyarakat dan kawasan sebagai masukan 
untuk merumuskan visi bersama. Dalam pelaksanaannya BKM didampingi 
oleh Tim fasilitator. Hasil dari kegiatan pemetaan swadaya adalah 
terjadinya proses pembelajaran kritis di tingkat masyarakat untuk 
mengetahui kebutuhan  riil lapangan serta dikenali dan dirumuskannya 
berbagai keunggulan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan kondisi tanggap bencana. 
i. Memplenokan hasil Pemetaan Swadaya 
Hasil dari pemetaan swadaya kemudian diplenokan oleh  TIPP kepada 
BKM, TAPP, pokja dan relawan dengan didampingi oleh fasilitator  yang 
terdiri dari Tim Fasilitator, dinas terkait dan BKM. Hasil dari pleno 
tersebut adalah tersusunnya dokumen pemetaan swadaya yang memuat 
visi, misi, tujuan, indikasi program, dan lain-lain. 
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j. Perencanaan Makro (Menyusun RPP dan AB) 
Perencanaan makro dilaksanakan oleh BKM dengan melibatkan TIPP, 
TAPP dan masyarakat. Dalam kegitatan ini didampingi oleh fasilitator 
yang terdiri dari Tim Fasilitator, dinas-dinas (sebagai technical assistance) 
dan Kepala desa. Dokumen PS yang telah tersusun kemudian 
dikompilasikan oleh TAPP. Hasilnya akan disosialisasikan ke masyarakat 
guna memperoleh tanggapan atau umpan balik dari masyarakat sebagai 
bahan masukan TAPP menyusun Rencana Pengembangan Permukiman 
(RPP) dan Aturan Bersama (AB). Hasil dari kegiatan ini adalah 
tersusunnya dokumen RPP dan AB oleh TIPP, BKM, Relawan atau pokja-
pokja, dan kelompok peduli. 
k. Proses konsultasi publik dan review RPP dan AB 
Kegiatan konsultasi publik dan review RPP dan AB dilaksanakan oleh 
TIPP dengan peserta antara lain: masyarakat luas, kelompok peduli, 
Pemerintah desa, BKM dinas terkait dan Pemda. Pada proses ini 
didampingi oleh fasilitator yang terdiri dari Tim fasilitator dan TAPP. 
Melalui kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah terjadinya pembelajaran 
melalui dialog hasil perencanaan antara masyarakat dengan TIPP dan 
diperolehnya masukan konstruktif yang akan menyempurnakan hasil 
perencanaan. 
l. Penyepakatan dokumen RPP dan AB 
Dokumen RPP dan AB yang telah disempurnakan kemudian 
disosialisasikan lagi kepada Pemda, BKM, Lurah, dinas terkait dan 
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masyarakat. Dalam kegiatan ini didampingi oleh Tim fasilitator. Hasil dari 
kegiatan ini adalah dokumen RPP dan AB disepakati bersama antara 
Pemda, Kelurahan atau pemerintah desa dan Masyarakat. Hasil dari 
kesepakatan ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah & mendukung 
perencanaan wilayah yang lebih luas. 
m. Perencanaan Lingkungan Mikro  
Perencanaan Lingkungan Mikro dilaksanakan oleh BKM dengan peserta 
yang terdiri dari: TIPP, Pokja (relawan)  dan kelompok peduli setempat. 
Kegiatan perencanaan lingkungan mikro didampingi oleh fasilitator yang 
terdiri dari KMW dan Kepala Desa. Kegiatan ini bertujuan agar 
masyarakat mampu menetapkan lingkungan prioritas yang akan 
mendukung perencanaan makro tingkat kelurahan atau desa. 
n. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan  (RTBL) kawasan 
prioritas. 
Kegiatan penyusunan RTBL kawasan prioritas dilaksanakan oleh BKM 
dengan melibatkan TIPP, Pokja (relawan), kelompok peduli. Dalam 
penyusunan RTBL kawasan prioritas BKM didampingi oleh fasilitator 
antara lain: Tim Fasilitator, TAPP, dinas-dinas terkait, dan Kepala Desa. 
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusun dan tersepakatinya rencana 
pembangunan lingkungan prioritas.  
o. Menyusun Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 
Pembangunan Kelurahan. 
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Pelaksana penyusun RPIJM adalah BKM dengan melibatkan TIPP, Pokja 
(relawan) dan kelompok peduli. Bertindak sebagai fasilitator pada 
kegiatan ini antar lain: Tim Fasilitator, TAPP, dinas-dinas terkait dan 
Kepala Desa. Hasil yang diperoleh yaitu RPIJM Pembangunan Kelurahan 
tersusun dan disepakati. 
p. Proses konsultasi publik dan review RTBL kawasan prioritas dan rencana 
detail sub proyek terpilih.  
Pelaksana konsultasi publik dan review RTBL kawasan prioritas adalah 
TIPP dengan melibatkan masyarakat luas dan kelompok peduli sebagai 
pesertanya. Bertindak sebagai fasilitator adalah Tim Fasilitator dan Kepala 
Desa. Hasil dari kegiatan ini yaitu terjadinya pembelajaran proses 
transparansi  hasil perencanaan agar terjadi dialog antara masyarakat 
dengan rencana yang sedang disusun dan diperolehnya masukan 
konstruktif yang akan menyempurnakan hasil perencanaan. 
q. Penyepakatan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) 
kawasan prioritas 
Dokumen RTBL kawasan Prioritas yang telah disempurnakan kemudian 
disosialisasikan lagi kepada Bappeda Kota atau Kabupaten, BKM dan 
Kepala Desa oleh TIPP. Dalam pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh 
Tim fasilitator. Pada kegiatan ini dihasilkan rencana Lingkungan Prioritas 
(RTBL) yang disepakati bersama antara Pemda Kota atau Kabupaten, 
Kelurahan dan masyarakat serta dari RTBL yang disepakati mampu 
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menyelesaikan masalah dan mendukung perencanaan pada wilayah yang 
lebih luas. 
r. Sosialisasi RTBL Kawasan Prioritas di masyarakat. 
Sosialisasi RTBL kawasan prioritas dilaksanakan oleh TIPP dengan 
peserta Mmasyarakat luas dan kelompok peduli serta disampingi oleh Tim 
Fasilitator. Kegiatan ini bertujuan agar tersosialisasinya rencana 
pembangunan lingkungan prioritas di tingkat masyarakat. 
s. Review dan finalisasi rencana PLPBK (RPP, RTBL, dan AB) 
Review dan finalisasi rencana PLPBK yang terdiri dari sosialisasi 
dokumen RPP, RTBL dan AB dilaksanakan oleh TIPP. Review dilakukan 
dengan peserta masyarakat luas dan kelompok peduli dengan didampingi 
tim fasilitator. Finalisasi Rencana PLPBK merupakan tahap finalisasi 
produk perencanaan yang disempurnakan berdasarkan hasil masukan, 
tanggapan, kritikan dan saran dari masyarakat pada saat pelaksanaan uji 
publik. 
t. Pembentukan Tim Pemasaran (TP) 
Setelah rencana PLPBK telah selesai dan disepakati kegiatan berikutnya 
adalah pembentukan Tim Pemasaran oleh BKM dan Kepala desa dengan 
disampingi oleh tim fasilitator, tim Korkot atau Askot. Mandiri Advance 
dan dinas-dinas terkait. Dalam kegiatan pembentukan TP melibatkan 
peserta antara lain: masyarakat luas, UP-UP dan  Kelompok peduli. Hasil 
dari kegiatan ini adalah TP beserta pokja yang dibutuhkan terbentuk dan 
diumumkan ke masyarakat luas termasuk tupoksi masing-masing. 
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u. Bimbingan teknis penyusunan rencana pemasaran kawasan 
Pelaksana bimbingan penyusunan rencana pemasaran kawasan adalah 
Bappekot atau kab. Bertindak sebagai peserta pada kegiatan ini antara lain: 
TP dan Pokja (relawan), dinas atau instansi tingkat kelurahan dan 
kelompok peduli. Dalam kegiatan ini didampingi oleh fasilitator yang 
terdiri dari tim Korkot atau Askot Mandiri Advance. Hasil dari Bimbingan 
teknis ini adalah peserta paham proses maksud dan tujuan disusunnya 
rencana pemasaran. 
v. Proses perekrutan Tenaga Pendamping atau Tenaga Ahli Pemasaran 
Perekrutan Tanaga Ahli Pemasaran dilakukan oleh BKM dan  Kepala 
Desa yang didampingi oleh fasilitator yaitu KMW Narasumber yang 
terdiri dari Anggota TKPKD, PJOK, perangkat dinas atau instansi terkait. 
Peserta dalam perekrutan ini adalah warga yang memenuhi persyaratan 
dan kelompok peduli. Tujuan dari kegiatan ini adalah BKM, pemerintah 
desa dan Pemerintah daerah memiliki kesamaan konsep perekrutan Tenaga 
Ahli Pemasaran. Diharapkan juga Pemerintah desa dan BKM mampu 
mengelola Tenaga Ahli Pemasaran agar dapat mendukung program 
sepenuhnya.  
w. Penyusunan rencana kerja  dan anggaran pemasaran 
Penyusunan rencana kerja dan anggaran pemasaran dilakukan oleh Tim 
Pemasaran dengan melibatkan peserta yang terdiri dari: warga masyarakat 
desa,  warga miskin, perangkat kelurahan, kelompok atau orang-orang 
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peduli setempat. Dalam kegiatan ini bertindak sebagai fasilitator adalah 
Tim Fasilitator dan Kepala desa. 
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Tabel 11 : Kegiatan dalam Perencanaan Program PLPBK 
Kegiatan Pelaku Hasil 
Sosialisasi Program PLPBK secara berjenjang dari 
tingkat Pemda/ Pemkab, Kecamatan, Kelurahan 
atau Desa. 
 
Pelaksana : Bappeda Kota/ Kab.  
Peserta : Dinas/ instansi terkait kota/ kabupaten, 
PJOK, tokoh-tokoh kelompok strategis kota/ 
kabupaten. 
Fasilitator : TKPKD & Tim Korkot/ Askot 
MAndiri Advance 
Nara Sumber: Satker provinsi& pemerintah Kota/ 
Kabupaten. 
· Tersosialisasinya program PLPBK di tingkat 
kabupaten, kecamatan dan kelurahan. 
· Tercapainya pemahaman persepsi mengenai 
program PLPBK. 
Sosialisasi Program PLPBK pada masyarakat 
Melalui kegiatan : berbagai lomba, jalan santai, 
sosialisasi di tingkat basis. 
Pelaksana : BKM & Kepala Desa 
Peserta : sebanyak mungkin warga desa 
Fasilitator : Tim Fasilitator 
· Tersosialisasikannya kegiatan PLPBK pada 
warga. 
· Adanya komitmen warga untuk berpartisipasi 
aktif dalam program PLPBK. 
Pembentukan TIPP Pelaksana : BKM, Lurah/ Kades 
Peserta : masyarakat luas, Pemerintah Kabupaten 
atau Kota, Perangkat Kelurahan atau Desa, BKM 
dan jajarannya, Kelompok peduli. 
Fasilitator : Tim fasilitator, tim Korkot/ Askot 
Mandiri Advance dan dinas-dinas terkait. 
TIPP terbentuk 
Pelatihan TIPP Pelaksanan : Tim fasilitator, tim Korkot/ Askot 
Mandiri Advance dan dinas-dinas terkait. 
Peserta : TIPP 
TIPP memahami tugas dan fungsinya pada proses 
perencanaan partisipatif. 
Perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif 
(TAPP) dan pelatihan TAPP 
Pelaksana : BKM/ Lurah/ Kades 
Peserta : anggota TKPD, PJOK, perangkat dinas/ 
instansi terkait 
Fasilitator : Tim Korkot/ Askot Mandiri Advance 
& Tim Pelatih  
· Kelurahan dan BKM mampu mengelola TAPP 
agar dapat medukung program sepenuhnya. 
· Kontrak TAPP ditandatangani 
Perekrutan relawan dan pembentukan Pokja Pelaksana : BKM, Lurah/ Kades 
Peserta : Masyarakat kelurahan sasaran 
Fasilitator : Tim Fasilitator 
Tersedia sejumlah relawan masyarakat dan 
dibentuk pokja. 
Pelatihan relawan Pelaksanan : TIPP · Pokja tata ruang memahami cara menggali poteni 
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Peserta : Pokja dan relawan PLPBK 
Fasilitator : Tim Fasilitator 
dan masalah fisik kawasan melalui peta. 
· Pokja Kegiatan Ekonomi memahami cara 
menggali potensi dan pola pengembangan sektor 
ekonomi warga. 
· Pokja jaringan jalan, drainase & jembatan 
memahami cara menggali kondisi aktual dan 
manfaat jalan, drainase dan jembatan. 
· Pokja air bersih dan sanitasi memahami cara 
mengenali kondisi, potnsi dan pola pelayanan 
yang diperlukan. 
· Pokja peningkatan pelayanan publik memahami 
cara mengenali kebutuhan sosial masyarakat dan 
pola pelayanannya. 
· Pokja kelembagaan memahami cara peningkatan 
fungsi kelembagaan kelurahan, adat dan 
kelembagaan lainnya yang mendukung 
kelembagaan kelurahan dalam mengelola dan 
melaksanakan kegiatan pembangunan di wilayah 
kelurahan. 
Pemetaan Swadaya (PS) Pelaksana : BKM  
Peserta : masyarakat luas, TIPP dan Pokja-pokja, 
TAPP dan kelompok peduli/ relawan. 
Fasilitator : Tim fasilitator 
· Terjadinya proses pembelajaran kritis di tingkat 
masyarakat untuk mengetahui kebutuhan  riil 
lapangan.  
· Berbagai keunggulan wilayah dan disekitarnya 
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
kondisi tanggap bencana dikenali dan 
dirumuskan. 
Catatan : 
Kegiatan PS diarahkan untuk menggali potensi dan 
aset masyarakat dan kawasan sebagai masukan 
untuk merumuskan visi bersama. 
Memplenokan hasil PS Pelaksanan : TIPP 
Peserta : BKM, TAPP, relawan/ pokja 
Fasilitator : Tim Fasilitator dan dinas terkait, BKM 
Dokumen PS tersusun dan memuat visi, misi, 
tujuan, indikasi program, dll. 
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Perencanaan Makro (Menyusun RPP dan AB) Pelaksana : BKM 
Peserta : TIPP, masyarakat dan TAPP 
Fasilitator : Tim Fasilitator dan Dinas-dinas 
(sebagai technical assistance) dan Kades 
Tersusun dokumen RPP dan AB 
Proses konsultasi publik dan review RPP dan AB  Pelaksana : TIPP 
Peserta : Masyarakat luas, kelompok peduli, 
Pemerintah desa, BKM dinas terkait, Pemda  
Fasilitator : Tim Fasilitator, TAPP 
· Terjadinya pembelajaran melalui dialog hasil 
perencanaan antara masyarakat dengan TIPP. 
· Diperolehnya masukan konstruktif yang akan 
menyempurnakan hasil perencanaan. 
Penyepakatan dokumen RPP dan AB Pelaksana: TIPP 
Peserta: Pemda, BKM, Lurah, dinas terkait 
Fasilitator: Tim Fasilitator 
RPP dan AB disepakati bersama antara Pemda, 
Kelurahan dan Masyarakat serta mampu 
menyelesaikan masalah & mendukung perencanaan 
wilayah yang lebih luas. 
Perencanaan Lingkungan Mikro  Pelaksana: BKM 
Peserta: Tim Inti Perencanaan Partisipatif, Pokja  
dan kelompok peduli setempat 
Fasilitator: KMW, Lurah/Kades  
Masyarakat mampu menetapkan lingkungan 
prioritas yang akan mendukung perencanaan makro 
tingkat kelurahan   
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan  
(RTBL)kawasan prioritas  
Pelaksana: BKM 
Peserta: TIPP, Pokja (relawan), kelompok peduli 
Fasilitator: Tim Fasilitator, TAPP, dinas-dinas 
terkait, Lurah/Kades 
Tersusun dan tersepakatinya rencana pembangunan 
lingkungan prioritas  
Menyusun Rencana Program Investasi Jangka 
Menengah (RPIJM) Pembangunan Kelurahan 
Pelaksana: BKM 
Peserta: TIPP, Pokja (relawan), kelompok peduli 
Fasilitator: Tim Fasilitator, TAPP, dinas-dinas 
terkait, Lurah/Kades 
RPIJM Pembangunan Kelurahan tersusun dan 
disepakati 
Proses konsultasi publik dan review RTBL 
kawasan prioritas dan rencana detail sub proyek 
terpilih.   
Pelaksana:  TIPP  
Peserta: Masyarakat luas kelompok peduli 
Fasilitator: Tim Fasilitator, Lurah/Kades 
· Terjadinya pembelajaran proses transparansi  
hasil perencanaan agar terjadi dialog antara 
masyarakat dengan rencana yang sedang disusun. 
· Diperolehnya masukan konstruktif yang akan 
menyempurnakan hasil perencanaan 
Penyepakatan Dokumen Rencana Tata Bangunan 
dan Lingkungan (RTBL) kawasan prioritas   
Pelaksana: TIPP 
Peserta: Bappeda Kota/Kab, BKM, Kades 
Fasilitator: Tim Fasilitator 
· Dihasilkannya rencana Lingkungan Prioritas 
(RTBL) yang disepakati bersama antara Pemda 
Kota/Kab, Kelurahan dan Masyarakat. 
· Mampu menyelesaikan masalah & mendukung 
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perencanaan pada wilayah yang lebih luas. 
Sosialisasi RTBL Kawasan Prioritas di 
masyarakat. 
Pelaksana:  TIPP 
Peserta: Masyarakat luas, kelompok peduli 
Fasilitator: Tim Fasilitator 
Tersosialisasinya Rencana pembangunan 
lingkungan prioritas di tingkat masyarakat 
Review dan finalisasi rencana PLPBK (RPP, 
RTBL, dan AB) 
Pelaksana:  TIPP 
Peserta: Masyarakat luas, kelompok peduli 
Fasilitator: Tim Fasilitator 
Finalisasi Rencana PLPBK merupakan tahap 
finalisasi produk perencanaan yang disempurnakan 
berdasarkan hasil masukan, tanggapan, kritikan dan 
saran dari masyarakat pada saat pelaksanaan uji 
publik.   
 
Pembentukan Tim Pemasaran (TP) Pelaksana : BKM, Lurah/ Kades 
Peserta : masyarakat luas, UP-UP dan  Kelompok 
peduli. 
Fasilitator : Tim fasilitator, tim Korkot/ Askot 
Mandiri Advance dan dinas-dinas terkait. 
TP, beserta pokja yang dibutuhkan terbebtuk dan 
diumumkan ke masyarakat luas termasuk tupoksi 
masing-masing. 
Bimbingan teknis penyusunan rencana pemasaran 
kawasan 
Pelaksana : Bappekot/ kab 
Peserta : TP & Pokja (relawan), dinas/ instansi 
tingkat kelurahan, kelompok peduli. 
Fasilitator : tim Korkot/ Askot Mandiri Advance 
Peserta paham proses maksud dan tujuan 
disusunnya rencana pemasaran. 
Proses perekrutan Tenaga Pendamping/ Tenaga 
Ahli Pemasaran 
Pelaksana: BKM/LKM & Lurah/Kades  
Peserta: Warga yang memenuhi persyaratan, 
kelompok peduli  
Fasilitator: KMW Narasumber : Anggota TKPKD, 
PJOK , perangkat dinas/instansi terkait 
· BKM, kelurahan dan Pemda memiliki kesamaan 
konsep perekrutan Tenaga Ahli Pemasaran. 
· Kelurahan dan BKM mampu mengelola Tenaga 
Ahli Pemasaran agar dapat mendukung program 
sepenuhnya 
Penyusunan rencana kerja dan anggaran pemasaran Pelaksana: Tim Pemasaran. 
Peserta : Warga masyarakat desa/ kelurahan, warga 
miskin, perangkat kelurahan, kelompok/orang-
orang peduli setempat 
Fasilitator : Tim Fasilitator & Lurah/Kades 
Tersusunnya Rencana Pemasaran kawasan prioritas 
dan Rencana Pengembangan Kelurahan  
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Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap 
perencanaan program PLPBK dimulai dari sosialisasi sampai pada legalitas 
dokumen-dokumen perencanaan. Namun, proses perencanaan di desa Jendi 
saat ini baru sampai pada proses penyususnan rencana kerja pemasaran. Hal 
ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua TIPP sekaligus anggota BKM 
sebagai berikut: 
“proses perencanaan dimulai dari pembentukan Tim PLPBK 
termasuk TP sampai pada pengesahan dokumen-dokumen 
perencanaan. Minimal sampai legalitas dokumen, sampai desa 
mengeluarkan SK.” (hasil wawancara tanggal 10 Mei 2010) 
 
Keterangan lebih lanjut diperoleh dari Asisten Koordinator Kota atau 
Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur, bahwa: 
“Kegiatan perencanaan yang dilakukan di Jendi itu dimulai dari 
pembentukan tim dan pokjanya sampai pada tahap perencanaan 
partisipatif yang sederet itu. Di setiap tahap sudah dilakukan 
perencanaan, semua perencanaan sudah dibuat pada tahap 
perencanaan partisipatif. Jadi untuk tiap tahap selanjutnya yang akan 
dilakukan kita hanya tinggal review saja. Istilahnya kita tinggal 
actionnya saja. Klo di tiap tahap ada perencanaan lagi berarti sama 
saja kembali ke awal lagi. Mengenai perencanaan waktu juga sudah 
ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan, walaupun pada prakteknya 
kadang ga’ bisa tepat juga.” (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
Pernyataan tersebut dilengkapi oleh Kades sekaligus anggota TIPP 
Desa Jendi, sebagai berikut: 
“Perencanaan dimulai dari perekrutan relawan mbak, nanti sampai 
perencanaan partisipatif selesai. Kalo di tiap tahapan berikutnya 
seperti pemasaran kawasan dan pelaksanaan kan cuma review saja.” 
(hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
Berdasarkan hasil paparan dan hasil wawancara penulis diatas dapat 
disimpulkan bahwa perencanaan dalam program PLPBK dilakukan pada 
setiap tahapan kegiatan PLPBK baik pada tahap persiapan, perencanaan 






partisipatif, pemasaran kawasan prioritas sampai nantinya pada tahap 
pelaksanaan pembangunan.  Mengenai waktu pelaksanaan kegiatan juga telah 
direncanakan dan disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan Program PLPBK. 
Perencanaan yang dilakukan dalam program PLPBK menggunakan 
pendekatan gabungan top down dan bottom up dimana masyarakat dan 
pemerintah sama-sama berperan aktif dalam perencanaan program. 
2. Pengorganisasian 
Guna mendukung terlaksananya suatu program dibutuhkan 
pengorganisasian yang baik yang akan menunjang pelaksanaan tugas dari 
masing-masing bagian atau unit kerja. Sebagai penjamin keberlanjutan 
pengorganisasian masyarakat dibutuhkan wadah melalui pembentukan Tim 
Inti PLPBK yang dimotori oleh perwakilan dari berbagai pihak yang memiliki 
kepedulian terhadap kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 
Jendi.  
Pembentukan Tim Inti PLPBK dilandaskan pada kesepakatan-
kesepakatan dari berbagai pihak yang diputuskan dengan melibatkan seluruh 
komponen masyarakat desa Jendi. Tim Inti PLPBK berperan penting dalam 
jalannya program PLPBK dibantu oleh BKM, pokja-pokja (relawan), 
Pemerintah desa, serta Tim Fasilitator dalam sosialisasi dan memasyarakatkan 
mengenai visi dan misi PLPBK kepada warga masyarakat secara menyeluruh. 
Tim Inti PLPBK merupakan organisasi yang mengelola atau memanage 
program pemberdayaan yang merupakan aspirasi dari masyarakat. Hal ini 
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sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kades dan anggota TIPP desa Jendi, 
sebagai berikut: 
“Tim inti berfungsi sebagai tangan panjang BKM untuk mengelola 
sekaligus pelaksana jalannya program PLPBK yang anggotanya 
terdiri dari campuran berbagai unsur baik dari Pemda sampai 
masyarakat desa sendiri.” (hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
Pernyataan diatas diperkuat oleh Koordinator BKM sekaligus 
anggota TIPP, bahwa: 
“Tim Inti PLPBK sebagai pelaku program PLPBK itu terdiri dari 
TIPP, TP dan TPP yang melaksanakan tugasnya masing-masing 
sesuai dengan bagiannya yang sudah tertera dalam pedoman teknis. 
TIPP sebagai pengatur perencanaan, TP sebagai pemasarnya dan 
TPP sebagai pelaksana pembangunan. Anggota Tim sendiri terdiri 
dari berbagai unsur karena program ini nantinya kan manfaatnya 
tidak hanya untuk satu pihak tertentu saja tapi juga melibatkan 
berbagai pihak dari pusat hingga basis, sehingga semua pihak harus 
merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program 
ini.” (hasil wawancara tanggal 12 April 2010) 
 
Dalam tahap pengorganisasian semua unsur dilibatkan dalam 
pengambilan keputusan mulai dari proses mengenali masalah, perencanaan, 
pelaksanaan sampai pada pengawasan sebagai wujud partisipasi dan 
demokrasi. Pembentukan Tim Inti PLPBK dilakukan secara demokrasi yang 
mewakili berbagai unsur yang nantinya bertanggung jawab atas terlaksananya 
Program PLPBK. Adapun mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-
masing pelaku PLPBK telah tercantum dalam pedoman teknis Program 
PLPBK. 
Masing-masing tim memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 
melaksanakan program PLPBK. Dalam operasionalnya Tim Inti PLPBK 




Pemasaran (TP), dan Tim Pelaksanan Pembangunan (TPP). Selain tim yang 
tergabung dalam Tim Inti PLPBK juga dibentuk pokja-pokja atau relawan 
atau KSM atau bisa juga disebut panitia pelaksana yang merupakan tangan 
panajang dari tim inti PLPBK untuk melaksanakan kegiatan di lapangan. 
Selain itu pokja atau relawan juga sebagai penghubung antara masyarakat 
dengan pengelola program PLPBK. Keterangan mengenai pokja didapat dari 
Koordinator Kota atau Kabupaten P2KP Wonogiri, sebagai berikut: 
“Sebenarnya istilah pokja sendiri hanya sebatas istilah saja, bisa 
disebut pokja atau panitia atau KSM sama saja. Itu hanya sebutan aja 
walaupun sebenarnaya orang-orangnya tetap sama saja, anggota 
KSM bisa jadi pokja atau panitia juga.” (hasil wawancara tanggal 6 
Mei 2010) 
 
Pokja-pokja yang terbentuk antara lain: Pokja Kelembagaan, Tata 
ruang, air bersih, drainase, jalan dan jembatan, ekonomi dan pelayanan publik. 
Masing-masing pokja berada dibawah pengaturan Tim PLPBK. Adanya  
komunikasi antar pelaku Program PLPBK sangat penting untuk menghindari 
tumpang tindih tanggung jawab. Komunikasi dilakukan tidak hanya intern 
dalam kepengurusan Tim namun juga dengan lembaga-lembaga ekstern 
seperti BKM dan jajarannya, Tim Fasilitator, Pemerintah Desa, Kecamatan 
dan Tim Teknis Pemda. 
Untuk program PLPBK antar pelaku terdapat dua garis komunikasi, 
yaitu garis koordinasi dan garis komando. Keterangan ini diperoleh dari 
Asisten Koordinator Kota atau Kabupaten P2KP Advance Bidang 
Infrastruktur, bahwa: 
”Kalo komunikasi sendiri ada dua, garis koordinasi itu untuk intern 
tim klo garis komando itu dari tim ke pokja atau panitia pelaksana di 
Deleted: Wawancara,
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lapangan. Untuk Tim Inti PLPBK baik secara intern tim masing-
masing maupun antar tim itu adanya garis koordinasi. Timnya 
sendiri kan dari kolaborasi berbagai unsur instansi, jadi tidak ada 
kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah yang ada ya saling 
koordinasi satu sama lain. Untuk garis komando, dari tim ke pokja 
atau disebut panitia pelaksana atau KSM.” (hasil wawancara tanggal 
6 Mei 2010) 
 
a. Garis Koordinasi 
Garis koordinasi dilakukan karena tidak ada kedudukan yang 
dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dalam suatu struktur organisasi. 
Setiap pemangku jabatan memiliki kedudukan yang sama. Garis 
koordinasi teraplikasi dalam Tim Inti PLPBK. Hal ini sesuai dengan 
keterangan dari Sekretaris TIPP sekaligus perwakilan dari Unit Pengelola 
Sosial (UPS) BKM Desa Jendi, sebagai berikut: 
”Dalam Tim Inti PLPBK kan nggak mungkin ada komando atau 
saling perintah karena kan tim sendiri anggotanya terdiri dari 
berbagai unsur dari Pemda, ada dari camat, kepala desa, ada dari 
BKM juga jadi ga’ mungkin kan anggota BKM merintah pak 
Camat, ya tho? Yang ada ya saling koordinasi.” (hasil wawancara 
tanggal 12 Mei 2010) 
 
Pernyataan diatas dilengkapi oleh Asisten Koordinator Kota atau 
Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur, sebagai berikut: 
”Secara intern seperti koordinasi dalam TIPP antara anggota 
TIPP bisa membahas mengenai RAB, sulitnya menentukan 
prioritas, urusan rumah tangga TIPP sendiri, membahas 
rencana kerja apakah yang dibuat sudah maksimal atau 
belum, sekaligus melakukan evaluasi secara temporer 
kegiatan itu dilakukan biasanya 2 minggu sekali. Kalo secara 
ekstern antara TIPP dengan Faskel biasanya sebulan sekali 
ada pertemuan. TIPP dan Tim teknis pemda, TIPP 
melaporkan ke Tim teknis, Tim teknis melakukan 
rekomendasi. Biasanya 2 bulan sekali ada pertemuan. 
Untuk tim pemasaran juga sama saja tapi eksternnya sifatnya 
lebih luas lagi karena tidak hanya dengan dinas saja tapi juga 






Koordinasi internal dilakukan antar anggota dalam suatu tim 
inti PLPBK, yaitu antar anggota dalam TIPP atau antar anggota dalam 
TP atau antar anggota dalam TPP. Koordinasi yang dilakukan berupa 
pembahasan mengenai rencana aturan bersama atau yang berhubungan 
dengan rumah tangga tiap tim ataupun membahas rencana kerja yang 
dibuat sekaligus melakukan evaluasi secara temporer. Hal ini 
dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih dua minggu sekali. Hal ini 
sesuai dengan pernyataan dari Ketua TIPP, bahwa: 
”Sebenarnya kalo koordinasi sendiri nggak harus secara 
formal, kadang juga secara informal misalnya ketemu dimana 
terus ngobrol tentang PLPBK itu juga sering terjadi. Biasanya 
koordinasi intern dalam Tim misalnya anggota-anggota 
dalam tim saling berkoordinasi jika ada kesulitan dalam 
menentukan kawasan prioritas.” (hasil wawancara tanggal 10 
Mei 2010) 
 
Melalui koordinasi diharapkan dapat saling memberi 
informasi dan bantuan sehingga semua kesulitan yang dihadapi dapat 
segera teratasi. Waktu pelaksanaan koordinasi lebih bersifat fleksibel 
karena dalam kenyataannya intensitas pertemuan antar anggota tim 
dapat terjadi kapan saja, sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. 
2) Eksternal 
Koordinasi eksternal dilakukan antar tim inti PLPBK (TIPP, 
TP dan TPP), serta Tim Inti PLPBK dengan pemerintah desa, BKM, 
Tim Teknis Pemda, Tim Fasilitator dan Masyarakat. Koordinasi antara 
pemerintah desa yang ada memberikan dukungan dan bantuan yang 
Deleted: Wawancara, 
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diperlukan oleh Tim Inti PLPBK baik mengenai informasi, ijin-ijin 
pembangunan fisik yang dilakukan di desa Jendi dan memberi saran 
bagi Tim Inti PLPBK agar semua berjalan sesuai dengan apa yang 
telah ditetapkan.  
Selain itu koordinasi juga dilakukan antara Tim Inti PLPBK 
dengan Tim Fasilitator dalam jangka waktu satu bulan sekali untuk 
mengadakan konsultasi. Para fasilitator merupakan pemberi informasi 
dari pusat dan sebagai pembimbing dalam pelaksanaan program 
PLPBK. Fasilitator berperan sejak pelaksanaan sosialisasi PLPBK 
pada masyarakat dan selalu menjadi pendamping serta memonitor 
pelaksanaan program PLPBK.  
Koordinasi ekstern lain antara Tim Inti PLPBK dengan Tim 
Teknis Pemda dimana Tim Teknis Pemda melakukan rekomendasi 
kepada Tim Inti PLPBK dan Tim Inti PLPBK melaporkan mengenai 
kegiatan yang telah dilaksanakannya kepada Tim Teknis Pemda. 
Antara Tim Inti PLPBK dengan Pemerintah desa, BKM, masyarakat 
juga terjadi koordinasi baik melalui sosialisasi, lokakarya ataupun 
review perencanaan. Sedangkan khusus untuk Tim Pemasaran, 
koordinasi yang dilakukan mencakup wilayah yang lebih luas karena 
TP tidak hanya berkoordinasi dengan dinas saja namun juga dengan 
pihak-pihak luar seperti perusahaan-perusahaan dan para investor yang 
akan menanamkan modalnya dalam proyek PLPBK. 
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b. Garis Komando 
Dalam garis komando terdapat perbedaan jenjang  atau 
kedudukan dalam suatu struktur organisasi, sehingga atasan dapat 
memberi perintah kepada bawahannya. Pelaksanaan garis komando 
dilakukan oleh Tim Inti PLPBK dengan pokja-pokja (relawan), KSM,  
panitia pelaksana. Hal ini dikemukakan oleh Koordinator BKM sekaligus 
anggota TIPP dan TP, sebagai berikut: 
”kalo garis komando adanya antara TIPP dengan pokja 
(relawan). Misalnya ketua TIPP menyuruh pokjanya untuk 
segera melaporkan kondisi wilayahnya, itu bisa saja. TIPP kan 
atasannya pokja.” (hasil wawancara, 12 Mei 2010) 
 
Keterangan juga diperoleh dari salah satu anggota KSM BKM 
Ngudi Mulyo, yang menyatakan sebagai berikut: 
”Sebagai KSM, kami dapat dawuh dari Ketua Tim buat ngajak 
warga turut ikut serta. Selama ini kami juga sebagai pelaku 
pembangunan di lapangan. Sudah dari dulu sebelum ND saya 
sudah jadi KSM.”  (hasil wawancara, 27 Juli 2010) 
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Tabel 12 : Pengorganisasian dalam Program PLPBK 
 
Garis Komunikasi Jenis Koordinasi & 
Komando 
Pelaku Jenis Kegiatan 
Koordinasi Intern Antar anggota TIPP, TP dan TPP 1. Membahas RAB 
2. menentukan kawasan prioritas 
3. membahas urusan rumah tangga tim 
4. membahas rencan kerja 
5. evaluasi temporer, dll 
 Ekstern TIPP dengan TP dan TPP (antar Tim 
Inti PLPBK) 
Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, 
pemasaran dan pengawasan pembagunan,dst 
  Tim Inti PLPBK  dengan Fasilitator 1. Koordinasi mengenai kegiatan rencana kegiatan 
PLPBK 
2. Fasilitator mendampingi Tim Inti PLPBK dalam 
setiap kegiatan , dst 
  Tim Inti PLPBK dengan Tim Teknis 
Pemda 
1. TIPP memberikan laporan ke Tim Teknis Pemda 
2. Tim Teknis Pemda memberikan rekomendasi pada 
Tim Inti PLPBK 
  Tim Inti PLPBK dengan Pemerintah 
desa  
1. Pemerinta desa memberi dukungan dan fasilitas 
2. Pemerintah desa memberikan izin pembangunan 
fisik, dll. 
  Tim Inti PLPBK dengan BKM dan 
Masyarakat 
1. Melalui sosialisasi 
2. Melalui review perencanaan, dll. 
  TP dengan investor/ pihak luar Terkait dengan pemasaran kawasan prioritas,dst. 
Komando  Tim Inti PLPBK dengan Pokja 
(relawan) 
1. Memerintahkan untuk melaporkan kondisi wilayah 
2. Memerintahkan untuk menginformasikan pada 
masyarakat mengenai kegiatan PLPBK 
3. Memberi pengarahan dalam melaksanakan tugas di 
lapangan, dll.  
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Selain dengan dua bentuk komunikasi yang telah diuraikan, 
pengorganisasian juga terlihat dalam kolaborasi antara stakeholders. 
Stakeholders yang dimaksud adalah orang-orang atau pihak-pihak yang terkait 
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam program PLPBK. 
Berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan para pelaku PLPBK dalam 
kolaborasi yang tercipta telah berjalan dengan baik.  
Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa tindakan 
pengorganisasian yang dilakukan pada program PLPBK dibedakan dalam dua 
bentuk komunikasi yaitu garis koordinasi dan garis komando. Garis koordinasi 
dilakukan secara intern dan ekstern. Koordinasi secara intern dilakukan antar 
anggota dalam Tim Ini PLPBK baik itu TIPP, TP dan TPP. Sedangkan 
koordinasi secara ekstern dilakukan antar Tim dalam Tim Inti PLPBK, Tim 
inti PLPBK dengan Tim teknis Pemda, Fasilitator, Pemerintah desa, BKM, 
Masyarakat dan Investor atau pihak luar. Sedangkan garis komando dilakukan 
antara Tim Inti PLPBK dengan pokja (relawan) dan KSM secara rutin. 
Dengan demikian dalam pengorganisasian tercipta berbagai kolaborasi 
berbagai stakeholders. Kolaborasi dalam Program PLPBK yang melibatkan 
berbagai elemen (stakeholders) baik dari Pemda maupun dinas-dinas terkait, 
kecamatan, perangkat desa, BKM dan jajarannya, kelompok peduli, investor, 
sampai dengan masyarakat,  sehingga antara pihak yang satui dengan pihak 





Fungsi penggerakan dilakukan agar para pelaku program PLPBK 
merasa memiliki tanggung jawab yang tinggi dan mau melaksanakan tugas 
pokoknya dengan dukungan dan partisipasi dari masyarakat sehingga 
pelaksanaan Program PLPBK dapat berjalan dengan lancar. Penggerakan juga 
bertujuan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga 
tidak hanya menjadi rencana yang terbentuk dan tidak terealisasikan. 
Kegiatan-kegiatan dalam penggerakan merupakan rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku PLPBK yang dibantu oleh Tim 
Fasilitator. Kegiatan penggerakan dilakukan untuk mendukung tetap 
berjalannya program PLPBK dengan baik dan sesuai rencana. 
Dalam penggerakan dilakukan berbagai kegiatan seperti pemberian 
motivasi kerja dan menetapkan stategi pelaksanaan untuk mencapai hasil yang 
telah direncanakan. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Kota atau 
Kabupaten P2KP, sebagai berikut: 
”Mengenai upaya dalam penggerakannya kalo menurut saya dilihat 
dari dua segi, satu memberi motivasi yang kedua dengan strategi 
pelaksanaan. Pemberian motivasi kan tujuannya supaya semua 
pelaku yang terlibat dari pusat sampai ke basis mau bekerja kan, 
sehingga program ini bisa berjalan. Ini menurut saya lho ya, motivasi 
kuncinya pada pemberian dukungan dari berbagai pihak juga 
ketersediaan dana. Gimanapun juga kan kegiatan ga bisa jalan kalo 
ga ada dana untuk operasionalnya. Nah mengenai strategi 
pelaksanaan itu tergantung si penggeraknya. Kalo saya bisa dengan 
memotivasi pokja (relawan) dalam hal berusaha meningkatkan 
kepedulian mayarakat terhadap tetap berjalannya program, kalo 
masyarakat peduli kan berarti masyarakat aktif kalo ada pertemuan 
ya datang, ikut aktif memberi masukan, bagaimanapun juga ini kan 
program untuk rakyat yang basic ya masyarakatnya harus mau 




a. Pemberian motivasi kerja 
Dalam tahap ini dilakukan dengan memberikan dua komponen 
proyek utama agar program PLPBK dapat berjalan, yaitu dukungan dan 
pendampingan kepada masyarakat, pemerintah dan para pemangku 
kepentingan setempat serta penyediaan dana BLM untuk membiayai 
pelaksanaan program PLPBK. Dukungan dari berbagai pihak terkait 
sangat penting dalam upaya menggerakan  para pelaku program PLPBK. 
Bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan Tim Fasilitator 
beserta dukungan dana operasional untuk mendampingi masyarakat dalam 
rangka pengembangan lingkungan permukiman. Kegiatan pendampingan 
masyarakat oleh Tim Fasilitator terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai 
dari edukasi atau orientasi dan pendidikan, membangun komitmen 
bersama, melakukan survey swadaya, merumuskan kebutuhan nyata dari 
hasil pendataan yang dilakukan secara swadaya, menyusun rencana tindak 
penataan kembali lingkungan permukiman di wilayah sampai dengan 
pendampingan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Relawan dan 
Tim Fasilitator juga berusaha meningkatkan kepedulian masyarakat 
terhadap program PLPBK. Tim Inti PLPBK juga memberikan pengarahan 
kepada relawan atau pokja dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, 
misalnya mengenai proses pengumpulan potensi di tiap-tiap wilayah. 
b. Penetapan stategi pelaksanaan 
Untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan  maka dapat 
digunakan strategi pelaksanaan sebagai berikut: 
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1) Menggunakan pengembangan lingkungan sebagai pintu masuk untuk 
pembangunan manusia seutuhnya, sehingga menghasilkan manusia 
yang secara sosial edukatif dan secara ekonomi produktif. Hal ini 
dilakukan dengan berbagai cara antara lain:  
a) Edukasi masyarakat dalam bentuk dikusi kelompok, studi kasus 
dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. 
b) Serangkaian musyawarah warga untuk menyepakati aturan 
pembangunan dan pengelolaan lingkungan, penataan ruang, 
penataan bangunan dan lingkungan, dan sebagainya. 
c) Menggunakan pembangunan lingkungan sebagai media praktek 
untuk pembanguanan etika pembangunan. 
2) Memotivasi pokja (relawan) dalam hal berusaha meningkatkan 
kepedulian mayarakat terhadap tetap berjalannya program PLPBK. 
3) Melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan guna 
meningkatkan ketrampilan teknik dan manajerial unit pengelola dan 
masyarakat agar mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan dan 
mengelola pembangunan lingkungan di wilayahnya masing-masing. 
4) Menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat untuk berencana 
membangun tatanan kehidupan dan hunian berdasarkan pada visi masa 
depan yang dibangun bersama. 
5) Mengorganisasi masyarakat dalam menyusun dan menyepakati 
rencana pembangunan atau penataan kembali lingkungan permukiman 
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sehingga dihasilkan rencana tata bangunan dan lingkungan yang 
disepakati bersama antara masyarakat dan pemerintah. 
6) Menggalang berbagai sumber daya baik internal maupun eksternal 
untuk mendukung pelaksanaan program PLPBK dengan 
memanfaatkan mekanisme musyawarah mulai dari tingkat basis, 
kelurahan, kecamatan, dan kota atau kabupaten serta mekanisme lain 
yang berlaku. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ketua TIPP sekaligus anggota 
BKM, bahwa: 
”Saya hanya menambahkan saja, berbagai strategi nanti bisa 
dikembangkan dari buku pedoman pelaksanaan mengenai 
strategi pelaksanaan. Diantaranya  melakukan kegiatan 
pemberdayaan melalui pelatihan, menggalang berbagai sumber 
daya baik internal maupun eksternal untuk mendukung 
pelaksanaan program, menumbuhkan kreativitas dan inovasi 
masyarakat untuk berencana membangun tatanan kehidupan dan 
hunian berdasarkan pada visi.” (hasil wawancara tanggal 6 Mei 
2010) 
 
Tambahan keterangan diperoleh dari salah satu anggota KSM 
BKM Ngudi Mulyo Desa Jendi sebagai berikut: 
”Sesuai dengan petunjuk dari Koordinator saya dan teman-teman 
yang lain berupaya mengajak warga untuk ikut serta bila ada 
kegiatan, dan itu memang sudah tugas kami. Ngasih pengertian, 
ngundangi, karena gimanapun juga kami nantinya kan yang 
langsung terjun ke lapangan kalo sudah mulai pembangunan.” 
(hasil wawancara tanggal 27 Juli 2010)  
 
Tabel 13 : Penggerakan dalam Program PLPBK 
Cara Penggerakan Jenis Kegiatan 
Pemberian Motivasi 1. Kegiatan Pendampingan : 
Edukasi dan orientasi, pembangunan komitmen bersama, survey 
swadaya, perumusan kebutuhan nyata hasil pendataan, menyusun 
rencana tindak penataan lingkungan dan pengawasan. 
2. Penyediaan dana BLM untuk operasional 
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1. Program PLPBK ditujukan untuk membangun manusia seutuhnya 
baik secara sosial maupun ekonomi, melalui: 
a) Memberikan edukasi pada masyarakat 
b) Mengadakan musyawarah warga 
c) Pembangunan dijadikan sebagai media praktek untuk 
membangun etika pembangunan 
2. memotivasi pokja (relawan) dan KSM  
3. melakukan kegiatan pemberdayaan melalui pelatihan. 
4. menumbuhkan kreativitas dan inovasi masyarakat 
5. mengorganisasi masyarakat dalam menata kembali lingkungan 
6. menggalang sumber daya untuk mendukung program PLPBK 
 
Berdasarkan paparan diatas, tindakan penggerakan dalam program 
PLPBK dilakukan melalui dua cara yaitu pemberian motivasi dan penetapan 
strategi pelaksanaan. Dalam rangka pemberian motivasi dilakukan dengan 
pemberian pendampingan dalam pelaksanaan program PLPBK dan 
penyediaan dana yang berupa BLM guna mendukung pelaksanaan 
operasionalnya. Sedangkan penetapan strategi pelaksanaan dilaksanakan 
dengan berbagai jenis kegiatan, antara lain: menjadikan PLPBK sebagai 
langkah awal membangun manusia seutuhnya baik secara sosial maupun 
ekonomi, memotivasi pokja (relawan) dalam meningkatkan kepedulian 
masyarakat terkait dengan berjalannya program PLPBK, melakukan kegiatan 
pemberdayaan melalui pelatihan, menumbuhkan kreativitas dan inovasi 
masyarakat, mengorganisasi masyarakat dalam menata kembali 
lingkungannya dan menggalang sumber daya untuk mendukung berjalannya 
program PLPBK.  
Dalam perjalanan program PLPBK tidak hanya pimpinan formal 
yaitu Tim Inti PLPBK saja yang berperan, namun kemudian muncul sosok 
pimpinan informal yang diperankan oleh KSM yang justru lebih dominan 
dalam upaya penggerakan. Dalam upaya penggerakan pada dasarnya yang 
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menjadi ujung tombak dan sekaligus garda terdepan bagi berhasilnya program 
tiada lain adalah keterlibatan KSM dalam melakukan perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan program PLPBK. 
4. Pengawasan 
Agar program dapat berjalan dengan lancar dan trasparan maka perlu 
dilakukan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Pengawasan 
dalam Program PLPBK dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai 
pihak. Pelaku pengawasan dalam Program PLPBK terdiri dari masyarakat, 
Pemerintah yang berwenang, Konsultan atau Tim Fasilitator dan pengawas 
dari pihak luar. Jenis kegiatan pengawasan dalam program PLPBK meliputi: 
1) Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat 
Pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh 
masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik program dan mereka 
bertanggung jawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam 
rembug masyarakat kelurahan, masyarakat dapat memilih dan membentuk 
kelompok atau tim khusus yang akan melakukan pemantauan secara 
sukarela demi kepentingan masyarakat kelurahannya. 
Jika ada keluhan dari masyarakat maka dapat disampaikan 
melalui Pengelola Pengaduan Masyarakat di tingkat Desa atau bisa juga 
masyarakat datang langsung ke kantor BKM. Tindak lanjut dari 
pengaduan masyarkat akan ditanggapi dengan cara melakukan klarifikasi 
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perbaikan tersebut kemuan ditempelkan lagi di tempat-tempat strategis di 
wilayah desa Jendi supaya terjadi transparansi dan akuntabilitas yang jelas. 
2) Pengawasan oleh Pemerintah yang Berwenang 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah 
yang berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan 
bahwa program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai 
sebagaimana mestinya. Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam 
program (Tim Koordinasi, Walikota atau Bupati, Camat, Lurah, dll) 
mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program, baik secara 
rutin maupun berkala untuk memantau pelaksanaan kegiatan dan 
membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Selain itu pemerintah juga 
menerima laporan dari pelaku program PLPBK secara rutin setiap bulan 
mengenai perkembangan pelaksanaan program. 
Jika ada keluhan atau koreksi dari pihak pemerintahan terkait 
dapat langsung disampaikan pada saat pertemuan atau dalam forum-forum 
lainnya. Sebagai tindak lanjut dari koreki yang disampaikan maka Tim Inti 
PLPBK akan melakukan klarifikasi ataupun justifikasi (pembelaan) baik 
secara lisan maupun tulisan. Semua kegiatan atau penyelesaian selalu 
dibuat berita acaranya. 
3) Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan dan 
fasilitator. Konsultan pusat, konsultan provinsi, konsultan tingkat kota atau 







kegiatan PLPBK. Tim fasilitator wajib melakukan pengecekan untuk 
mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sudah berjalan 
sesuai dengan rencana dan apakah prinsip maupun prosedur program juga 
diterapkan dengan benar. 
4) Pengawasan oleh Pihak Luar (Audit Ekternal) 
BKM dengan unit-unitnya harus selalu siap untuk dilakukan 
audit oleh pihak luar (audit external) yang mendapat tugas dari proyek. 
Audit eksternal ini adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, 
seperti dari BPKP, misi supervisi dari program, dan lain-lain. Mekanisme 
audit dilakukan baik secara acak maupun diarahkan pada lokasi atau 
kejadian tertentu. 
Tabel 14 : Pengawasan dalam Program PLPBK 
Pelaku 
Pengawasan 
Bentuk Pengawasan Tindak Lanjut dari 
Pengawsan 
Masyarakat 1. Masyarakat membentuk tim khusus 
sebagai pengawas 
2. Menyampaikan keluhan langsung 
ke BKM atau Tim Inti PLPBK 
1. Melakukan klarifikasi 




1. Melakukan kunjungan dan 
membantu memfasilitasi 
penyelesaian masalah. 
2. Menerima laporan kegiatan 
1. Melakukan klarifikasi 
dan justifikasi 
(pembelaan) 




1. Memantau kegiatan PLPBK 
2. Melakukan pengecekan setiap 
waktu 
Melakukan koreksi dan 
perbaikan 
Pihak Luar Melakukan audit Melakukan justifikasi 
(pembelaan) dan perbaikan. 
 
Hal ini sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari anggota TIPP 
sekaligus anggota BKM, sebagai berikut: 
”Untuk masyarakat selalu mengawasi karena harus ada laporan yang 
ditempel di papan pengumuman atau tempat strategis, mengenai 
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masyarakat juga harus tau. Untuk tim fasilitator, korkot, askot 
mengawasi progres keuangan dan melakukan pendampingan di 
setiap tahap kegiatan. Pencairan dana BLM sesuai kebutuhan harus 
sepengetahuan faskel dan korkot. Pemda memastikan bahwa yang 
dilakukan TIPP dan Tim pelaksana tidak bentrok atau bertentangan 
dengan aturan Pemda. BPKP sifatnya lebih tentang keuangan saja.” 
(hasil wawancara tanggal 10 Mei 2010) 
 
Waktu pelaksanaan pengawasan dilakukan secara temporer oleh 
pelaku pengawas. Misalnya dengan masyarakat secara periodik sebulan sekali, 
dengan konsultan atau fasilitator juga sebulan sekali, dengan Pemda juga 
sebulan sekali dan dengan BPKP waktunya tidak bisa ditentukan. Tindak 
lanjut dari hasil pengawasan juga dilakukan dengan berbagai cara seperti 
klarifikasi baik secara lisan maupun tulisan, mengadakan pembelaan dan 
melakukan perbaikan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Koordinator 
BKM sekaligus anggota TIPP dan TP sebagai berikut: 
”Untuk waktunya laporan ke masyarakat dibuat setiap bulan. 
Pengawasan atau konsultasi dengan fasilitator, asskot, korkot setiap 
bulan ada pertemuan, kalau dengan Pemda setiap bulan juga. Kalo 
BPKP waktunya tidak bisa ditentukan. Kalo ada koreksi dari 
masyarakat, biasanya masyarakat menyampaikan lewat kotak aduan 
atau datang langsung ke kantor BKM. Tindakan selanjutnya adalah 
klarifikasi dan kemudian menempel lagi klo ada kekeliruan harus 
diganti atau diperbaiki. Jika ada koreksi baik dari Pemda ataupun 
instansi yang lain TIPP harus melakukan klarifikasi baik secara lisan 
ataupun tertulis disertai bukti penunjang dan membuat perbaikan.” 
(hasil wawancara tanggal 10 Mei 2010) 
 
Setiap pengaduan dan keluhan yang muncul dari masyarakat atau 
pelaku program di daerah harus segera ditanggapi secara serius dan 
proposional serta tidak terlalu lama dibiarkan. Munculnya pengaduan terhadap 
pelaksanaan kegiatan merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh 
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pemerintahan dan jalur fungsional konsultan, sebagai upaya untuk 
mempercepat proses penyampaian data dan informasi dari lapangan atau 
kelurahan ke tingkat Kecamatan, Kota atau Kabupaten, Provinsi dan Pusat. 
Keterangan lain mengenai pengawasan didapat dari Sekretaris 1 TP PLPBK 
desa Jendi sebagai berikut: 
”Pengawasan dari masyarakat dimaksudkan supaya memenuhi 
adanya transparansi dan akuntabilitas dan diadakan setiap bulan 
dengan menempel laporan kegiatan dan keuangan di tempat strategis. 
Jika ada keluhan masyarakat bisa dilaporkan melalui PPM 
(Pengelola Pengaduan Masyarakat) atau bisa juga pas ada rembug 
warga, nanti akan ditanggapi atau akan ada justifikasi (pembelaan) 
pada saat pertemuan. Tim Konsultan dan Fasilitator dengan adanaya 
MoU kegiatan dengan BKM, dana PLPBK yang masuk ke rekening 
BKM harus dipindahkan ke rekening khusus PLPBK, dari rekening 
BKM tersebut kemudian dipecah lagi dengan membuka rekening 
tersendiri untuk TIPP, TP, dan TPP. Semua kegiatan keuangan 
tersebut dicatat oleh sekretariat BKM. Untuk mencairkan dana Tim 
Inti PLPBK memerlukan verifikasi dari BKM sebagai pendamping. 
Tim PLPBK juga harus menyerahkan laporan bulanan kepada 
program (Korkot atau KMP). Pengawasan Pemda melalui laporan 
yang dibuat setiap bulanan. Sedangkan untuk BPKP terdiri dari pusat 
dan propinsi, sebenarnya yang dicek adalah keuangan satuan kerja 
seperti yang kemarin itu dari propinsi melakukan pengecekan dana 
PNPM, Paket dan ND.” (hasil wawancara tanggal 12 Mei 2010) 
 
Tindakan pengawasan dalam program PLPBK dilakukan secara terus 
menerus. Diperlukan partisipasi aktif dari pelaku pengawas sejak awal 
program dimulai hingga saat pemeliharaan hasil pembangunan. Hal ini 
berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan program PLPBK mengingat fungsi 
pengawasan sebagai evaluasi dan sebagai dasar pembinaan bagi pelaku 
PLPBK. Salah satu bentuk konsekuensi apabila dalam waktu yang telah 
ditentukan ternyata pelaksanaan program PLPBK tidak dapat menunjukkan 
kemajuan dan kesanggupan melaksanakan ketentuan atau aturan yang 
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ditetapkan, maka alokasi dana yang ada sebagian atau seluruhnya  dapat 
ditangguhkan atau dibatalkan dan dikembalikan ke kas negara. 
Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan 
pengawasan pada program PLPBK dilakukan secara kolektif oleh masyarakat, 
pemerintah yang berwenang, konsultan dan fasilitator dan pengawas dari 
pihak luar. Kegiatan pengawasan dilakukan di seluruh tahapan kegiatan 
program PLPBK, sejak tahap persiapan, perencanaan partisipatif, pemasaran, 
pelaksanaan pembangunan, bahkan sampai pada pemeliharaan hasil 
pembangunan. 
C Hambatan-hambatan Pelaksanaan Program PLPBK di Desa Jendi 
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan program PLPBK di desa Jendi 
meliputi hal sebagai berikut: 
a. Kesulitan dalam melakukan waktu untuk sosialisasi pada masyarakat 
Kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program PLPBK 
adalah sulitnya menentukan waktu pelaksanaan pertemuan untuk 
sosialisasi ke masyarakat karena adanya kesibukan masyarakat. Untuk 
mengetasinya pelaku sosialisasi meberikan waktu tengganag kepada 
masyarakat untuk melaksanakan kegiatan individu masing-masing terlebih 
dahulu. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Koordinator BKM sekaligus 
anggota TIPP dan TP sebagai berikut: 
”Sulitnya itu kalo mengumpulkan orang waktu sosialisasi karena 
saat kita mau sosisalisasi ngepasi pas wayah tani, wayah ewuh 
atau pas ada keperluan apa gitu  jadi kita kasih tenggang waktu.” 
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Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu warga desa Jendi 
sebagai berikut: 
”Pertemuan kaya gitu kan kolomongso tho mbak, ya nek lagi pas 
nggak ada kegiatan saya ikut. Nek pas nggak bisa ya nggak 
datang.” (Hasil wawancara tanggal 27 Juli 2010) 
 
b. Kesulitan menentukan kawasan prioritas 
Terlalu banyaknya masalah yang harus diselesaikan 
menyebabkan sulitnya bagi para pelaku PLPBK dalam menentukan 
prioritas. Pada kegiatan pemetaan swadaya terkumpul berbagai data-data 
dan laporan mengenai kondisi wilayah-wilayah di desa Jendi yang 
dipandang perlu untuk ditangani lebih lanjut. Banyaknya daerah yang 
ingin dijadikan sebagai kawasan prioritas menjadikan sulitnya pelaku 
PLPBK dalam menentukan mana yang lebih dahulu akan diprioritaskan 
untuk diselesaikan atau ditangani. Hal ini sesuai dengan keterangan dari 
anggota TIPP sekaligus perwakilan dari DPU sebagai berikut: 
”Bahkan setiap dusun tuh ingin bisa masuk menjadi prioritas, 
contohnya dulu di dusun Ngelo itu punya potensi untuk dijadikan 
Pertanian Agro Ekonomi. Tapi setelah dikaji lebih jauh justru 
wilayah desa Jendi sebelah barat seperti daerah Jetak itu yang 
berhasil menjadi kawasan prioritas sebagai Pertanian Agro 
Ekonomi. Untuk desa Ngelo ya kita beri motivasi, nantinya kalo 
di wilayah prioritas atau percontohan pelaksanaannya bisa 
berhasil pasti Ngelo juga akan termotivasi.” (hasil wawancara 
tanggal 6 Mei 2010) 
 
Keterangan lebih lanjut diperoleh dari Asisten Koordinator Kota 
atau Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur, sebagi berikut: 
“Terlalu banyaknya masalah yang harus diselesaikan sehingga 
sulit untuk menentukan prioritas. Mengatasinya ya kita lakukan 
sosialisasi memberi pemahaman lagi kepada masyarakat. 
Katakanlah disini yang akan kita garap adalah orang sakit, yang 
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kita obati duluan kan yang berhubungan dengan kehidupan 
seperti jantung, paru-paru, hati. Kalo BLM P2KP itu istilahnya 
menyembuhkan koreng atau penyakit luarnya, Program Paket 
yang diobati maagnya. Nah untuk program ND ini yang 
disembuhkan jantung, paru-paru supaya aliran darah lancar lagi. 
Semua dilakukan untuk pengembangan wilayah yang lebih baik.” 
(hasil wawancara tanggal 6 Mei 2010) 
 
c. Kurangnya partisipasi BKM secara kolektif  
Dalam pelaksanaan program PLPBK dibutuhkan partisipasi aktif 
dari berbagai pihak termasuk dari anggota BKM. Namun partisipasi dari 
anggota BKM Ngudi Mulyo desa Jendi dirasa kurang. Hal ini terlihat dari 
kurangnya partisipasi kolektif dari anggota BKM, karena hanya beberapa 
orang saja yang ikut aktif dalam kegiatan. Upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan partisipasi anggota BKM adalah dengan memotivasi 
mereka dan memberikan penjelasan bahwa bagaimanapun juga program 
yang sedang dijalankan nantinya bermanfaat untuk masyarakat sendiri. 
Keterangan ini disampaikan oleh Bendahara 2 Tim Pemasaran 
sekaligus relawan PLPBK, bahwa: 
 ”Sekarang BKM secara kolektif kurang partisipasinya, kadang 
yang kerja hanya satu dua orang yang itu-itu saja.” (hasil 
wawancara tanggal 10 Mei 2010) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh salah satu perangkat desa 
Jendi, sebagai berikut: 
”Kalau ada pertemuan disini (balai desa) anggota BKM yang 
datang paling ya itu lagi-itu lagi. Mungkin yang lain pada sibuk 
sendiri-sendiri. Kalau pertemuan besar baru ramai.” (hasil 
wawancra tanggal 27 Juli 2010) 
 
d. Tingkat kepedulian Pemda masih kurang 
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Pelaksanaan Program PLPBK sangat membutuhkan partisipasi 
dari Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang di wilayah sasaran 
program. Namun tingkat kepedulian Pemerintah Daerah sendiri dirasa 
kurang karena banyaknya urusan dinas lain yang harus dikerjakan 
sehingga tidak bisa fokus pada satu program saja. Seperti Tim Teknis 
Pemda yang anggotanya terdiri dari berbagai dinas terkait di tingkat 
kabupaten. Kegiatan individu dari tiap personil Tim Teknis Pemda yang 
mempunyai tugas pokok sendiri-sendiri menyebabkan kurang fokusnya 
perhatian terhadap Program PLPBK.  
Sebagai upaya kelancaran pelaksanaan Program PLPBK adalah 
para pelaku PLPBK di tingakat desa seperti TIPP, TP, TPP, Tim 
Fasilitator harus pro aktif untuk mengingatkan Pemerintah daerah. Hal ini 
sesuai dengan keterangan dari Senior Fasilitator PLPBK Desa Jendi, 
sebagai berikut: 
”Terkadang tingkat kepedulian Pemda sendiri tuh kurang karena 
kan mereka juga punya urusan dinas masing-masing sehingga ga’ 
bisa fokus di PLPBK saja. Selama ini setiap pertemuan dengan 
Tim Teknis Pemda ya kita yang datang ke Pemda. Sebenarnya 
telah dibuat MoU dengan Bupati yang berisi mengenai beberapa 
hal aturan kesepakatan sehingga seharuanya kewajiban Pemkab 
dilaksanakan sesuai MoU yang sudah disepakati, 
seharusnya...tapi kadang ya tidak harus.” (hasil wawancara 
tanggal 10 Mei 2010) 
 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh keterangan dari Asisten 
Koordinator Kota atau Kabupaten P2KP Advance Bidang Infrastruktur, 
sebagi berikut: 
“Kegiatan individu personil dalam tim teknis Pemda dalam 
melaksanakan tugas pokoknya sendiri dalam kegiatan sehari-hari 
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sehingga perhatiannya sedikit terpecah. Tapi sebenarnya kalo 
diundang mereka juga datang, kalo memang mereka sibuk atau 
tidak bisa datang ya kita yang datang ke Pemda. Dengan kata lain 
kita yang lebih bersifat pro aktiflah.” (hasil wawancara tanggal 6 
Mei 2010) 
 
e. Kejenuhan masyarakat karena proses pelaksanaan yang terlalu lama 
Masyarakat merasa Program PLPBK ini terlalu lama 
pelaksanaannya sehingga banyak masyarakat yang merasa jenuh 
mengikuti perkembangan pelaksanaan kegiatan PLPBK. Hal ini 
disampaikan oleh salah satu relawan PLPBK desa Jendi, sebagai berikut: 
”Masyarakat kadang jenuh juga karena prosesnya dirasa terlalu 
panjang, masyarakat kan maunya yang serba instan padahal 
program ini pelaksanaannya butuh waktu. Untuk mengatasinya 
diberikan pengertian saja bahwa kegiatan ini nantinya 
manfaatnya nggak cuma untuk satu dua pihak saja. Nggak cuma 
untuk Kepala desa atau BKM saja tapi untuk masyarakat juga 
jadi partisipasi masyarakat itu masih sangat dibutuhkan agar 
mereka juga merasa punya tanggung jawab dengan kegiatan ini.” 
(hasil wawancara tanggal 12 Mei 2010) 
 
Keterangan juga didapat dari salah satu warga desa Jendi, 
sebagai berikut: 
”Saya sudah beberapa kali ikut kegiatan ND, klo dikasih tau ada 
pertemuan ya saya ikut. Memang lama sih mbak, dari dulu koq 
nggak mbangun-mbangun. Tapi katanya nanti setelah pemasaran 
sudah mulai action. Ya klo masyarakat kaya saya ya ngikut aja 
tho, klo lagi nggak repot.” (hasil wawancara tanggal 27 Juli 
2010) 
 
f. Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sejalan dengan MoU yang dibuat 
Pemerintah Daerah dan Masyarakat 
Dalam pelaksanaan Program PLPBK dibutuhkan saling 
kepercayaan dan menjaga komitmen antar stakeholders termasuk 












masyarakat merasa ada pelanggaran komitmen yang dilakukan oleh 
Pemerintah. Hal ini dikemukakan oleh salah satu masyarakat desa Jendi 
sekaligus pengurus dalam BKM: 
”Sebenarnya dalam kesepakatan antar Pemda dan Masyarakat 
sudah ada kesepakatan kalau tambang emas di sini tidak boleh 
dikelola oleh asing, tapi nyatanya ada pihak asing yang 
menangani tambang.” 
 
Keterangan lain diperoleh dari Assisten Koordinator P2KP yang 
menyatakan sebagai berikut: 
”Memang seharusnya pertambangan emas Jendi itu tidak boleh 
dilokelola asing sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat 
bersama. Dulu sih dikelola orang Jendi sendiri seperti 
pertambangan liar gitu karena kekawatiran mengenai 
pembuangan limbahnya, akhirnya diprotes dan sekarang sudah 
dihentikan. Tapi nggak tau kenapa sekarang malah ditangani 
Elexis dari Australia. Itu yang sebenarnay bikin dongkol.” 
 
Klarifikasi selanjutnya diperoleh dari Senior Fasilitator PLPBK 
desa Jendi yang menyatakan sebagai berikut: 
”Dalam aturan bersama sudah dibuat kesepakatan bahwa 
pertambangan emas memang tidak boleh dikelola oleh asing. 
Tapi setelah dikonfirmasi dengan pihak Pemda, mereka 
menyatakan bahwa adanya Elexis itu buka merupakan keputusan 
dari Pemda namun itu sudah dari Pemerintah Pusat sehingga 
Pemda ya ikut saja aturan diatasnmya.” 
 
Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa hambatan-
hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program PLPBK meliputi sulitnya 
menentukan waktu sosialisasi pada masyarakat, kesulitan menentukan 
kawasan prioritas karena terlalu banyaknya masalah yang ada, kurangnya 
partisipasi BKM secara kolektif, kurangnya kepedulian Pemda karena 
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Pelaksanaan Program PLPBK di desa Jendi Kecamatan Selogiri 
Kabupaten Wonogiri mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program PLPBK 
Tahun 2010 meliputi empat tahap yaitu tahap pelaksanaan, persiapan, 
perencanaan partisipatif, pemasaran kawasan prioritas dan tahap pelaksanaan 
pembangunan. Sampai dengan bulan Mei 2010, saat penelitian ini dilakukan, 
pelaksanaan program baru sampai pada tahap ketiga yaitu pemasaran kawasan 
prioritas. Program PLPBK di desa Jendi tersebut telah dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip pembangunan berbasis komunitas yang bertujuan untuk 
menciptakan masyarakat berdaya dan berbudaya. Masyarakat terlibat dan 
berpartisipasi dalam setiap tahapan program termasuk dalam tahap 
perencanaan.  
Manajemen program PLPBK meliputi perencanaan, pengorganisasian, 
penggerakan, dan pengawasan telah diterapkan dalam pelaksanaan program 
PLPBK di desa Jendi. Perencanaan yang dilakukan dalam Program PLPBK 
menggunakan pendekatan gabungan top down dan bottom up dimana 
masyarakat dan pemerintah sama-sama berperan aktif dalam perencanaan 
program. Pengorganisasian dibedakan dalam dua bentuk komunikasi yaitu 
garis koordinasi dan garis komando. Garis koordinasi dilakukan secara intern 
antar stakeholders dan ekstern dengan beberapa pihak terkait lainnya termasuk 
investor. Garis komando dilakukan oleh tim kepada POKJA dan KSM secara 
153 
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rutin. Dengan demikian dalam pengorganisasian tercipta suatu kolaborasi 
berbagai stakeholders. Kolaborasi dalam Program PLPBK melibatkan 
berbagai elemen baik dari Pemda maupun dinas-dinas terkait, kecamatan, 
perangkat desa, BKM dan jajarannya, kelompok peduli, investor, sampai 
dengan masyarakat sehingga antara pihak yang satu dengan yang lain dapat 
saling bersinergi.  
Tindakan utama manajemen lainnya yaitu penggerakan dilakukan 
melalui dua cara yaitu pemberian motivasi dan penetapan strategi 
pelaksanaan. Pemberian motivasi dilakukan dengan melakukan klegiatan 
pendampingan dan penyedian dana BLM untuk operasional. Penetapan 
strategi pelaksanaan dilakukan dengan pemberian edukasi pada masyarakat, 
mengadakan musyawarah warga, memotivasi pokja dan KSM, melakukan 
kegiatan pelatihan, menumbuhkan kreatifitas dan inovasi masyarakat, 
menggorganisasi masyarakat dan menggalang sumberdaya untuk mendukung 
program PLPBK. Upaya penggerakan paling utama ditunjukkan dengan 
adanya kepemimpinan informal yang diperankan oleh KSM selaku tangan 
panjang dari Tim Inti PLPBK. KSM memegang peran penting dalam upaya 
persuasi (mengajak) kepada masyarakat untuk turut berperan aktif dalam 
Program PLPBK. Pendekatan persuasif kepada masyarakat melalui KSM 
menjadi penentu keberhasilan penggerakan keterlibatan masyarakat dalam 
program karena KSM adalah perwakilan dari masyrakat.  Tindakan utama 
manajemen PLPBK di Desa Jendi yaitu pengawasan, dilakukan secara kolektif 
oleh masyarakat, pemerintah yang berwenang, konsultan, fasilitator dan 
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pengawas dari pihak luar. Pengawasan dilakukan di seluruh tahapan kegiatan 
program PLPBK sejak tahap persiapan, perencanaan partisipatif, pemasaran, 
pelaksanaan pembangunan, bahkan sampai pada pemeliharaan hasil 
pembangunan. 
Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Program 
PLPBK meliputi sulitnya menentukan waktu sosialisasi pada masyarakat, 
kesulitan menentukan kawasan prioritas karena terlalu banyaknya masalah 
yang ada, kurangnya partisipasi BKM secara kolektif, kurangnya kepedulian 
Pemda karena kesibukan personil masing-masing, dan kejenuhan masyarakat 
akan proses PLPBK yang dirasakan terlalu lama dan kebijakan pemerintah 
pusat yang tidak sejalan dengan MoU yang dibuat Pemerintah Daerah dan 
masyarakat. 
B. Saran 
Berdasar hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, saran yang dapat 
disampaikan penulis sebagai sumbangsih pemikiran terhadap peningkatan 
pelaksanaan program PLPBK di desa Jendi Kecamatan Selogiri Kabupaten 
Wonogiri adalah sebagai berikut: 
1. Perlu adanya kesepakatan atau komitmen mengikat yang dibuat oleh 
masyarakat sendiri, agar masyarakat merasa benar-benar sebagai pemilik 
program PLPBK.  
2. Peningkatan upaya pemberian motivasi dan pemahaman bagi masyarakat 
mengenai arti penting program PLPBK sehingga masyarakat yang 
merupakan sasaran utama program memahami dan memiliki motivasi 
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Mengenai alokasi dana BLM untuk kegiatan Pengembangan Lingkungan 
Permukiman Berbasis Komunitas akan dibagi menjadi 3 termin sesuai dengan detail 
peruntukannya, sebagai berikut : 
Pencairan dana tahap 1 atau disebut dengan BLM 1 sebesar 
200 juta, kemudian dialokasikan untuk biaya Tenaga Ahli 
Pendamping Perencanaan Partisipatif sebesar 25 juta 
serta untuk dukungan proses perencanaan dan pemasaran 
sebesar 175 juta. Syarat pencairan dana BLM 1 antara 
lain: SPPB telah ditandatangani dan diverifikasi oleh 
Korkot Advance atau Askot Mandiri Advance dan 
Rencana Kerja Kegitan (termasuk RAB & Jadwal) 
Perencanaan disepakati dan diverifikasi Korkot atau 
Askot Mandiri Advance. 
Pencairan dana tahap 2 atau disebut dengan BLM 2 sebesar 
500 juta rupiah, dialokasikan untuk biaya tenaga ahli 
pendamping pemasaran sebesar 20 juta, pelaksanaan 
pembangunan fisik sebesar 400 juta dan dukungan proses 
perencanaan dan pemasaran sebesar 75 juta. Syarat 
pencairan dana BLM 2 antara lain: RTBL telah selesai 
dan disepakati oleh warga dan pemerintah, rencana kerja 
tindak lanjut (termasuk RAB dan Jadwal) untuk 
pemasaran hasil perencanaan partisipatif telah disepakati 
dan diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri 
Advance. Bila terjadi sisa alokasi pemanfaatan kegiatan 
dukungan proses perencanaan dan pemasaran maka dapat 
dialihkan sebagai penambahan pelaksanan pembangunan 
fisik yang dikuatkan dengan Berita Acara yang 
diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri 
Advance. Pemanfaatan dana BLM 2 dapat dilakukan 
setelah sekurang-kurangnya Dana BLM 1 telah 
dimanfaatkan 50% dan sudah dipertanggungjawabkan 
(dengan kinerja keuangan memadai) serta diverifikasi 
Korkot Advance atau Askot Mandiri Advance. 
Pencairan dana tahap 3 atau disebut dengan BLM-3 adalah 
BLM yang digunakan untuk membiayai sebagian 
pembangunan fisik sebagai media belajar nyata. Jumlah 
dana yang dialokasikan sebagai BLM 3 adalah sebesar 
200 juta rupiah yang dialokasikan untuk pelaksanaan 
kegiatan fisik. Syarat pencairan dana BLM 3 antara lain: 
Laporan kemajuan pekerjaan dan rencna kerja 
pelaksanaan kegiatan fisik selanjutnya yang akan 
dilakukan dan diverifikasi Korkot, penggunaan dana 
untuk pelaksanaan kegiatan fisik sudah 100% 
dipertanggungjawabkan (laporan keuangan terkini) telah 
diverifikasi Korkot Advance atau Askot Mandiri 
Advance, dan laporan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan 
disertai dengan laporan pertanggungjawaban keuangan 
(dengan kinerja keuangan memadai), diverifikasi Korkot 
Advance atau Askot Mandiri Advance. 
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Dari keterangan diatas dapat dijabarkan bahwa jenis kegiatan pengawasan 
dalam program PLPBK meliputi:[jp1] 
Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat 
Pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh 
masyarakat sendiri. Masyarakat adalah pemilik program dan mereka bertanggung 
jawab memantau proses kegiatan program tersebut. Dalam rembug masyarakat 
kelurahan, masyarakat dapat memilih dan membentuk kelompok atau tim khusus 
yang akan melakukan pemantauan secara sukarela demi kepentingan masyarakat 
kelurahannya. 
Jika ada kelu 
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han dari masyarakat maka dapat disampaikan melalui Pengelola 
Pengaduan Masyarakat di tingkat Desa atau bisa juga masyarakat datang langsung 
ke kantor BKM. Tindak lanjut dari pengaduan masyarkat akan ditanggapi dengan 
cara melakukan klarifikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Jika perlu 
adanya perbaikan maka perbaikan tersebut kemuan ditempelkan lagi di tempat-
tempat strategis di wilayah desa Jendi supaya terjadi transparansi dan 
akuntabilitas yang jelas. 
Pengawasan oleh Pemerintah yang Berwenang 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang 
berwenang. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya. 
Semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam program (Tim Koordinasi, 
Walikota atau Bupati, Camat, Lurah, dll) mempunyai tugas mengunjungi lokasi 
pelaksanaan program, baik secara rutin maupun berkala untuk memantau 
pelaksanaan kegiatan dan membantu memfasilitasi penyelesaian masalah. Selain 
itu pemerintah juga menerima laporan dari pelaku program PLPBK secara rutin 
setiap bulan mengenai perkembangan pelaksanaan program. 
Jika ada keluhan atau koreksi dari pihak pemerintahan terkait dapat 
langsung disampaikan pada saat pertemuan atau dalam forum-forum lainnya. 
Sebagai tindak lanjut dari koreki yang disampaikan maka Tim Inti PLPBK akan 
melakukan klarifikasi ataupun justifikasi (pembelaan) baik secara lisan maupun 
tulisan. Semua kegiatan atau penyelesaian selalu dibuat berita acaranya. 
Pengawasan oleh Konsultan dan Fasilitator 
Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh konsultan dan fasilitator. 
Konsultan pusat, konsultan provinsi, konsultan tingkat kota atau kabupaten, dan 
fasilitator mempunyai tanggung jawab untuk memantau kegiatan PLPBK. Tim 
fasilitator wajib melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah pelaksanaan 
setiap tahapan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana dan apakah prinsip 
maupun prosedur program juga diterapkan dengan benar. 
Pengawasan oleh Pihak Luar (Audit Ekternal) 
BKM dengan unit-unitnya harus selalu siap untuk dilakukan audit oleh 
pihak luar (audit external) yang mendapat tugas dari proyek. Audit eksternal ini 
adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar, seperti dari BPKP, misi 
supervisi dari program, dan lain-lain. Mekanisme audit dilakukan baik secara acak 
maupun diarahkan pada lokasi atau kejadian tertentu. 
Tabel tindakan pengawasan dalam Program PLPBK 
Pelaku 
Pengawasan 
Bentuk Pengawasan Tindak Lanjut dari 
Pengawsan 
Masyarakat Masyarakat membentuk tim khusus 
sebagai pengawas 
Menyampaikan keluhan langsung ke 
BKM atau Tim Inti PLPBK 
Melakukan 
klarifikasi 




Melakukan kunjungan dan membantu 
memfasilitasi penyelesaian 
masalah. 
Menerima laporan kegiatan 
Melakukan klarifikasi dan 
justifikasi (pembelaan) 




Memantau kegiatan PLPBK 
Melakukan pengecekan setiap waktu 
Melakukan koreksi dan 
perbaikan 
Pihak Luar Melakukan audit Melakukan justifikasi 
(pembelaan) dan perbaikan. 
 
 
